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2  A public health approach to drug use in Asia

Akronim
ANPUD	 Jaringan Pengguna Narkoba di Asia/Asian 
	 Network of People who Use Drugs 

ASEAN	 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara/
	 Association of South East Asian Nations

CCDU	 Pusat Pengobatan Wajib bagi Pengguna
	 Narkoba/Compulsory centres for drug users

CFP	 Titik Api Negara/Country Focal Point

IDPC	 Konsorsium Kebijakan Narkoba Internasional/
	 International Drug Policy Consortium

INCB	 Badan Kontrol Narkotika Internasional/
	 International Narcotics Control Board

LEAHN	 Jaringan Penegak Hukum dan HIV/Law 
	 Enforcement and HIV Network

NSP	 Program Jarum Suntik Steril/Needle and
	 syringe programmes

OST	 Terapi Substitusi Opioid/Opioid substitution
	 therapy

PCPI	 Inisiatif Kemitraan Komunitas Kepolisian/
	 Police Community Partnership Initiative 
	 (Kamboja)

SAARC	 Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama 
	 Regional/South Asia Association for Regional 
	 Cooperation

PBB	 Perserikatan Bangsa-Bangsa

UNAIDS	 Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS /Joint 
	 United Nations Programme on HIV/AIDS

UNODC	 Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan/
	 United Nations Office on Drugs and Crime

WHO	 Organisasi Kesehatan Dunia/World Health 
	 Organisation

Metodologi
Laporan ini ditulis berdasarkan sebuah kajian dari 
bukti yang tersedia yang dilakukan antara Oktober 
dan November 2015, berbagai konsultasi dengan para 
pemegang kepentingan yang menghadiri Konferensi 
Pengurangan Dampak Buruk Internasional/International 
Harm Reduction Conference yang ke 24 di Kuala Lumpur, 
18-21 Oktober 2015 serta dua kali konsultasi dengan para 
pemegang kepentingan untuk rancangan pertama dan 
terakhir dari laporan ini pada bulan Oktober 2015 dan 
Januari 2016.

Catatan: Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab 
eksklusif penulis dan tidak merefleksikan pendapat dari 
Uni Eropa. 

Laporan ini dicetak sebagai bagian dari proyek ‘Aksi 
Asia pada Pengurangan Dampak Buruk’/‘Asia Action on 
Harm Reduction’. Proyek ini, yang didanai oleh Uni Eropa 
pada 2013-2015 memungkinkan komunitas advokat di 
Tiongkok, India, Malaysia, Indonesia, Kamboja dan Vietnam 
untuk melakukan advokasi pengurangan dampak buruk.

The project is funded by The European Union
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Kata Pengantar
Di Asia, penggunaan narkoba seperti opium, ganja, 
dan kratom untuk keperluan bidang medis, bidang 
keagamaan, dan budaya telah menjadi bagian dari tradisi 
sejak berabad-abad yang lalu. Opium telah digunakan 
untuk tujuan medis dari Iran hingga Indonesia.Menghisap 
opium dengan tembakau merupakan hal yang umum 
dalam ritual dan perkumpulan sosial di Tiongkok.Begitu 
pula dengan ganja yang secara luas difungsikan untuk 
keperluan bidang medis, budaya, dan sosial—di negara 
asal saya, India, ganja telah digambarkan sebagai ‘jalan 
hidup’.Di Thailand dan Malaysia, kratom telah digunakan 
sebagai tradisi dalam bidang medis, budaya, dan keperluan 
lainnya.

Berlawanan dengan penemuan-penemuan Komisi Opium 
dan Ganja di akhir abad 19 bahwa ‘penggunaan ringan 
dan moderat dari bahan-bahan ini tidak berbahaya bagi 
kesehatan’, mayoritas kekuatan waktu itu mendorong 
pelarangan di bawah pembentukan sistem kontrol narkoba 
internasional, yang saat ini dikuatkan oleh tiga Konvensi 
PBB di tahun 1961, 1971, dan 1988. Prasangka negatif dari 
kekuatan-kekuatan besar terhadap praktik-praktik lokal di 
Asia sangatlah besar sehingga manfaat terapi ganja tidak 
diakui di pengobatan modern untuk waktu yang lama. 
Adalah ironis bahwa negara-negara di Eropa dan Amerika 
Utara saat ini ‘menemukan kembali’ kegunaan-kegunaan 
medis dari ganja dan bahkan merubah hukum mereka 
untuk mengijinkan pasokan dan penggunaan ganja untuk 
kesehatan, sedangkan praktik-praktik medis tradisional 
kita masih tersesat di dalam kebijakan pemerintahan 
kita. Tidak diragukan lagi, pelarangan narkoba adalah 
‘kesalahan sejarah’ yang perlu diluruskan di masyarakat-
masyarakat di Asia.

Adalah sebuah kesalahan pemahaman bahwa di abad 
ke-20, Asia menjadi wilayah dengan kebijakan narkoba 
yang paling represif dan menghukum di dunia. Sementara 
wilayah-wilayah di bagian lain di dunia mengakui kerusakan 
yang disebabkan oleh strategi-strategi yang dijalankan 
oleh penegakan hukum dan berubah menuju pendekatan-
pendekatan terhadap penggunaan narkoba yang berbasis 
kesehatan dan hak asasi, termasuk di Afrika, Amerika Latin, 
Amerika Utara dan Eropa, negara-negara di Asia masih 
menerapkan kriminalisasi dan penghukuman sebagai 
respon utama mereka. Virus epidemik HIV dan hepatitis 
C, tingkat pemenjaraan yang tinggi, sangat kurangnya 
akses ke pengobatan narkoba yang efektif dan manusiawi 
serta tindakan-tindakan pengurangan dampak buruk, 
banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
(termasuk kekerasan dan pelecehan, penahanan yang 
sewenang-wenang, pemaksaan tes urin, dan kerja paksa 
serta penolakan terhadap layanan kesehatan di tempat-
tempat penahanan), dan penetapan hukuman mati untuk 

kejahatan narkoba – yang bertentangan dengan HAM 
internasional serta norma-norma konstitusi – menjadikan 
ini sebuah kasus yang sangat penting untuk merubah 
arah. Debat terbuka pada kebijakan-kebijakan narkoba 
yang bekerja di dalam penanganan atas konsekuensi-
konsekuensi yang amat merusak dan dalam pengurangan 
dampak buruk yang diasosiasikan dengan penggunaan 
narkoba sangatlah diperlukan. 

Saya menyambut laporan ini sebagai sebuah sumber 
kritis agar pembuat kebijakan di wilayah kita siap untuk 
menghadapi realita modern dari penggunaan narkoba dan 
ketidakmampuan kriminalisasi dan penghukuman untuk 
mengelola permasalahan tersebut secara efektif.Laporan 
ini memberikan sebuah kerangka komprehensif dari 
prinsip-prinsip dan praktik yang mendasari pendekatan 
efektif terhadap dekriminalisasi penggunaan, kepemilikan, 
dan budidaya narkoba. Saya mendorong pembuat 
kebijakan untuk memanfaatkan laporan ini secara 
keseluruhan sebagai sumber saran dan rekomendasi teknis 
untuk implementasi tanggapan-tanggapan kebijakan 
penggunaan narkoba yang berbasis hak dan kesehatan.
Dalam mempertimbangkan alternatif yang paling sesuai 
dari kriminalisasi dan hukuman untuk diterapkan di konteks 
negara dan wilayah, saya menghimbau pembuat kebijakan 
untuk melibatkan komunitas-komunitas yang paling 
terpengaruh, yaitu pengguna narkoba.Saya menghimbau 
Anda untuk mempertimbangkan pendekatan-pendekatan 
tradisional di wilayah kita terhadap penggunaan narkoba, 
di mana larangan, kriminalisasi dan hukuman tidak dikenal 
hingga seabad yang lalu.

Anand Grover 

Advokat Senior, Mahkamah Agung India
Komisoner, Global Commission on Drug Policy 
Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan (2008-2014)
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Terminologi 
Untuk maksud dan tujuan laporan ini, definisi-definisi di 
bawah ini berlaku.

Sanksi-sanksi administratif atau perdatamengacu pada 
penalti-penalti yang tidak berujung pada tuduhan atau 
hukuman pidana, atau catatan kriminal. Contoh-contohnya 
meliputi peringatan, perampasan, dan denda (dalam 
jumlah kecil). Sanksi-sanksi administratif atau perdata 
pada umumnya dimaksudkan untuk lebih mengurangi 
penghukuman daripada sanksi-sanksi pidana, akan tetapi 
sanksi-sanksi yang diterapkan di negara-negara di Asia 
melibatkan penahanan wajib bagi pengguna narkoba. 

Dekriminalisasi terhadappengguna narkoba mengacu 
pada penghapusan atau menerapkan hukuman tanpa 
sanksi pidana untuk penggunaan narkoba, kepemilikan 
narkoba, kepemilikan peralatan untuk penggunaan 
narkoba, serta budi daya narkoba untuk tujuan konsumsi 
pribadi.Dekriminalisasi dapat melibatkan penghapusan 
semua hukuman.Sebagai alternatif, hukuman-hukuman 
perdata atau administratif dapat diterapkan.Dengan 
begitu, penalti-penalti ini sifatnya bisa lebih tidak 
menghukum bila dibandingkan dengan dengan hukuman-
hukuman di bawah kriminalisasi, dan lebih mengarah pada 
peningkatan akses sukarela pada layanan-layanan sosial, 
kesehatan dan pengurangan dampak buruk yang berbasis 
bukti dan hak asasi manusia.1

Di bawah dekriminalisaside jure, hukuman-hukuman 
pidana untuk aktifitas-aktifitas tertentu dihapus secara 
formal melalui reformasi hukum.

Di bawah dekriminalisasi de facto, aktifitas-aktifitas 
tertentu tetap menjadi pelanggaran pidana tapi, pada 
praktiknya, hukuman-hukuman pidana tidak diterapkan.

Diversi mengacu pada langkah-langkah yang memberi 
alternatif pada sanksi-sanksi pidana atau penahanan bagi 
orang-orang yang ditangkap karena penggunaan narkoba 
atau pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan 
dengan narkoba, khususnya pelanggaran-pelanggaran 
ringantanpa kekerasan.Langkah-langkah diversi dapat 
diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, 
program-program serta praktik-praktik yang bertujuan 
untuk mengarahkan masyarakat ke intervensi-intervensi 
sosial dan kesehatan seperti pengurangan dampak 
buruk dan penanganan narkoba, dan tidak menerapkan 
penangkapan, pemenjaraan, penuntutan, pemberian vonis 
hukuman serta pemenjaraan.Langkah-langkah diversi 
dapat dilaksanakan oleh kepolisian (sebelum atau setelah 
penangkapan, kejaksaan, atau pengadilan sebelum atau 
pada saat pemberian vonis.2 Langkah-langkah tersebut 
dapat diterapkan pada juridiksi-juridiksi yang telah 
menerapkan dekriminalisasi de jure atau dekriminasisasi de 
facto. Langkah-langkah tersebut dapat juga dilaksanakan 
di mana penggunaan narkoba tidak dikriminalisasikan, dan 
diterapkan secara khusus pada pengguna dan pecandu 
narkoba, termasuk saat dilakukannya pelanggaran ringan 
tanpa kekerasan.

Ketergantungan terhadap narkoba tetap menjadi 
sebuah konsep yang diperdebatkan. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mendifinisikannya sebagai 
kondisi medis ‘kronis’ yang berulang dengan dasar 
psikologis dan genetis’.3Akan tetapi, beberapa ahli telah 
menolak terminologi-terminologi yang menggambarkan 
ketergantungan narkoba sebagai sebuah kondisi medis 
karena hal ini dapat menyebabkan asumsi yang salah 
bahwa penggunaan seluruh jenis narkoba adalah 
sebuah penyakit.PBB melaporkan bahwa hanya sekitar 
10% dari pengguna narkoba memiliki masalah yang 
berkaitan dengan penggunaan narkoba, dan mungkin 
membutuhkan pengobatan yang berbasis ilmiah dan 
sukarela.4

Untuk tujuan laporan ini, ketergantungan terhadap 
narkoba mengacu pada serangkaian perilaku-perilaku 
termasuk keinginan kuat untuk memakai narkoba, 
kesulitan mengontrol konsumsi, dan kelanjutan 
penggunaan narkoba meskipun dengan adanya masalah-
masalah fisik, mental dan sosial yang diasosiasikan dengan 
penggunaan narkoba. Hal ini sering dikarakterisasikan 
dengan peningkatan toleransi dari waktu ke waktu, 
dan gejala-gejala sakau apabila penggunaan narkoba 
dihentikan secara tiba-tiba.

Penanganan ketergantungan narkoba mengacu 
pada serangkaian intervensi-intervensi - baik medis dan 
psikososial - yang mendorong mereka yang memiliki 
masalah dengan penggunaan narkoba untuk menstabilkan 
atau mendapatkan kembali kontrol atas konsumsi, atau 
ingin abstain. Demikian kompleksitas ketergantungan 
narkoba sehingga respon, pengaturan dan intensitas 
penanganan perlu disesuaikan dengan masing-masing 
individu. Menu layanan-layanan yang komprehensif 
seharusnya tersedia untuk disesuaikan dengan 
karakteristik, kebutuhan, pilihan dan situasi yang berbeda-
beda dari setiap individu yang ingin mendapatkan akses 
layanan. Penanganan sebaiknya diberikan oleh tenaga 
medis, terapis, atau tenaga profesional lain yang terlatih, 
karena tujuannya adalah untuk peningkatan kesehatan 
dan fungsi sosial dari seseorang. 5 Tujuan dari penanganan 
adalah agar seorang individu dapat menerapkan gaya 
hidup yang sehat dan konstruktif secara sosial. Adalah 
penting untuk membedakan definisi penanganan narkoba 
ini dengan tempat wajib penanganan pengguna narkoba 
- di mana, ketika seseorang ditahan di tempat tertutup 
tanpa evaluasi medis atau persetujuan tertulis (informed 
consent), di mana ‘penanganan’ pada umumnya tidak 
berbasis pada bukti ilmiah, akan tetapi pada disiplin fisik 
atau agama, atau kerja paksa.6

Pengurangan dampak buruk mengacu pada kebijakan-
kebijakan, program-program dan praktik-praktik yang 
utamanya bertujuan untuk mengurangi konsekuensi-
konsekuensi kesehatan, sosial dan ekonomi yang 
berbahaya dari penggunaan narkoba yang legal dan ilegal 
tanpa harus mengurangi konsumsi narkoba.7 Contoh-
contoh dari pendekatan ini meliputi program penggunaan 
jarum suntik steril atau needle and syringe programmes 
(NSPs) – yang memberikan peralatan suntik steril untuk 
pengguna narkoba guna mengurangi resiko penularan 
HIV dan hepatitis - dan terapi substitusi opioid atau opioid 
substitution therapy (OST) – yang menggantikan narkoba 
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opioid ilegal (seperti heroin) dengan bahan terkontrol 
dibawah supervisi medis (contohnya, methadone atau 
buprenorphine). Langkah-lagkah seperti NSPs dan OST 
adalah bagian dari paket intervensi-intervensi yang 
disetujui di seluruh dunia untuk pencegahan, penanganan 
dan perawatan yang terkait dengan HIV di antara pengguna 
narkoba suntik, dan cara ini telah terbukti membantu 
menstabilkan dan mengurangi penggunaan narkoba 
ilegal, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, serta 
mengurangi kriminalitas.8

Legalisasi merupakan proses di mana semua perilaku yang 
berkaitan dengan narkoba (penggunaan, kepemilikan, 
budidaya, produksi, penjualan, dll.) menjadi aktifitas 

yang legal. Dalam proses-proses ini, pemerintah dapat 
memilih untuk mengadopsi hukum-hukum dan kebijakan 
administratif untuk mengatur produksi, distribusi dan 
penggunaan narkoba, membatasi ketersediaan dan akses 
- proses ini dikenal sebagai regulasi legal.

Regulasi Legal mengarah pada sebuah model di mana 
budidaya, produksi, transportasi dan penjualan narkoba 
yang terpilih diatur oleh sebuah rezim pengatur yang legal. 
Rezim ini dapat meliputi regulasi pada harga, potensi, 
pengepakan, produksi, transit, pemasokan, pemasaran 
dan/atau penggunaan - yang semuanya ditegakkan oleh 
institusi-institusi negara.
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Bab 1  
Pendahuluan
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dalam konteks di mana kepolisian mampu mem-
bangun kepercayaan dengan komunitas-komunitas 
pengguna narkoba. Kejaksaan dan pengadilan juga 
dapat melaksanakan program-program diversi, den-
gan pengadilan menawarkan diversi bagi mereka 
yang tertangkap karena pelanggaran-pelanggaran 
yang lebih serius (bukan pelanggaran karena peng-
gunaan atau kepemilikan untuk penggunaan pribadi, 
di mana diversi tahap ini direkomendasikan terjadi di 
tingkat kepolisian atau kejaksaan). 

Bab 4 memberikan rekomendasi-rekomendasi 
komprehensif dan mengidentifikasi pertimbangan-
pertimbangan praktis untuk pemerintah yang ingin 
menerapkan dekriminalisasi. Bab ini memberi penekanan 
pada kebutuhan memobilisasi dukungan publik untuk 
dekriminalisasi dan pentingnya melibatkan para 
pemangku utama kepentingan dari lintas pemerintahan 
dan komunitas-komunitas maysyarakat sipil termasuk 
komunitas masyarakat pengguna narkoba, komunitas 
keagamaan, dan para pemimpin masyarakat, profesi-
profesi hukum dan medis, serta media.

Tujuan dari laporan ini adalah 

•	 Untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari 
dekriminalisasi pengguna narkoba 

•	 Untuk memberikan rekomendasi desain dan implemen-
tasi model dekriminalisasi yang ditujukan untuk peng-
guna narkoba

•	 Untuk menawarkan panduan tentang diversi penan-
ganan pengguna narkoba dari sistem peradilan pidana 
menjadi layanan kesehatan dan sosial berbasis bukti 
ilmiah, berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan masyar-
akat dan hak asasi manusia

•	 Untuk mengidentifikasi peran peradilan pidana, peneg-
akan hukum, kesehatan, lembaga-lembaga pelayanan 
hukum dan sosial dalam melaksanakan dekriminalisasi 
dan rujukan ke program kesehatan dan sosial.

Laporan ini ditujukan sebagai sumber bagi para pembuat 
kebijakan, aparat legislatif, komunitas-komunitas 
pengguna narkoba dan organisasi-organisasi masyarakat 
perdata di Asia. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk 
menawarkan panduan dalam langkah-langkah yang dapat 
dilakukan oleh negara untuk mengembangkan kebijakan 
narkotika hingga mencapai hasil kesehatan masyarakat 
yang lebih baik, dengan cara beralih jauh dari kriminalisasi 
dan penghukuman bagi pengguna narkoba. Di samping 
itu, laporan ini juga menjelaskan respon hukum dan 
narkoba yang tidak efektif, seperti penahanan pengguna 
narkoba di pusat-pusat rehabilitasi (compulsory centres for 
drug users - CCDUs), tes urin secara paksa, wajib lapor dan 
bentuk hukuman lainnya.

Laporan ini tidak membahas legalisasi pemasokan narkoba 
atau sistem pengaturan narkoba secara legal.⁹

Rangkuman pesan-pesan kunci 
Dalam laporan ini, Konsorsium Kebijakan Narkoba 
Internasional/ the International Drug Policy Consortium 
(IDPC) menawarkan rekomendasi-rekomendasi 
berdasarkan bukti ilmiah dan contoh-contoh praktik yang 
baik untuk memberi informasi sebuah perubahan dalam 
tanggapan-tanggapan kebijakan terhadap penggunaan 
narkoba di Asia yang menjauh dari kriminalisasi dan 
hukuman, dan yang menuju pada kesehatan masyarakat 
serta pengurangan dampak buruk. IDPC menggambarkan 
pendekatan-pendekatan efektif terhadap dekriminalisasi 
penggunaan narkoba. Konsorsium tersebut juga 
mendiskusikan pendekatan-pendekatan yang diterapkan 
di Asia yang terbukti tidak efektif, seperti penahanan 
pengguna narkoba di lembaga-lembaga pemasyarakatan 
sebagai bentuk ‘rehabilitasi’.

Faktor-faktor di bawah ini juga ditekankan untuk 
membimbing pembentukan kebijakan-kebijakan yang 
ingin mencapai hasil yang lebih baik demi kesehatan, 
keamanan dan hak-hak asasi manusia: 

•	 Dekriminalisasi penggunaan narkoba diizinkan dalam 
konvensi-konvensi kontrol narkoba internasional yang 
sudah ada. Dekriminalisasi dapat dicapai dengan peng-
hapusan atau pengambilan jalur non-hukum pidana un-
tuk konsumsi narkoba, dan untuk kepemilikan narkoba, 
kepemilikan peralatan untuk penggunaan narkoba, dan 
budidaya narkoba untuk tujuan konsumsi pribadi.  

•	 Dekriminalisasi ini berbasis bukti dan hak asasi manu-
sia dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan 
dampak buruk serta inklusi sosial.  

•	 Pada sebuah model dekriminalisasi, sanksi-sanksi ad-
ministratif seperti denda dalam jumlah kecil, peringatan 
atau rujukan ke pengobatan dan layanan-layanan sosial 
dapat diterapkan, bukan sanksi-sanksi pidana. Akan 
tetapi, laporan ini menawarkan model praktik terbaik 
dari dekriminalisasi  di mana tidak ada sanksi yang dit-
erapkan untuk penggunaan atau konsumsi narkoba, 
kepemilikan narkoba, kepemilikan peralatan untuk 
penggunaan narkoba dan budi daya narkoba untuk tu-
juan konsumsi pribadi.

•	 Prioritas program untuk negara-negara yang bergerak 
ke arah dekriminalisasi meliputi:
•	 Peralihan dari penahanan pengguna narkoba di pu-

sat penanganan wajib ke penanganan sukarela ber-
basis masyarakat, pengurangan dampak buruk dan 
layanan-layanan sosial.

•	 Pengenalan mekanisme untuk diversi pengguna 
narkoba dari sistem pidana bagi pengguna narkoba 
melalui program-program yang dijalankan oleh ke-
polisian, kejaksaan, pengadilan, atau petugas-petu-
gas kesehatan. Diversi oleh kepolisian untuk mereka 
yang ditangkap karena penggunaan narkoba atau 
pelanggaran-pelanggaran narkoba tingkat ringan 
tanpa kekerasan perlu melibatkan keputusan untuk 
tidak menindaklanjutinya, pengeluaran peringatan 
atau pemberian rujukan ke layanan-layanan sosial 
dan/atau kesehatan. Diversi di kepolisian efektif di 
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Dalam laporan ini, dekriminalisasi didefinisikan sebagai 
penghapusan atau pengambilan jalur non-hukum pidana 
pada aktifitas tertentu.Dekriminalisasi penggunaan 
narkoba mengacu pada penghapusan atau pengambilan 
jalur non-hukum pidana bagi kasus penggunaan narkoba, 
kepemilikan narkoba, kepemilikan peralatan untuk 
penggunaan narkoba, serta budi daya narkotika untuk 
tujuan konsumsi pribadi.

Dekriminalisasi sangat memungkinkan untuk 
menghapus semua bentuk penghukuman. Pilihan lain 
adalah penjatuhan sanksi perdata atau administratif 
dibandingkan hukuman pidana. Jika demikian, sanksi 
tersebut akan bersifat lebih tidak menghukum daripada 
penjatuhan hukuman berdasarkan kriminalisasi, dan 
kemudian menuju ke peningkatan akses secara sukarela 
pada pengurangan dampak buruk berbasis bukti ilmiah 
dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesehatan dan 
pelayanan sosial.10 

Dukungan tingkat tinggi untuk dekriminalisasi
Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban 
Ki-moon telah berulang kali mendukung penghapusan 
sanksi pidana bagi pengguna narkoba. Dalam acara Hari 
Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan 
Perdagangan Ilegal (International Day Against Drug Abuse 
and Illegal Trafficking) 2015, ia meminta negara-negara 
anggota PBB untuk ‘mempertimbangkan jalur alternatif 
dari kriminalisasi dan penahanan pengguna narkoba serta 
memfokuskan upaya peradilan pidana bagi mereka yang 
terlibat dalam pemasokan. Kita harus meningkatkan fokus 
pada kesehatan masyarakat, pencegahan, pengobatan, 
dan perawatan, serta pada strategi ekonomi, sosial, dan 
budaya’.11

Sejumlah lembaga PBB juga telah mengeluarkan 
pernyataan mendukung dekriminalisasi penggunaan 
narkoba, termasuk Program Gabungan PBB untuk HIV / 
AIDS (UNAIDS),12 Program Pembangunan PBB (UNDP)13, 
WHO14, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia 
(OHCHR),15 UN Women,16 serta Pelapor Khusus PBB tentang 
hak atas kesehatan (UN Special Rapporteur).17

Demikian pula, Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk kasus 
Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan pada 2013 
bahwa orang-orang yang memakai narkoba seharusnya 
‘tidak diperlakukan sebagai penjahat’ dan pada tahun 2015 
Perwakilan Daerah UNODC dari Asia Tenggara dan Pasifik 
menyerukan diversi dari ‘pendekatan sanksi hukummenuju 
ke pendekatan kesehatan untuk penggunaan dan 
ketergantungan narkoba’.18

Badan Kontrol Narkotika Internasional (INCB) telah 
menekankan lebih jauh perlunya pendekatan non-
hukuman bagi penggunaan narkoba, dan telah 
mengklarifikasi persyaratan-persyaratan dalam konvensi 
narkotika PBB, ketika Presidennya menyatakan pada tahun 
2015: 

Perjanjian internasional ini bukan menuntut aksi 

penahanan pengguna narkoba, melainkan lebih 
memberikan alternatif selain dari putusan hukum dan 
penghukuman bagi mereka yang terkena dampak 
penyalahgunaan narkoba, termasuk perawatan, 
pendidikan, pasca-perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial. Bahwa beberapa negara telah memilih penahanan 
daripada pengobatan mengindikasikan penolakan oleh 
pemerintah terhadap fleksibilitas yang disediakan oleh 
perjanjian internasional.19

Serangkaian ahli internasional dan individu yang 
berpengaruh tinggi juga telah mendukung langkah untuk 
dekriminalisasi, melalui sejumlah deklarasi (misalnya, 
2010 Deklarasi Wina, yang menyerukan dekriminalisasi 
penggunaan narkoba didasarkan pada pembuktian ilmiah 
atas konsekuensi bahayanya dari penegakan hukum pada 
narkoba, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, dan 
mengganggu sistem kesehatan masyarakat).20 Sebuah 
laporan penting oleh Komisi Global Kebijakan Narkoba, 
yang diterbitkan pada tahun 2014, juga menganjurkan 
dekriminalisasi penggunaan narkoba dan kepemilikan 
narkotika untuk penggunaan pribadi, bersama dengan 
penyediaan pengurangan dampak buruk dan pengobatan 
bagi mereka yang memiliki ketergantungan pada 
narkoba.21

Dekriminalisasi diizinkan di bawah hukum 
internasional
Tiga konvensi narkotika PBB yang mencetak kebijakan 
narkoba skala global adalah:

•	 Konvensi Tunggal pada Narkotika 1961, yang 
diamendemen oleh Protokol 1972;22

•	 Konvensi PBB tentang Psikotropika tahun 1971;23 dan

•	 Konvensi PBB melawan Perdagangan Gelap Narkotika 
dan Psikotropika 1988.24

Ada kesalahpahaman umum di antara para pembuat 
kebijakan bahwa konvensi ini membutuhkan pihak 
penandatangan negara untuk mengkriminalisasi 
penggunaan narkoba dan kepemilikan narkoba untuk 
konsumsi pribadi.Bahkan, tidak ada kewajiban khusus 
dalam konvensi narkoba PBB untuk membuat penggunaan 
narkoba sendirisebagai tindak pidana - protokol tidak 
mewajibkan negara-negara untuk memaksakan hukuman 
(pidana atau administratif ) bagi kasus penggunaan 
narkoba.25 Sebaliknya, mukadimah konvensi meletakkan 
‘kesehatan dan kesejahteraan’ sebagai fokus komprehensif 
– secara bersamaan Presiden INCB mengonfirmasi, 
konvensi menyadari bahwa: ‘masalah narkoba adalah 
utamanya mengenai soal kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat dan individu’.26

Konvensi juga memberikan fleksibilitas terhadap respon 
hukum dalam kepemilikan narkoba secara ilegal untuk 
penggunaan pribadi.Konvensi 1988 mengharuskan 
negara untuk menentukan kepemilikan narkoba untuk 
penggunaan pribadi sebagai tindak pidana, dapat 

2.1 Latar belakang dekriminalisasi
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dikecualikan bahwa negara-negara dapat memilih 
kerangka hukum mereka untuk kebijakan pengontrolan 
narkoba, berdasarkan pada ‘prinsip-prinsip konstitusional 
dan konsep dasar sistem hukum’ masing-masing negara.
Ini berarti bahwa negara-negara dapat tidak memilih 
mengkriminalisasi kepemilikan untuk penggunaan 
pribadi jika itu tidak konstitusional (misalnya, berdasarkan 
pertimbangan hak asasi manusia) atau bertentangan 
dengan sistem hukum mereka. Konvensi 1988 selanjutnya 
menyatakan:

Para Pihak dapat menyediakan, baik sebagai alternatif 
pemidanaan atau penghukuman, atau sebagai tambahan 
pemidanaan atau hukuman dari pelanggaran...langkah-
langkah untuk pengobatan, pendidikan, pasca-perawatan, 
rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi pelaku.27

Karena itu dekriminalisasi penggunaan narkoba dan 
kepemilikannya untuk penggunaan pribadi diizinkan 
oleh konvensi narkotika internasional. Informasi lebih 
lanjut mengenai kewajiban-kewajiban di bawah hukum 
internasional tersedia dalam Lampiran 1. 

Peningkatan dukungan untuk diversi dari 
hukuman – namun belum di Asia 

Setidaknya 25 negara di seluruh dunia telah mengadopsi 
undang-undang, kebijakan atau langkah-langkah lain 
untuk mendekriminalisasipenggunaan narkoba dan 
kepemilikannya untuk penggunaan pribadi.Ini termasuk 
negara-negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, 
Karibia dan Oceania.28 Banyak dari negara-negara tersebut 
telah mengganti sanksi pidana dengan rujukan ke layanan 
kesehatan dan sosial atau sanksi administratif berupa 
denda ringan.Beberapa negara telah menghapus semua 
hukuman untuk kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil 
untuk penggunaan pribadi.29

Namun, kebijakan pengendalian narkotika nasional 
dan strategi yang dilaksanakan di Asia tetap sangat 
berorientasi pada penegakan hukum dan pengurangan 
pasokan, dan terus memaksakan penahanan atau 
pemenjaraan sebagai sanksi bagi penggunaan narkoba 
atau kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi.
Wilayah tersebut mempertahankan hukuman terberat 
untuk pelanggaran hukum pada narkoba, termasuk 
hukuman mati pada kasus perdagangan narkoba yang 
dikenakan sebagai hukuman wajib di beberapa negara.30 
Meskipun banyak negara di Asia telah memperkenalkan 
mekanisme hukum untuk menekan pengguna narkoba 
yang tertangkap untuk mengikuti program pengobatan 
dan ‘rehabilitasi’ (termasuk ke CCDU yang sering dicap 
sebagai pusat ‘rehabilitasi’, lihat bagian 2.6), tidak ada 
negara di wilayah tersebut yang telah berusaha untuk 
menghapus semua sanksi bagi pengguna narkoba atau 
kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi. Selain itu, 
beberapa negara melakukan metode penyergapan oleh 
kepolisian untuk menangkap pengguna,31 menerapkan 
tes urin paksa, dan memberlakukan wajib lapor bagi 
penggunanarkoba pada lembaga-lembagapetugas 
keamanan atau penegak hukum.32 Beberapa negara juga 
memberlakukan hukuman fisik sebagai hukuman untuk 
kepemilikan narkotika, bahkan saat kepemilikan adalah 

untuk penggunaan pribadi (misalnya hukuman cambuk 
di Brunei, Malaysia dan Singapura).33 Di beberapa negara, 
kepemilikan peralatan penggunaan narkoba seperti jarum 
suntik steril juga menghadapi kriminalisasi (misalnya 
Brunei, Singapura dan Filipina).34 

Para pembuat kebijakan di Asia telah berusaha untuk 
mencari pembenaran langkah-langkah ketat ini sebagai 
langkah yang diperlukan untuk memberantas perdagangan 
narkoba – seperti yang disebut dalam Deklarasi Politik 
PBB dan Rencana Aksi pada Masalah Narkotika Dunia di 
tahun 2009.35 Di Asia Tenggara, pemberantasan pasokan 
dan permintaan juga diidentifikasi sebagai kunci untuk 
mencapai komitmen yang dibuat pada tahun 1998 untuk 
mencapai ‘ASEAN bebas narkoba pada tahun 2020’, dengan 
tenggat waktu yang dimajukan ke 2015 pada tahun 2000.36 

Tujuan dari pemberantasan semua narkotika tersebut juga 
telah diabadikan dalam kebijakan narkotika nasional di 
sejumlah negara di kawasan ini, misalnya Indonesia, Laos 
dan Myanmar.37 Baru-baru ini, para pembuat kebijakan di 
India dan Sri Lanka telah mengadopsi bahasa yang sama.38

Bukti ilmiah di negara-negara di Asia dan seluruh dunia 
menunjukkan bahwa pemerintah telah jelas gagal 
mencapai tujuan bebas narkoba.39 Pengejaran tujuan 
tersebut telah menyebabkan investasi yang tidak seimbang 
dalam penegakan hukum dan intervensi peradilan pidana, 
dengan mengorbankan kesehatan masyarakat, di mana 
dampak paling parah ditanggung oleh pengguna narkoba.
Dalam konteks ini, keamanan keseimbangan kebijakan 
narkotika, kesehatan dan pengurangan dampak buruk, 
dan ketidaktergantungan pada kriminalisasi dan hukuman 
kepada pengguna narkoba sangatlah penting.

Di Asia, beberapa pemimpin politik dan masyarakat saat 
ini sudah mulai mengakui kesia-siaan mengejar tujuan 
pemberantasan narkoba yang tidak realistis. Misalnya, 
Menteri Kehakiman Thailand mengatakan kepada audiensi 
pada tahun 2015 bahwa pemberantasan semua narkotika 
adalah tujuan kebijakan yang kontraproduktif, terkait 
dengan korupsi sistemik di kepolisian dan kepadatan 
penghuni penjara oleh pelaku non-kekerasan.40 Pada 
pertemuan kementerian ASEAN ke-4 untuk narkotika 
(2015), Wakil Perdana Menteri Malaysia mengakui 
bahwa ASEAN telah gagal memenuhi target 2015 untuk 
pemberantasan narkoba, yang ia gambarkan sebagai 
‘ilusi’.41

Namun demikian, meskipun sebagian besar pemerintah 
di Asia sekarang menyadari bahwa penggunaan narkoba 
memiliki dimensi kesehatan masyarakat, hal tersebut 
utamanya masih dirasakan sebagai masalah keamanan 
publik. Oleh karena itu, pemerintah ragu-ragu untuk 
mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan 
untuk beralih dari kriminalisasi dan penghukuman bagi 
pengguna narkoba. Selanjutnya, telah terjadi kurangnya 
pemahaman tentang reformasi atas karakter legislatif dan 
kebijakan yang dibutuhkan guna membangun paradigma 
berorientasi kesehatan baru yang menjamin akses sukarela 
pada layanan pengobatan dan pengurangan dampak buruk 
berbasis bukti. Ketika negara-negara Asia kemungkinan 
besar menghadapi tantangan implementasi yang 
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signifikan dalam transisi dari kriminalisasi ke pendekatan 
kesehatan masyarakat yang lebih kuat (termasuk tekanan 
politik untuk mempertahankan metode garis keras dan 
nir-toleransi terhadap kasus narkotika), dukungan publik 
ke arah kebijakan baru akan menjadi sangat penting. 
Upaya-upaya akan diperlukan untuk menghilangkan 
kekhawatiran bahwa dekriminalisasi akan menyebabkan 
peningkatan penggunaan narkoba dan kejahatan dengan 
lebih cepat. Hal ini membutuhkan keterlibatan media 
untuk membantu mendidik masyarakat tentang bahaya 
yang disebabkan oleh kriminalisasi, dan manfaat dari 
dekriminalisasi pada kesehatan dan keamanan masyarakat 
seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman global (lihat 
Lampiran 2 untuk saran tentang langkah-langkah praktis 
untuk implementasi dekriminalisasi).

Konsekuensi negatif dari kriminalisasi dan 
penghukuman penggunaan narkoba di Asia
Kriminalisasi pengguna narkoba di Asia dan tempat lain di 
seluruh dunia telah gagal untuk mencegah penggunaan 
narkoba dan gagal memunculkan efek penghindaran – tidak 
ada bukti bahwa peningkatan keganasan penegak hukum 
atau beratnya hukuman mengarah pada keberhasilan 
pengurangan prevalensi penggunaan narkoba.42 Data 
yang tersedia menunjukkan bahwa negara-negara yang 
memberlakukan hukuman berat bagi kepemilikan dan 
konsumsi narkoba tidak lebih berhasil memunculkan 

efek pengindaran penggunaan narkoba daripada negara-
negara yang menjatuhkan sanksi lebih ringan.43

Selain tidak efektif, kriminalisasi pengguna narkoba di 
seluruh Asia telah mengakibatkan kerugian besar baik di 
skala individu maupun masyarakat.

Pertama, kerangka hukum punitif telah didasarkan 
pada gagasan bahwa penggunaan narkoba merupakan 
‘kejahatan sosial’ atau ‘kegagalan moral‘, berkontribusi 
pada ancaman yang ditimbulkan oleh pasar narkotika 
pada ‘struktur sosial bangsa’ dan ‘stabilitas negara’,44 bukan 
didasarkan pada pemahaman ilmiah tentang narkoba, 
penggunaan narkoba dan ketergantungan narkoba.45 

Hal ini telah memberikan kontribusi pada meningkatnya 
stigma dan diskriminasi terkait dengan penggunaan 
narkoba – mencegah orang-orang yang menggunakan 
narkotika mengakses layanan kesehatan dan sosial yang 
penting seperti pengurangan dampak buruk, pengobatan, 
serta akses kebutuhan perumahan, pendidikan dan 
pekerjaan. Lebih jauh lagi hal ini akan memperburuk 
marjinalisasi sosial mereka.

Kedua, kriminalisasi penggunanarkoba, serta pembatasan 
hukum pada distribusi jarum suntik dan penyediaan OST 
(terapi substitusi opioid), telah memicu epidemik HIV di 
Asia (lihat Tabel 1).Dalam konteks di mana penggunaan 
narkoba dikriminalisasi, penggunanarkotika terhalang 
dari akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, 

Negara Jumlahpengguna narkoba 
suntik (estimasi)

Prevalensi HIV orang dewasa di antara 
pengguna narkoba suntik (%)

Filipina 14,000 44.9

Indonesia 74,326 36.4

Pakistan 104,848 27.2

Kamboja 1,300 24.8

Myanmar 83,000 23.1

Thailand 40,300 19

Malaysia 170,000 16.6 (laki-laki)

Vietnam 271,506 10.5 (laki-laki)

India 177,000 7.2

Nepal 52,174 6.3 (laki-laki)

Tiongkok 2,170,000 6

Afghanistan 36,000 4.4 (laki-laki)

Singapura 10,000 – 20,000 1.5

Bangladesh 23,800 1.1

Sri Lanka 423 0

*  Tingkat prevalensi HIV di antara pengguna narkoba suntik di beberapa kota secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat 
prevalensi nasional, misalnya, 56% di Jakarta (Indonesia), 18,3% di New Delhi (India), dan 15,7% di Herat (Afganistan). Tingkat 
prevalensi HIV di antara pengguna narkoba suntik di Bhutan, Brunei, Jepang, Laos, dan Korea Selatan tidak diketahui.

Tabel 1 Prevalensi HIV di antara orang-orang yang menyuntikkan narkoba di Asia46*
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dan lebih memungkinkan untuk menggunakan narkoba 
di lingkungan yang tidak aman.Mereka mungkin terlibat 
dalam praktik suntik/injeksi yang tergesa-tergesa dan 
berisiko lebih tinggi karena berbagi peralatan suntik. Hal 
ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap HIV, infeksi 
lainnya, overdosis, dan cedera lain yang terkait dengan 
praktik suntik yang tidak aman. 

Sebagian besar negara di Asia memberikan OST dan/atau NSP, 
yang merupakan intervensi pengurangan dampak buruk yang 
berperan penting dalam pencegahan HIV dan virus melalui 
darah lainnya (lihat Gambar 1 di bawah). Namun, aksesibilitas 
pengguna narkoba suntik pada intervensi pengurangan 
dampak buruk ini di seluruh wilayah tidak memadai.47

Ketiga, dalam konteks kriminalisasi, penyalahgunaan 
kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
terhadap penggunanarkoba merupakan hal yang umum.48 
Penyalahgunaan ini termasuk di antaranya pemerasan dan 
penjebakan, kekerasan dan pelecehan. Penyalahgunaan 
kekuasaan oleh kepolisian menggiring pengguna narkoba 
jauh dari akses kesehatan yang menyelamatkan nyawa juga 
dari layanan perawatan sosial.49

Selanjutnya, kriminalisasi pengguna narkoba telah men-
ingkatkan populasi penjara, yang menciptakan tekanan 
tambahan pada anggaran pemerintah. Di banyak nega-
ra, sebagian besar populasi penjara nasional terdiri dari 
orang-orang yang dalam masa penahanan pra-sidang 
atau dipenjara karena penggunaan narkoba atau pel-
anggaran ringan yang berhubungan dengan narkoba.
Proporsi populasi penjara yang dikarenakan pelanggaran 
yang berhubungan dengan narkoba diperkirakan men-
capai angka 60% di Indonesia,51 50% di Filipina,52 64% di 
Thailand,53 dan 70% di Myanmar.54  Dalam beberapa kasus, 
tingkat pemenjaraan tinggi dan kepadatan yang dihasil-
kan menyebabkan krisis dalam sistem peradilan pidana. 
Fasilitas penjara yang penuh sesak juga menyebabkan 
lingkungan berisiko tinggi untuk penularan HIV, hepatitis 
C dan TBC, dengan implikasi kesehatan publik seluruh 
komunitas.55

Pada akhirnya, kriminalisasi pengguna narkoba telah 
menimbulkan nilai keamanan sosial yang cenderung 
negatif. Pemerintah menginvestasikan sumber daya 
manusia dan keuangan yang signifikan pada kepolisian, 
penuntutan dan pemenjaraan pelaku pelanggaran 

Gambar 1 Peta ketersediaan NSP dan OST di Asia50 
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tingkat rendah, daripada berfokus pada operasi 
perdagangan tingkat tinggi dan kejahatan terorganisir. 
Penghapusan hukuman pidana yang berlaku bagi 
penggunanarkotikaakan memungkinkan lebih banyak 
sumber daya untuk diinvestasikan pada perawatan 
kekerasan, korupsi dan pencucian uang yang terkait 
dengan pasokan narkotika terlarang ilegal. 

Dekriminalisasi pelanggaran narkoba lainnya: 
budi daya untuk tujuan swasembada
Meskipun fokus utama dari laporan ini adalah 
dekriminalisasi penggunaan narkoba, perlu dicatat bahwa 
ada juga argumen HAM yang kuat dalam mendukung 
dekriminalisasi aspek lain dari pasar narkoba.

Misalnya, kerangka hukum yang ada saat ini menerapkan 
hukuman berat pada penanam swasembada skala kecil 
yang terlibat dalam budi daya tanaman yang ditujukan 
untuk pasar narkoba. Orang-orang ini umumnya terlibat 
dalam budi daya tanaman terlarang untuk membeli 
makanan, pakaian dan untuk mengakses kesehatan dasar 
serta pendidikan. Hal tersebut merupakan kasus-kasus 
yang lazim di Asia, di mana budi daya opium sangat 
terkait dengan kemiskinan. Di wilayah ‘Segitiga Emas’ di 
Asia Tenggara, sebagian besar rumah tangga yang terlibat 
dalam budi daya opium adalah petani swasembada 
yang miskin dari populasi etnis minoritas yang tinggal di 
daerah pegunungan terpencil. Mereka bercocok tanam 
opium sebagai tanaman tunai untuk memecahkan 
kekurangan pangan dan membayar biaya kesehatan dan 

pendidikan (opium juga digunakan secara tradisional, 
sebagai narkotika).56 Kriminalisasi petani swasembada 
memperburuk situasi mereka dari kemiskinan dan 
kerentanan, tanpa mengatasi akar penyebab keterlibatan 
mereka di pasar narkoba, atau menawarkan alternatif 
hukum untuk kelangsungan hidup mereka.

Kotak 1 Vietnam: kebijakan yang 
inovatif untuk orang-orang yang 
membudidayakan narkotika untuk 
keperluan swasembada
Vietnam memberikan contoh pendekatan yang 
fleksibel pada pembuatan kebijakan budi daya 
narkoba.Budi daya tanaman yang ditujukan untuk 
pasar gelap narkoba tetap menjadi salah satu tin-
dak pidana di negara ini.Namun, budi daya opium 
poppy memiliki sejarah panjang di antara populasi 
etnis Vietnam. Oleh karena itu, hukum memberikan 
beberapa kelonggaran terhadap petani.Tanggung 
jawab pidana hanya dikenakan pada mereka yang 
kembali ke budi daya setelah menjadi subyek dari 
beberapa tindakan non-penahanan, termasuk pen-
didikan, dukungan keuangan dan teknis untuk budi 
daya tanaman alternatif, serta pengenaan denda atau 
peringatan. Catatan dari sanksi administratif sebel-
umnya diperlukan sebelum seorang petani dihukum 
karena melakukan tindak pidana, dan menghadapi 
hukuman penjara.57
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2.2 Prinsip-prinsip kunci dari dekriminalisasi

Beragam model yang berbeda dari dekriminalisasi 
telah dikembangkan dalam skala dunia.58 Pendekatan 
dekriminalisasi dapat mencapai aspek kesehatan, 
keamanan dan sosial yang positif jika dilaksanakan dengan 
berbasis pembuktian ilmiah, dan didasarkan pada 
prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, pengurangan 
dampak buruk, hak asasi manusia serta inklusi sosial.

Pembuktian Ilmiah 
Kebijakan narkoba harus didasarkan pada bukti terkuat. 
Pemerintah harus mendasarkan keputusannya pada 
penilaian obyektif dari bukti dampak hukum, kebijakan 
dan praktik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
antara lain:

•	 biaya relatif dan efektivitas biaya dari pendekatan-
pendekatan yang berbeda untuk kontrol narkotika. 

•	 perbedaan antara kebutuhan kelompok yang memiliki 
ketergantungan pada narkotika dibandingkan dengan 
mereka yang menggunakan narkotika sesekali atau untuk 
tujuan rekreasi. UNODC telah melaporkan bahwa hanya 
sekitar 10% dari semua pengguna narkoba mengalami 
ketergantungan narkotika.59 Sebagai hasilnya, hanya 
sebagian kecil dari para penggunanarkotika yang 
memerlukan dan bisa mengambil manfaat dari terapi 
ketergantungan narkotika. 

•	 kebutuhan untuk menawarkan berbagai pilihan 
perawatan ketergantungan narkotika, meliputi 
detoksifikasi, rehabilitasi, perawatan psikologis dan 
dukungan kelompok. Bukti menunjukkan bahwa 
pengobatan dan perawatan harus disesuaikan dengan 
keadaan individu, dan mempertimbangkan perbedaan 
kesehatan dan dampak sosial dari narkotika yang 
berbeda, daripada memaksakan pendekatan ‘satu-
ukuran-untuk-semua’.60 Sebagaimana dijelaskan dalam 
bab 2.6, CCDU bukan merupakan bentuk perawatan 
berbasis bukti dan karena itu harus segera dihapuskan.

Kesehatan masyarakat dan pengurangan 
dampak buruk 

Pengurangan dampak buruk mengacu pada ‘kebijakan, 
program dan praktik-praktik yang tujuan utamanya 
untuk mengurangi pengerusakan kesehatan, sosial 
dan konsekuensi ekonomi dari penggunaan narkotika 
psikoaktif legal dan ilegal tanpa harus mengurangi 
konsumsi narkotika.’61 Hal ini merupakan pendekatan yang 
menguntungkan penggunanarkotika, keluarga mereka 
dan juga masyarakat.

Dekriminalisasi seharusnya dilihat sebagai bagian dari 
pendekatan pengurangan dampak buruk; kunci untuk 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk 
penyediaan intervensi kesehatan masyarakat bagi 
pengguna narkoba. Pada tahun 2009, WHO, UNODC 
dan UNAIDS merekomendasikan paket komprehensif 
berisi sembilan intervensi penurunan risiko berdasarkan 

bukti ilmiah dari efektifitas pencegahan penyebaran 
HIV, sebagai tambahan untuk mengurangi bahaya lain 
yang terkait dengan penggunaan narkoba.62 Sembilan 
intervensi tersebut kembali ditegaskan oleh WHO dalam 
pedoman yang dirilis pada tahun 2014, yang kemudian 
merekomendasikan pelaksanaan langkah-langkah 
pencegahan overdosis:63

1.	 NSP

2.	 OST dan pengobatan ketergantungan narkotika lainnya

3.	 Tes HIV dan konseling

4.	 Terapi antiretroviral

5.	 Pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual

6.	 Distribusi kondom

7.	 Informasi, pendidikan dan komunikasi dengan target

8.	 Vaksinasi, diagnosis dan perawatan hepatitis viral

9.	 Pencegahan, diagnosis dan pengobatan tuberkolosis.

Aliansi HIV/AIDS internasional telah memperluas paket 
ini untuk mencakup juga: pelayanan kesehatan dasar 
(termasuk pencegahan dan penanganan overdosis); 
layanan untuk orang-orang yang memiliki ketergantungan 
pada narkotika atau menggunakan narkoba di penjara 
atau ruang tahanan; advokasi; dukungan psikososial; 
akses terhadap keadilan dan layanan hukum; program 
anak-anak dan pemuda; dan pengembangan mata 
pencaharian atau penguatan ekonomi.64 IDPC juga telah 
mengusulkan satu set tambahan intervensi pengurangan 
dampak buruk, termasuk: jasa pemeriksaaan narkotika, 
distribusi alat untuk penggunaan merokok, fasilitas 
untuk mengkonsumsi narkoba yang terawasi, serta 
layanan dukungan sosial (yang mungkin termasuk 
aspek perumahan, tempat tinggal dan pekerjaan).65 
Langkah-langkah tambahan khusus yang ditujukan untuk 
mengurangi bahaya yang berkaitan dengan penggunaan 
stimulan tipe amphetamine baru-baru ini dikembangkan 
oleh Harm Reduction International.66

Manfaat kesehatan dari pengurangan dampak buruk 
termasuk di dalamnya pengurangan angka penyakit dan 
kematian, dengan mencegah penularan HIV dan virus 
darah lainnya, mengurangi kematian akibat overdosis 
dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan termasuk 
layanan terapi narkotika.Intervensi pengurangan dampak 
buruk seperti NSP dan OST terbukti efektif di biaya ketika 
diaplikasikan dalam skala nasional, dengan penghematan 
signifikan yang dihasilkan untuk anggaran kesehatan 
nasional (lihat, misalnya, analisis laba atas investasi dari 
program pengurangan dampak buruk di Malaysia dan 
Tiongkok).67

Hak asasi manusia
Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, negara-
negara anggota PBB diwajibkan untuk menghormati, 
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melindungi dan memenuhi hak kesehatan bagi semua 
orang, tanpa diskriminasi – sebagaimana dijamin dalam 
sejumlah instrumen hukum internasional, khususnya 
Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya.68

Kriminalisasi pengguna narkoba adalah pelanggaran 
langsung dari hak atas kesehatan.Ketakutan hukuman 
pidana menghalangi penggunanarkotika untuk mengakses 
layanan kesehatan dan pengobatan, dan meningkatkan 
kerentanan mereka terhadap kekerasan, diskriminasi dan 
kerusakan kesehatan yang serius.Kriminalisasi penggunaan 
narkoba menempatkan orang pada risiko penyiksaan, kerja 
paksa dan perlakuan buruk dan juga melanggar hak asasi 
manusia untuk otonomi, privasi, pekerjaan, pendidikan 
dan kebutuhan atas perumahan.69 Hak-hak ini semua 
diakui hukum internasional, termasuk dalam Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.70

Pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan, tetapi 
hanya jika mereka memenuhi kriteria ‘tujuan yang sah’, 
‘proporsional’, ‘keharusan’, dan ‘non-diskriminasi’.71 Dengan 
pemahaman bahwa upaya perlindungan kesehatan adalah 
visi pemerintah yang sah, kriminalisasi penggunaan 
narkoba sebenarnya telah memperburuk kerusakan 
kesehatan baik bagi penggunanarkotika maupun 
masyarakat luas dan karena itu tidak dapat dibenarkan 
dalam kerangka hak asasi manusia internasional. Bukti 
menunjukkan bahwa pendekatan yang tidak intrusif dan 
lebih manusiawi dan efektif dibandingkan kriminalisasi 
dapat diterapkan untuk mengurangi bahaya yang terkait 
dengan penggunaan narkoba, sementara menegakkan 
hak atas kesehatan penggunanarkotika – ini mencakup 
penyediaan pengurangan dampak buruk dan dukungan 
sosial, serta penanganan ketergantungan narkotika 
berbasis bukti (lihat prinsip di atas pada ‘kesehatan 
masyarakat dan pengurangan dampak buruk’).  

Inklusi (keterlibatan) sosial
Meskipun penggunaan narkoba merupakan fenomena 
global, bahaya narkoba dan ketergantungan narkotika 
sering terkonsentrasi di kalangan kelompok paling miskin 
dan paling termarjinalkan – sebab pengucilan sosial, 
kemiskinan dan kondisi hidup yang keras bisa menjadi 
faktor utama yang berkontribusi pada ketergantungan 
narkotika.72 Oleh karena itu inklusi sosial menjadi penting 
secara fundamental.

Pendekatan yang berfokus pada penghukuman dan 
sanksi pidana terhadap penggunanarkotika memiliki 
efek pencegahan yang kecil, dan menghapus orang 
dari pengaruh sosial yang positif sambil meningkatkan 
keterpaparan mereka terhadap risiko kesehatan dan 
kelompok-kelompok kriminal. Tindakan keras oleh 
kepolisian dapat memaksa penggunanarkotika untuk 
tetap tersembunyi, sehingga sulit bagi program kesehatan 
dan sosial untuk menjangkau mereka.73 Demikian pula, 
kampanye media yang memberi stigma buruk pada 
penggunanarkotika dan kebijakan yang mendorong 
masyarakat melaporkan penggunanarkotika kepada 

kepolisian juga memaksa pengguna narkoba memilih 
jalur bawah tanah. Akhirnya, orang-orang dengan catatan 
kriminal karena pelanggaran narkoba sering dikeluarkan 
dari pendidikan atau peluang pekerjaan, dan dengan 
demikian terpaksa terkirim ke sektor ekonomi ‘informal’ 
hingga ilegal.

Dekriminalisasi dapat berperan positif dalam 
mempromosikan inklusi sosial dengan mengurangi 
stigma dan menghilangkan hambatan akses ke pelayanan 
kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Kebijakan narkotika 
harus dirancang untuk menguntungkan masyarakat 
yang rentan, terutama pengguna dan pecandu narkotika, 
dan bukan mengasingkan mereka atau memperburuk 
marjinalisasi mereka. Dalam implementasi dekriminalisasi 
penggunaan narkoba, kelompok-kelompok yang 
memerlukan perhatian khusus termasuk orang dengan 
HIV, hepatitis dan/atau tuberkolosis, serta orang-orang 
dengan kebutuhan spesifik mental dan fisik lainnya, orang-
orang dengan disabilitas, remaja, wanita (terutama wanita 
hamil), pekerja seks, migran, pencari suaka dan pengungsi, 
tunawisma dan kelompok marginal lainnya.74 Misalnya, 
wanita penggunanarkotika melaporkan diskriminasi 
dalam berbagai bidang termasuk dalam kaitannya dengan 
peran mereka sebagai ibu hamil maupun sebagai ibu, 
seperti keterbatasan akses untuk kontrasepsi atau layanan 
kesehatan, pemaksaan aborsi, dan penolakan akses ke 
anak-anak.75

Kotak 2 Keterlibatan penggunan-
arkotika dalam pengembangan 
kebijakan
Jaringan PenggunaNarkotika Asia (ANPUD) adalah 
jaringan regional yang beroperasi di tingkat akar 
rumput dan telah membuat tuntutan yang kuat 
untuk langkah dekriminalisasi.76 ANPUD telah me-
minta pemerintah, PBB dan lembaga donor untuk 
mempromosikan, memberi fasilitas dan menduku-
ng secara finansial partisipasi signifikan dari peng-
gunanarkotika dan kelompok masyarakat perdata 
di forum lokal, nasional, regional dan global yang 
berkaitan dengan kebijakan narkotika.77 

Beberapa negara di Asia juga memiliki jaringan 
nasional penggunanarkotika (misalnya India, 
Indonesia, Myanmar dan Nepal) yang terkait den-
gan swadaya lokal dan kelompok-kelompok advo-
kasi pengguna (atau mantan pengguna) narkotika. 
Jaringan-jaringan dan organisasi ini merupakan 
sumber daya yang berharga bagi pemerintah untuk 
berusaha menerapkan layanan sukarela dan berba-
sis hak asasi bagi pengguna narkoba.
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Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pengguna 
narkoba dalam proses pengambilan kebijakan adalah 
kunci untuk memastikan inklusi sosial. Berbagai pihak 
yang berkepentingan harus terlibat dalam pengembangan 
kebijakan dan implementasi program, pelaksanaan dan 
evaluasi. Prinsip inklusi sosial mengharuskan keterlibatan 
semua pihak dalam keputusan yang mempengaruhi 
mereka.Kelompok masyarakat perdata dan organisasi 

berbasis masyarakat dapat memastikan bahwa 
penyusunan kebijakan sudah didasari oleh informasi yang 
baik dalam kaitannya dengan realitas pasar narkotika. 
Oleh karena itu pemerintah harus membangun hubungan 
yang terbuka dan konstruktif dengan masyarakat yang 
terkena dampak kebijakan narkotika, terutama jaringan 
penggunanarkotika dan organisasi masyarakat perdata, 
dalam desain dan pengiriman pendekatan dekriminalisasi.
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2.3 Pengalaman praktik terbaik dari dekriminalisasi di 
penjuru dunia 

Kotak 3 Membandingkan berb-
agai model yang berbeda dari 
dekriminalisasi
Model-model dekriminalisasi yang dijalankan di 
seluruh dunia bervariasi. IDPC telah mengembangkan 
alat elektronik (e-tool), yang memetakan bagaimana 
model ini bekerja dalam praktiknya, menggambar-
kan kerangka kinerja hukum mereka, peran kepolisian, 
proses peradilan atau administratif, sanksi yang ber-
laku (jika ada), dan contoh negara untuk menggam-
barkan setiap model. Alat tersebut memungkinkan 
perbandingan berbagai model dekriminalisasi. Hal ini 
dapat dilihat di:  http://decrim.idpc.net.

Kotak 4 Pendekatan praktik ter-
baik untuk dekriminalisasi
Sebuah model praktik terbaik dari dekriminalisasi 
adalah salah satu di mana kebijakan berubah untuk 
menghapus semua hukuman (yaitu penghapusan 
semua sanksi perdata atau administratif serta sanksi 
pidana).Ini merupakan salah satu kondisi di mana ti-
dak ada sanksi apapun yang berlaku bagi penggunaan 
narkoba, kepemilikan atau budi daya narkotika un-
tuk penggunaan pribadi, atau kepemilikan alat untuk 
penggunaanpenggunaan narkoba peralatan.Namun, 
pembatasan dapatdiberlakukan untuk mengatur ke-
giatan tersebut dalam keadaan terbatas seperti peng-
gunaan narkoba di ruang publik.

Untuk memaksimalkan hasil dari aspek kesehatan 
masyarakat, ketika dekriminalisasi diimplementasikan 
pemerintah harus mengalokasikan sumber daya un-
tuk memastikan bahwa aspek kesehatan berbasis 
bukti, pengurangan dampak buruk dan dukungan 
layanan yang tersedia dan dapat diakses oleh semua 
pengguna narkoba.

Kombinasi dari reformasi hukum dan langkah-langkah 
kesehatan merepresentasikan praktik terbaik untuk 
pendekatan untuk dekriminalisasi yang berbasis bukti 
dan konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manu-
sia, kesehatan masyarakat, pengurangan dampak bu-
ruk dan inklusi sosial. 

Bagian ini menjelaskan pengalaman negara dalam 
melaksanakan dekriminalisasi yang konsisten dengan 
prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, pengurangan 
dampak buruk, hak asasi manusia dan inklusi sosial. 
Seperti yang akan dijelaskan di bawah, dekriminalisasi 
dapat berlaku untuk semua narkotika, atau terbatas pada 
narkotika tertentu. Dekriminalisasi dapat dicapai melalui 
salah satu dari dua pendekatan ini:

•	 Dekriminalisasi de jure: hukuman pidana secara resmi 
dihapus dari hukum melalui reformasi hukum.

•	 Dekriminalisasi de facto: hukuman pidana tetap diatur 
dalam ketentuan hukum, tetapi dalam praktiknya huku-
man pidana tidak diberlakukan atau tidak diterapkan. 

2.3.1	 Dekriminalisasi de jure
Dekriminalisasi de jure mengharuskan perubahan atau 
pencabutan undang-undang untuk menghapus hukuman 
pidana bagi:
•	 penggunaan narkotika
•	 kepemilikan dan budi daya narkotika untuk 

penggunaan pribadi, dan
•	 kepemilikan peralatan penggunaan narkoba (misalnya 

jarum suntik, dan perlengkapan lainnya seperti kapas, 
sendok, filter dan ampul air).

Berdasarkan pendekatan dekriminalisasi de jure, sanksi 
perdata atau administratif (non-kriminal) dapat ditegakkan, 
seperti denda. Oleh karena itu, selain menghapus hukuman 
pidana, undang-undang juga perlu dikembangkan guna 
menjabarkan hukuman perdata atau administratif baru. 
Alternatif lain adalah tidak adanya sanksi sama sekali 
untuk penggunaan narkoba dan kepemilikan atau budi 
daya untuk penggunaan pribadi, melainkan merujuk ke 
programperawatan, pelayanan kesehatan dan sosial atas 
dasar sukarela.

Model dekriminalisasi tanpa sanksi
Uruguay telah mengadopsi model dekriminalisasi 
di mana hukum tidak memaksakan sanksi (pidana 
atau administratif ) untuk penggunaan narkoba atau 
kepemilikan dalam ‘kuantitas wajar’ untuk penggunaan 
pribadi.78 Namun, sanksi pidana berlaku dalam kasus orang 
yang memproduksi narkotika, bahkan jika narkotika ini 
diproduksi untuk konsumsi orang itu sendiri.

Model dekriminalisasi dengan sanksi perdata 
atau administratif
Dalam banyak model dekriminalisasi de jure, penggunaan 
atau kepemilikan narkotika diperlakukan sebagai 
pelanggaran perdata atau administratif, bukan sebagai 
tindakan kriminal. Sanksi non-pidana dalam yurisdiksi 
yang berbeda meliputi: denda, hukuman pelayanan sosial, 
peringatan formal, perawatan wajib atau konseling dan 
sesi pendidikan, penahanan izin mengemudi atau lisensi 
profesional dan kewajiban pengujian narkotika.79

Negara yang menganggap penggunaan narkoba 
atau kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil untuk 
penggunaan pribadi merupakan suatu pelanggaran 
administrasi, bukan tindak pidana, termasuk di dalamnya 
Republik Ceko, Portugal, Jerman, Estonia, Spanyol dan 
Swiss. Beberapa negara telah mereformasi kebijakan 
narkotika mereka untuk menggantikan sanksi pidana 
dengan sanksi administrasi untuk ganja, tetapi tidak 
pada narkotika lain (misalnya beberapa negara bagian 
Australia).80

http://decrim.idpc.net
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Tabel 2 Pengalaman Internasional pada dekriminalisasi de jure

Kerangka 
hokum

Otoritas 
kepolisian

Proses 
yudisial atau 
administrasi

Sanksi untuk 
penggunaan 
narkoba Contoh negara

Penggunaan 
narkoba atau 
kepemilikan 
bukan 
merupakan 
pelanggaran 
hukum

Pemilikan atau 
penggunaan 
bukan 
pelanggaran 
hukum; hukum 
membedakan 
antara 
penggunaan 
pribadi dan niat 
untuk memasok

kepolisian 
tidak memiliki 
kewenangan 
untuk menahan 
warga selama 
tidak ditemukan 
indikasi niat 
untuk memasok

Tidak ada 
tindakan lebih 
lanjut dalam 
tidak adanya 
indikasi niat 
untuk memasok

Penyitaan 
narkotika 
atas jumlah 
yang melebihi 
keperluan untuk 
penggunaan 
pribadi

Uruguay 

Diskresi di 
kepolisian

Kepemilikan 
bukan 
merupakan 
tindak pidana 
melainkan 
merupakan 
pelanggaran 
administratif 

Polisi dapat 
menentukan sifat 
pelanggaran - 
jika dianggap 
kepemilikan saja, 
sanksi dapat 
diterapkan di 
tempat, jika 
tidak maka 
menggunakan 
sistem rujukan ke 
pengadilan pidana

Tidak ada 
tindakan lebih 
lanjut dalam 
tidak adanya 
indikasi niat 
untuk memasok 

Penyitaan; 
peringatan 
atau denda

Spanyol, beberapa 
negara bagian 
Australia (hanya 
untuk ganja)

Ketetapan 
administratif

Kepemilikan 
bukan 
merupakan 
tindak pidana 
melainkan 
merupakan 
pelanggaran 
administratif

Polisi dapat 
menahan warga 
yang memiliki 
narkotika 
kemudian 
merujuk mereka 
ke sebuah badan 
administratif; 
proses peradilan 
pidana hanya 
ditempuh jika 
ada kecurigaan 
adanya niat 
untuk memasok

Badan 
perdata atau 
administratif 
menentukan 
intervensi 
kesehatan dan 
sosial yang tepat

Penyitaan; 
peringatan atau 
denda; rujukan 
pengobatan; 
sanksi 
administratif 
lainnya

Portugal, Republik 
Ceko

Keputusan 
peradilan 
pidana

Kepemilikan 
bukan 
merupakan 
tindak pidana 
melainkan 
merupakan 
pelanggaran 
administratif

Polisi dapat 
menahan warga 
yang memiliki 
narkotika tetapi 
tidak memiliki 
kewenangan 
untuk menentukan 
sifat pelanggaran. 
Kasus ini dirujuk 
oleh kepolisian 
kepada kejaksaan 
atau pengadilan

Otoritas 
kehakiman 
(termasuk 
kejaksaan 
negara bagian) 
menentukan 
apakah kasus 
tersebut 
termasuk dalam 
parameter 
hukum 
dinilai untuk 
penggunaan 
pribadi

Penyitaan; 
peringatan atau 
denda; rujukan 
pengobatan; 
sanksi 
administratif 
lainnya

Jerman, Estonia, 
Argentina 
(diusulkan) 

Pendekatan ini bisa efektif jika konsekuensi dari sanksi 
administratif berada dalam skala hukuman yang ringan 
(seperti denda ringan atau penyitaan narkotika, bukan 
penahanan). Pengenaan sanksi administratif dan bukan 

hukuman pidana dapat memberikan manfaat anggaran 
dengan menghindari biaya proses peradilan pidana, 
termasuk penahanan pra-sidang, sidang pengadilan 
hingga pemenjaraan. Fakta bahwa individu tidak menerima 

http://idpc.net/publications/2011/08/drug-policy-in-portugal-the-benefits-of-decriminalising-drug-use
http://www.emcdda.europa.eu/countries/germany
http://www.emcdda.europa.eu/countries/estonia
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Kotak 5 Portugal: Contoh praktik yang baik skala global dalam dekriminalisasi 
de jure 

Portugal melakukan dekriminalisasi terhadap kepemi-
likan semua narkotika dalam jumlah kecil pada tahun 
2001. Kepemilikan pasokan narkotika kurang dari 10 
hari81 untuk penggunaan pribadi adalah pelanggaran 
administrasi, bukan tindak pidana. Pertama kali pelaku 
terdeteksi, secara umum tidak ada tindakan yang diam-
bil. Nama orang dicatat oleh otoritas dan setelah enam 
bulan nama mereka dihapus dari catatan. Namun, jika 
orang tersebut terdeteksi dengan narkotika pada ke-
sempatan kedua dalam jangka waktu enam bulan, kasus 
ini dirujuk ke sebuah komisi di tingkat kabupaten yang 
terdiri atas tiga orang, termasuk petugas kesehatan dan 
pekerja sosial. Komisi kemudian memutuskan apakah 
akanmerujuk warga kepada layanan kesehatan dengan 
mengenakan sanksi administrasi ataukah tidak men-
gambil tindakan lebih lanjut. 

Anggota komisi fokus pada pendekatan kesehatan un-
tuk merancang rencana individual yang memenuhi ke-
butuhan kesehatan dan sosial termasuk rujukan ke pe-
rawatan, layanan pengurangan dampak buruk dan 
pelayanan sosial. Panel pemberian sanksi dapat diber-
lakukan termasuk di dalamnya ketetapan perawatan 
bagi mereka yang memiliki ketergantungan pada nar-
kotika, yang ketetapan untuk melapor kepada Panel se-
cara rutin, memberikan tugas pelayanan sosial, penang-
guhan SIM atau lisensi lain, atau, sebagai upaya terakhir, 
mengeluarkan denda administrasi. Orang-orang yang 
memiliki ketergantungan pada narkotika didorong un-
tuk mencari pengobatan, tapi jarang diberikan sanksi 
jika mereka memilih untuk tidak hadir. Tujuan dari komi-
si adalah untuk mendorong orang-orang yang memiliki 
ketergantungan untuk masuk atau tetap mengikuti da-
lam program terapi narkotika secara sukarela.82

Evaluasi dari model yang dilakukan oleh Portugal meng-
konfirmasi hasil kesehatan secara positif termasuk penu-
runan penggunaan heroin, peningkatan penggunaan 
layanan terapi narkotika, dan penurunan kematian yang 
berhubungan dengan penggunaan narkoba dan ting-

kat HIV dan hepatitis C. Angka tahunan kasus HIV baru 
berkurang secara signifikan, dari 1.016 pada tahun 2001 
menjadi 56 di tahun 2012. Kematian yang terkait den-
gan penggunaan narkoba menurun dari 80 pada tahun 
2001, menjadi 16 pada tahun 2012.83

Dekriminalisasi juga telah mengurangi tekanan pada 
sistem peradilan pidana.84 Terdapat penurunan jumlah 
orang yang ditangkap dan diadili di pengadilan pidana 
karena kejahatan narkoba dari lebih dari 14.000 pada ta-
hun 2000, menjadi sekitar 5.500-6.000 per tahun setelah 
dekriminalisasi.85 Pendekatan ini juga memberi kelong-
garan pada sumber daya peradilan pidana agar dapat 
mengatasi perdagangan narkoba tingkat tinggi dan ke-
jahatan terorganisir. Proporsi orang yang melakukan ke-
jahatan di bawah pengaruh narkotika atau untuk men-
danai penggunaan narkoba dalam populasi penjara 
menurun dari 44% pada tahun 1999, hingga mencapai 
di bawah 21% pada tahun 2012.86

Pendekatan Portugal dianggap sebagai model dekri-
minalisasi yang sukses karena pemerintah berinvesta-
si pada pengobatan, pengurangan dampak buruk dan 
program reintegrasi sosial bagi penggunanarkotika se-
bagai penerapan reformasi hukum. Pada saat yang sama 
dana untuk kesehatan dan pelayanan sosial meningkat, 
penggunanarkotika menjadi lebih bersedia untuk men-
gakses layanan kesehatan karena efek berkurangnya 
stigma yang dihasilkan dari upaya dekriminalisasi.87 Se-
jak berhasilnya dekriminalisasi, belum ada peningkatan 
penggunaan narkoba; pada kenyataannya, penurunan 
penggunaan narkoba telah dilaporkan di kalangan 
anak muda berusia 15-24 tahun.88 Sebuah studi tentang 
dampak dekriminalisasi pada harga narkotika di Portu-
gal memberikan kesimpulan bahwa harga kokain dan 
heroin tidak menurun karena adanya dekriminalisasi.89 

Oleh karena itu, dekriminalisasi penggunaan narkoba ti-
dak menyebabkan peningkatan ketersediaan narkotika 
karena penurunan harga narkotika.

catatan kriminal juga bermanfaat untuk prospek pekerjaan, 
pendidikan dan kebutuhan papan masa depan.

Namun demikian, di mana sanksi administrasi diterapkan, 
kewaspadaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa 
hukuman tidak membentuk pengucilan atau eksklusi 
sosial pada penggunanarkotika. Beberapa negara 
memberlakukan denda (termasuk denda di tempat yang 
dikeluarkan oleh kepolisian) karena kepemilikan narkotika 
untuk penggunaan pribadi.Jika sistem denda terpaksa 
harus diadopsi, maka sistem harus diterapkan pada 
tingkat yang wajar dan tidak mengakibatkan pemenjaraan 
bagi yang tidak mampu membayar denda. Bentuk lain 
dari hukuman perdata, seperti penyitaan paspor atau 

penangguhan Surat Ijin Mengemudi (SIM), seharusnya 
dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif dan 
tidak proporsional pada kehidupan seseorang, termasuk 
kesempatan kerja. 

Dekriminalisasi de jure di Asia
Tiongkok dan Vietnam telah menghapus sanksi pidana bagi 
penggunaan narkoba, namun telah menggantinya dengan 
sanksi administratif yang sangat punitif seperti penahanan 
di CCDUs. Di Laos, kepemilikan narkoba dalam jumlah 
yang sangat kecil telah dilegalkan, tapi penggunanarkotika 
diarahkan untuk pengobatan wajib dan dapat dipenjara 
jika kasusnya tergolong sebagai kasus ketergantungan 
narkotika. Ini tidak mewakili model dekriminalisasi 
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Kotak 6 Aspek tradisi, agama dan medis dalam penggunaan narkotika
Perihal dekriminalisasi sedang diperdebatkan di bebera-
pa negara Asia dalam konteks zat yang telah digunakan 
selama berabad-abad dalam praktik keagamaan atau 
sebagai narkotika tradisional, termasuk ganja, opium 
dan kratom.

Beberapa kerangka hukum tidak mengkriminalisasi 
penggunaan tradisional narkotika tertentu. Misalnya, 
UU Pengawasan Obat tahun 2011 di Kamboja mengatur 
bahwa kejaksaan memiliki keleluasaan untuk membe-
baskan pelaku dari tuntutan jika pelanggaran yang di-
lakukan sehubungan dengan narkotika melibatkan 
sejumlah kecil saja dan merupakan bagian dari tradi-
si adat. Konsumsi dianggap ‘adat’ jika tidak mengaki-
batkan ketergantungan narkotika dan jika orang terse-
but menggunakan zat sebagai bagian dari adat istiadat 
leluhur yang telah dipraktikkan selama jangka waktu 
yang panjang.90

India tidak mengkriminalisasi minuman yang terbuat 
dari daun ganja (‘bhang’), yang digunakan dalam festi-
val keagamaan Hindu.91 Konsultasi yang diadakan pada 
tahun 2015 mengenai dekriminalisasi penggunaan nar-
koba di India merekomendasikan penghapusan sanksi 
pidana untuk konsumsi narkotika terkait tradisi adat:

Pembedaan harus dilakukan antara zat yang menim-
bulkan potensi ketergantungan rendah dan yang se-
cara tradisional telah digunakan dalam masyarakat 
India.Zat tersebut termasuk persiapan ganja (ganja, 
sulpha, dll) dan beberapa opioid berpotensi rendah 
(doda, bhukki, afeem, dll).’92

Proposal untuk melegalkan penggunaan ganja dalam 
aspek medis sedang dipertimbangkan secara aktif di 
India, di mana petugas-petugas kesehatan memim-
pin kampanye dalam mengadvokasi reformasi hukum 
sehingga ganja dapat digunakan dalam pengobatan 
kanker dan penyakit lainnya; dan di Filipina, di mana 
Kongres memperdebatkan undang-undang Kewaja-
ranPenggunaan Ganja dalam Medis.93 Beberapa negara 
di daerah lain telah mengesahkan ganja untuk keper-
luan medis (misalnya Republik Ceko, Israel dan lebih dari 
20 negara bagian AS).

Di Nepal dan Bangladesh, kepolisian memberikan tole-
ransikepemilikan ganja untuk keperluan keagamaan 
(yang bukan untuk kepentingan komersial) selama festi-
val tertentu misalnya festival Shivarati di Nepal.94

Kratom adalah tanaman asli di Asia Tenggara yang di-
gunakan sebagai narkotika anti-diare, pereda batuk, 
anti-diabetes, narkotika cacingan dan narkotika oles 
luka.95 Kratom adalah zat yang dikendalikan di Thailand, 
Myanmar dan Malaysia.Di Myanmar dan Thailand, ju-
mlah penangkapan yang berhubungan dengan kratom 
meningkat dua kali lipat antara tahun 2007 dan 2011.96 

Pada tahun 2013, Menteri Kehakiman Thailand mengu-
mumkan bahwa departemennya sedang mempertim-
bangkan langkah dekriminalisasi kratom, namun zat 
tersebut tetap dikendalikan. Kelompok masyarakat per-
data Thailand terus mengadvokasi dekriminalisasi kra-
tom.97

yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, 
kesehatan masyarakat, pengurangan dampak buruk dan 
inklusi sosial. Ketidakefektifan penahanan administratif di 
CCDUs sebagai pembuat efek jera dan ebagai pengobatan 
penggunaan narkoba, dan bahaya yang terkait, dibahas 
dalam bab 2.5.

2.3.2	Dekriminalisasi de facto
Dekriminalisasi de facto mencapai hasil yang sama dengan 
dekriminalisasi de jure tetapi dicapai melalui keputusan 
kebijakan untuk tidak memberlakukan hukum pidana 
yang secara teknis tetap berlaku. Model-model terbaru 
dari dekriminalisasi de facto memiliki karakteristik sebagai 
berikut:

1.	 Penggunaan narkoba dan/atau kepemilikan untuk 
penggunaan pribadi adalah tindak pidana, tetapi ke-
bijakan dan praktek kepolisian memungkinkan orang-
orang yang menggunakan narkotika untuk terhindar 
dari hukuman pidana dan sanksi pidana. 

2.	 Bukan melalui jalur penilaian pidana dan hukuman pi-
dana, melainkan jalur yang ditempuh adalah:
•	 tidak ada hukuman yang dijatuhkan; atau
•	 diberlakukannya sanksi perdata atau administratif 

ringan; dan/atau

•	 pelanggar dialihkan ke pengobatan, kesehatan dan 
pelayanan sosial atau konseling dan pendidikan.

Sementara pencapaian dekriminalisasi melalui reformasi 
hukum mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, 
dekriminalisasi de facto dapat dilaksanakan relatif lebih 
cepat melalui penyesuaian kebijakan secara pragmatis. 
Namun, karena tidak didukung oleh undang-undang, 
dekriminalisasi de facto dapat dengan mudah dipatahkan 
dengan keputusan untuk menerapkan hukum pidana 
yang telah ada.

Belanda memiliki pendekatan secara de facto dengan 
menempuh dekriminalisasi penggunaan ganja. Namun 
tetaplah merupakan pelanggaran bagi warga jika 
menanam, memasok dan memakai ganja di dalam negeri, 
tetapi sebagai suatu kebijakan pemerintah tidak menuntut 
penggunaan ganja dan pelanggaran kepemilikan.

Beberapa negara bagian Australia juga menerapkan 
pendekatan dekriminalisasi de facto pada kasus 
penggunaan narkoba melalui program diversi oleh 
kepolisian. Sebuah sistem peringatan atau diversi kepada 
pengobatan, pendidikan dan konseling dilakukan sebagai 
bentuk alternatif dari putusan pidana. Pendidikan dapat 
berupa penyediaan bahan-bahan tertulis, melalui telepon 
atau informasi tatap muka, pendidikan dan konseling.
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Kerangka 
hukum

Otoritas ke-
polisian

Proses yudi-
sial / admi-
nistrasi

Sanksi bagi 
penggunaan 
narkoba

Contoh

Tidak ada 
sanksi

Kepemilikan 
adalah tindak 
pidana, namun 
kepolisian 
dan/atau jaksa 
penuntut 
diberikan 
instruksi untuk 
tidak terlibat 
yang didasari 
oleh diskresi 
kekuasaan

kepolisian 
tidak memiliki 
kewenangan 
untuk 
menahan 
warga 
selama tidak 
ditemukan 
indikasi 
niat untuk 
memasok

Tidak ada 
tindakan 
lebih lanjut 
jika tidak 
ditemukan 
indikasi 
niat untuk 
memasok

Penyitaan Belanda 
(untuk ganja)

Diversi oleh 
kepolisian 

Kepemilikan 
adalah tindak 
pidana tetapi 
kebijakan 
memberikan 
sanksi 
alternatif atas 
pemenjaraan

Kepolisian 
dapat 
menentukan 
sifat 
pelanggaran 
dan 
memutuskan 
sanksi (atau 
tidak ada 
sanksi), atau 
mengacu 
pada pejabat 
senior untuk 
penilaian 
khusus 
di kantor 
kepolisian

Tidak ada 
tindakan 
lebih lanjut 
jika tidak 
ditemukan 
indikasi 
niat untuk 
memasok

Penyitaan; 
peringatan 
atau denda; 
sanksi 
administratif 
lainnya. 
Rujukan ke 
perawatan, 
pengurangan 
dampak buruk 
dan pelayanan 
sosial juga 
ditawarkan

Beberapa 
kota di 
Amerika 
Serikat 
(Albany, 
Seattle, Santa 
Fe), beberapa 
negara 
bagian 
Australia

Diversi di 
pengadilan 
pidana

Kepemilikan 
adalah tindak 
pidana tetapi 
kebijakan / 
peraturan 
memberikan 
sanksi 
alternatif pada 
pemenjaraan

Kepolisian 
dapat 
menangkap 
warga terkait 
kepemilikan 
narkotika

Otoritas 
kehakiman 
memiliki 
keleluasaan 
untuk 
merujuk 
individu 
ke bagian 
pengobatan 
atau sanksi 
non-kriminal 
lainnya

Penyitaan; 
peringatan 
atau denda. 
Rujukan ke 
perawatan, 
pengurangan 
dampak buruk 
dan pelayanan 
sosial juga 
ditawarkan

Beberapa 
negara 
bagian di 
Australia 
dan Amerika 
Serikat

Tabel 3 Jenis dekriminalisasi de facto: pengalaman global

Dekriminalisasi de facto di Asia 
Tidak ada negara di Asia yang telah sepenuhnya 
melaksanakan dekriminalisasi de facto pada penggunaan 
narkoba atau kepemilikan untuk penggunaan pribadi 
sebagai kebijakan nasional.Meskipun demikian, di 
beberapa negara peraturan lokal dilakukan pada wilayah 
pengurangan dampak buruk tertentu di mana kepolisian 
telah sepakat untuk menghindari jalur penangkapan 

penggunanarkotika atau merujuk orang tersebut ke 
layanan kesehatan sebagai alternatif untuk penangkapan 
dan penuntutan.Komitmen kepolisian yang sedang 
berlangsung untuk menghindari penangkapan secara 
praktis beroperasi sebagai dekriminalisasi de facto versi 
lokal.

Di Filipina, misalnya, kepemilikan narkotika dan alat 
untuk pengunaan narkoba masih dikriminalisasi. Untuk 
mengaktifkan sebuah studi pada program percontohan 

http://www.emcdda.europa.eu/countries/netherlands
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distribusi jarum suntik, sebuah desa tertentu (Barangay 
Kamagayan) ditunjuk oleh pemerintah daerah di Kota 
Cebu sebagai daerah di mana tidak ada penangkapan 
walaupun warga didapati memiliki alat untuk penggunaan 
narkoba. Namun, studi program percontohan dihentikan 
pada tahun 2015 setelah ada penentangan dari seorang 
senator.98

Demikian pula, di beberapa daerah di Kamboja, Tiongkok, 
Thailand dan Vietnam, mekanisme telah dibentuk untuk 
memastikan bahwa kepolisian bukan menangkap 
penggunanarkotika, melainkan merujuk mereka ke 
pelayananan kesehatan dan layanan pengurangan 
dampak buruk (lihat bab 3.3 untuk rincian lebih lanjut).

Mekanisme dan pendekatan ini bisa memberi informasi 
mengenai pengembangan model dekriminalisasi 
de facto skala nasional di masa depan. Hal tersebut 
merepresentasikan langkah positif menuju pendekatan 
berbasis kesehatan masyarakat untuk penggunaan 
narkoba. Namun demikian, contoh seperti praktik di atas 
belum ditemukan yang mencapai target luar biasa dan 
masih sebatas yurisdiksi lokal tertentu.

Di beberapa negara di Asia, beberapa prosedur telah 
diperkenalkan untuk memungkinkan diversi beberapa 
pengguna narkoba dari sistem peradilan pidana menuju 
ke pengobatan dan layanan sosial (misalnya India dan 
Thailand), meskipun kasus kepemilikan narkotika dalam 
kuantitas berapapun tetap menjadi tindakan kriminal 
(lihat bab 3.3 dan bab 3.5).

Namun, di semua negara tersebut, pendekatan kebijakan 
untuk narkotika secara keseluruhan masih sangat 
punitif, dengan kasus penggunaan narkoba dan/atau 
kepemilikan dan budi daya untuk penggunaan pribadi 
masih dikriminalisasi. Selain itu, kekerasan oleh pihak 
kepolisian masih banyak laporan terjadi di wilayah program 
pengurangan dampak buruk di Asia, dan dukungan politik 
untuk program pengurangan dampak buruk seringkali 
ambivalen. Kebijakan yang bertentangan dengan prinsip 
pengurangan dampak buruk tetap berlaku di beberapa 
negara, misalnya pemberian insentif yang mendorong 
penangkapan oleh kepolisian bagi penggunanarkotika 
bahkan di sekitar wilayah pengurangan dampak buruk 
dengan menetapkan kuota penangkapan (di Vietnam 
dan Tiongkok), dimasukkannya penangkapan kasus 
narkoba sebagai indikator kinerja utama (di Malaysia99 dan 
Thailand), dan pelaporan wajib pengguna narkoba kepada 
otoritas oleh anggota keluarga, kenalan atau tetangga (di 
Tiongkok dan Indonesia). 

Perlu ada reorientasi secara signifikan dari kebijakan 
narkotika nasional dan investasi baru dalam layanan 
pengurangan dampak buruk, pengobatan, kesehatan 
dan dukungan untuk menyediakan fondasi bagi model 
dekriminalisasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, 
pengurangan dampak buruk dan inklusi sosial. 
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hari tertentu, berdasarkan dosis harian rata-rata (lihat 
contoh dari pendekatan ini di Spanyol dan Portugal pada 
Tabel 5 di bawah).

Perhatian pada penentuan jumlah ambang 
batas 

Perlu dicatat bahwa penentuan ambang batas masih ter-
golong kontroversial dan beberapa negara memilih untuk 
tidak melakukannya, kemudian memilih mengacu ke isti-
lah yang lebih luas yaitu ‘jumlah kecil’ dalam undang-un-
dang atau pedoman tertentu. Hal ini memungkinkan 
kejaksaan atau hakim untuk menggunakan kebijaksan-
aannya dalam menentukan apakah jumlah narkotika yang 
dimiliki dimaksudkan untuk penggunaan pribadi, dengan 
mempertimbangkan semua keadaan yang unik dari kasus 
tersebut - seperti sejarah panjang penggunaan narkotika 
dan rujukan ke layanan kesehatan dan layanan penguran-
gan dampak buruk.

Jumlah ambang batas dapat membantu jika bersifat 
memberi peluang kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 
untuk secara jelas membedakan antara penggunaan 
narkoba tingkat rendah dengan keterlibatan tingkat 
tinggi di pasar narkotika dalam rangka menghasilkan laba. 
Namun, argumen menentang penentuan ambang batas 
melibatkan fakta bahwa metode yang telah dirancang 

Penggunaan ambang batas untuk 
dekriminalisasi kepemilikan dalam jumlah 
kecil
Banyak negara telah berhasil menerapkan dekriminalisasi 
dengan cara menentukan jumlah ambang batas untuk 
membedakan kepemilikan narkotika untuk penggunaan 
pribadi dengan kepemilikan untuk perdagangan atau 
pasokan. Seseorang yang ditemukan dalam kepemilikan 
jumlah narkotika di bawah ambang batas tidak dikenakan 
hukuman pidana, tetapi dapat dikenakan sanksi 
administrasi atau dialihkan ke pengobatan, pelayanan 
kesehatan dan pendidikan.Kuantitas ambang batas dapat 
diaplikasikan pada model dekriminalisasi de facto (di mana 
batasan dapat ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau 
pedoman kepolisian) dan model dekriminalisasi de jure (di 
mana ambang batas ditentukan oleh undang-undang atau 
peraturan). Kuantitas ambang batas dapat didefinisikan 
dalam kaitannya dengan narkotika tertentu. Misalnya, 
Tabel 4 menggambarkan kuantitas ambang batas yang 
ditetapkan di berbagai negara untuk dekriminalisasi 
kepemilikan ganja, yang sangat bervariasi, mulai dari 3 
gram di Belgia hingga 200 gram di Spanyol.

Beberapa negara menentukan bahwa tidak ada hukuman 
pidana yang berlaku untuk kepemilikan jumlah yang 
cukup untuk penggunaan pribadi selama dalam jumlah 

2.4 Jumlah ambang batas yang efektif dalam model 
dekriminalisasi100 

Tabel 4 Dekriminalisasi kepemilikan ganja101 

Negara Kuantitas ambang batas untuk dekriminalisasi 
kepemilikan ganja (gram) 

Spanyol 200

Australia (bervariasi menurut Negara Bagian/Wilayah)

Australia Selatan 100

Wilayah Utara 50

Wilayah Ibu Kota Australia 25

Portugal 25

Kolombia 20

Republica Ceko 15

Ekuador 10

Paraguay 10

Swiss 10

Peru 8

Federasi Rusia 6

Meksiko 5

Belanda (de facto) 5

Belgia 3
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oleh prinsip ambang batas cenderung ad hoc dan tidak 
transparan – menghasilkan jumlah yang sangat berbeda di 
berbagai negara, seperti yang disorot pada Tabel 4 pada 
dekriminalisasi kepemilikan ganja. Jumlah yang ditentukan 
dalam hukum atau kepolisian dan/atau pedoman kejaksaan 
harus didasarkan pada bukti realitas pasar narkotika, untuk 
meminimalkan jumlah pengguna narkotika yang dituntut. 
Ini harus mencakup pertimbangan atas pola penggunaan 
narkoba, jumlah narkotika yang dipakai per hari, dan pola 
pembelian.

Berbagai pengalaman di Asia dan daerah lain telah 
menunjukkan bahwa ambang batas yang ditentukan 
sangat rendah cenderung membingungkan antara 
kasus perdagangan dengan kasus kepemilikan untuk 
penggunaan pribadi. Misalnya, Laos memiliki sistem di 
mana orang yang kedapatan memiliki narkotikadalam 
jumlah kecil dapat dialihkan ke ‘pengobatan’ di CCDUs 
dan bukan dituntut. Namun, ketika ambang batas untuk 
menentukan jumlah kecil ditentukan sangat rendah pada 
tahun 2012 (0,2 gram untuk heroin, morfin, atau kokain, 
atau 0,3 gram untuk amfetamin, metamfetamin kristal, 
atau narkotika psikotropika lainnya),104 ada peningkatan 
tajam jumlah tuntutan kasus kepemilikan narkoba, yang 
mengakibatkan peningkatan angka pemenjaraan. 

Risiko lain yang terkait dengan ambang batas adalah fakta 
bahwa penggunanarkotika yang memiliki jumlah yang 
lebih besar untuk penggunaan pribadi akan dianggap 

Jerman Warga tidak dituntut dalam kasus kepemilikan sejumlah kecil narkotika, dengan nilai yang ditetap-
kan oleh kuantitas ambang batas. Definisi ‘dalam jumlah kecil’ bervariasi di tiap negara bagian di Jer-
man yang berbeda untuk zat yang berbeda. Berkenaan dengan ganja, batas ini bervariasi antara 6 
hingga 15 gram; kisaran kokain adalah 1 hingga 3 gram. Beberapa negara bagian tidak memiliki hu-
kum batas ambang melainkan melihat ke preseden hukum untuk menetapkan kuantitas ambang 
batasnarkotika.102

Spanyol Jika kepolisian menemukan warga yang memiliki pasokan senilai hingga 5 hari narkotika (200 gram 
ganja, 25 gram resin ganja, 2,4 gram ekstasi, 3 gram heroin, 7,5 gram kokain) orang tersebut bisa 
menghadapi sanksi administratif yang dikeluarkan oleh kepolisian. Sanksi tersebut dapat mencakup 
denda, penahanan SIM atau lisensi senjata api, atau hukuman ringan lainnya. Jika seseorang ditemu-
kan dengan kuantitas di atas ambang batas, mereka akan ditindak di pengadilan atau badan kea-
manan lokal. Pengadilan atau badan keamanan akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk 
menentukan apakah narkotika tersebut ditujukan untuk penggunaan pribadi atau untuk perdagan-
gan, termasuk kuantitas narkotika, apakah orang tersebut adalah pengguna yang sebelumnya tel-
ah terdata, di mana narkotika yang ditemukan, bagaimana mereka disimpan, dan adanya sejumlah 
uang tunai. 

Portugal Kepemilikan untuk penggunaan pribadi dilegalkan. Namun, jika warga ditemukan memiliki narko-
tika senilai lebih dari pasokan 10 hari, orang tersebut akan dirujuk ke pengadilan pidana, di mana 
tuntutan pidana bisa dimunculkan. Ambang batas antara tindakan non-kriminal dan pasokan diten-
tukan sebagai berikut: 2,5 gram untuk minyak ganja; 5 gram untuk resin ganja; 25 gram untuk daun 
ganja; 1 gram untuk ekstasi dan heroin; dan 2 gram kokain.

Estonia Kepemilikan untuk penggunaan pribadi dilegalkan. Namun, jika warga ditemukan memiliki lebih 
dari sepuluh kali dosis tunggal rata-rata pengguna, orang tersebut dapat dituntut untuk kasus pe-
masokan.103

Table 5 Penggunaan kuantitas ambang batas untuk dekriminalisasi kepemilikan narkotika 
untuk penggunaan pribadi

terlibat dalam perdagangan narkoba. Ada banyak situasi 
di mana seseorang mungkin memiliki jumlah tertentu 
narkotika, tetapi dengan tidak ada niat untuk memasok. 
Misalnya, seseorang mungkin ingin membeli dalam jumlah 
besar untuk membatasi kontak dengan pasar gelap atau 
karena harga pembelian dalam jumpah partai besar lebih 
murah.

Oleh karena itu, jika pemerintah memilih untuk mengadopsi 
prinsip jumlah ambang batas, jumlah narkotika tidak 
seharusnya menjadi faktor satu-satunya atau faktor utama 
dalam membedakan antara kasus kepemilikan untuk 
penggunaan pribadi dan kasus kepemilikan untuk pasokan 
– ambang batas secara ideal harus bersifat indikatif. 
Faktor-faktor lain yang berhubungan dengan keadaan 
individu juga harus dipertimbangkan, seperti riwayat 
ketergantungan narkotika, atau bahkan kepemilikan 
beberapa ponsel, uang dalam jumlah besar, narkotika yang 
dibagi menjadi paket-paket yang berbeda atau senjata api.

Ketika sebuah negara memutuskan untuk tidak 
menentukan batas jumlah tertentu, pedoman harus 
tersedia bagi kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk 
membantu mereka dalam membedakan antara 
kepemilikan narkotika untuk penggunaan pribadi, dengan 
kepemilikan narkotika untuk pemasokan. Misalnya, 
pedoman tersebut bisa mengidentifikasi masalah dalam 
faktor motivasi dan peran pelaku dalam kaitannya dengan 
penyediaan narkotika untuk meraup keuntungan.
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Penyalahgunaan jumlah ambang batas di 
beberapa negara di Asia
Kuantitas ambang batas digunakan di negara-negara 
Asia di mana kepemilikan untuk penggunaan pribadi 
terus dikriminalisasi, dalam rangka untuk menentukan 
tingkat hukuman yang berbeda atau untuk menentukan 
apakah pelaku dapat diperintahkan untuk mengikuti 
program pengobatan wajib atau ditahan di CCDU. 
Misalnya, di Thailand jika seseorang ditangkap dalam 
kepemilikan kurang dari 0,1 gram heroin, 0,5 miligram 
methamphetamine, atau 5 gram ganja, hakim dapat 

meneruskan kasus ini ke sebuah komite yang terdiri dari 
peradilan pidana dan tenaga medis untuk melakukan 
penilaian untuk penahanan narkoba wajib atau pengobatan 
sebagai alternatif dari pemenjaraan.105 Vietnam juga 
memiliki sebuah sistem dimana penggunanarkotika dirujuk 
ke ‘pengobatan’ di CCDU, tetapi tetap dapat dituntut dan 
dipenjarakan jika ditemukan dalam kepemilikan narkotika 
di atas ambang batas yang berlaku (0,1 gram heroin atau 
kokain, 2 gram zat lain dalam bentuk padat, atau 1 gram 
resin opium).106
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2.5 Menghapus hukuman administratif yang berat 
bagi pengguna narkoba
Beberapa negara Asia telah menghapus hukuman pidana 
terhadap penggunanarkotika, tetapi mempertahankan 
sanksi administratif yang sangat punitif bagi pengguna 
narkoba, termasuk penahanan di CCDU (misalnya 
Tiongkok, Laos, Vietnam), kewajiban mendaftarkan diri 
bagi penggunanarkotika kepada lembaga penegak 
hukum, dan tes urin. Ini tidak merepresentasikan 
pendekatan dekriminalisasi yang konsisten dengan 
prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, 
pengurangan dampak buruk dan inklusi sosial. Menghapus 
hukuman administratif berat bagi pengguna narkoba 
sangat esensial untuk kemajuan dalam peralihan menuju 
model dekriminalisasi yang berdasarkan bukti ilmiah dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, 
pengurangan dampak buruk dan hak asasi manusia.

Tiongkok107

Meskipun Tiongkok telah menghapuskan hukuman pidana 
untuk penggunaan narkoba, sistem sanksi administratif 
yang berlaku tetap sangat keras. Hukum Anti-Narkoba 2008 
Tiongkok menyediakan ‘pengobatan berbasis komunitas’ 
dan ‘isolasi detoksifikasi wajib’. Ada persyaratan ketat untuk 
kewajiban mendaftarkan diri guna memungkinkannya 
pemantauan pengguna narkotika oleh kepolisian. 
Sifat keras baik pada ‘pengobatan komunitas’ maupun 
‘detoksifikasi terisolasi wajib’ melemahkan efektivitas 
kebijakan dari sudut pandang respon kesehatan.108

Pihak kepolisian dapat memerintah warga yang ditahan 
karena penggunaan narkoba untuk menjalani program 
‘pengobatan komunitas’ selama tiga tahun jika warga 
tersebut ditetapkan memiliki ketergantungan. Namun, 
penentuan ini bisa didasarkan hanya pada tes urine saja, 
dan kepolisian tidak dituntut untuk melibatkan staf medis 
dalam penilaian. Oleh karena itu, sangat memungkinkan 
jika banyak pengguna narkotika yang tidak memiliki 
ketergantungan menjadi subjek perintah pengobatan 
komunitas. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan 
perawatan di bawah ketentuan komunitas berakibat pada 
pengenaan program isolasi detoksifikasi wajib, dalam 
jangka waktu hingga dua tahun. Seseorang ditangkap 
karena penggunaan narkoba dapat ditahan di fasilitas 
kepolisian untuk detoksifikasi selama tiga sampai enam 
bulan pertama, dan kemudian dipindahkan ke CCDU di 
mana mereka dituntut untuk bekerja selama enam jam 
setiap hari. Setelah dilepaskan, orang tersebut dipantau 
oleh kepolisian dan dapat dikenakan interogasi secara 
acak dan tes urin secara paksa selama tiga tahun di mana 
mereka akan dikirim ke CCDU lagi jika ditemukan indikasi 
kekambuhan.

Walaupun penggunaan narkoba merupakan pelanggaran 
administratif, pelaku tidak memiliki hak mendapatkan 
perwakilan hukum atau perlindungan proses hukum 
lainnya yang umumnya tersedia dalam pengadilan 
pidana. Peraturan memang memungkinkan pengacara 
untuk membantu tahanan, tetapi dalam kenyataannya 
mereka jarang tersedia. Seseorang dapat mengajukan 

banding administratif terhadap suatu keputusan. Namun, 
para pejabat kepolisian yang lebih tinggi dan bukan 
badan independen yang memiliki kewenangan untuk 
memutuskan banding tersebut.

Vietnam109

Dekriminalisasi penggunaan obat psikotropika ditetapkan 
pada tahun 2009 dengan menghapus pelanggaran tersebut 
dari hukum pidana (Penal Code).110 Namun, penggunaan 
narkoba merupakan pelanggaran administratif yang 
dapat mengakibatkan pengguna untuk menghadiri 
CCDU (dikenal sebagai ‘Pusat 06’) hingga dua tahun.111 
Pusat 06 menyerupai kamp kerja, dengan latihan militer 
dan nyanyian dari slogan-slogan anti-narkoba. Pelanggar 
berulang akandikenakan tambahan ‘manajemen pasca-
detoksifikasi’ selama satu hingga dua tahun.

Pada tahun 2012, reformasi hukum diperkenalkan untuk 
memungkinkan orang untuk didengar di persidangan 
dan memiliki perwakilan hukum di pengadilan sebelum 
dikenakan perintah untuk menghadiri CCDU. Namun, 
hal ini dilaporkan mengalami penundaan ketimbang 
penguatan hak-hak asasi para tahanan. Sejauh mana 
penggunanarkotika dapat, dalam praktiknya, mengakses 
representasi dalam persidangan sampai saat ini tidak 
jelas.112

Sistem penahanan administratif merusak pencapaian 
pemerintah dalam pencegahan HIV dan pengurangan 
dampak buruk.113 Mereka yang telah ditahan di Pusat 06 
sering menolak untuk mengakses layanan pengurangan 
dampak buruk karena mengakses layanan tersebut berarti 
menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa mereka telah 
kambuh, yang dapat mengakibatkan pemenjaraan atau 
tindakan lebih lanjut dalam Pusat 06. Alasan lain dalam 
keputusan menghindari perawatan kesehatan termasuk di 
dalamnya rasa takut bila catatan yang berada di kepolisian 
meningkatkan risiko penangkapan dan rasa takut akan 
stigma.114 Kekambuhan di antara mantan tahanan berada 
pada angka yang sangat tinggi (sering lebih dari 90%) 
dengan mayoritas tahanan yang telah ditahan setidaknya 
sekali sebelumnya.

Sebuah keputusan kebijakan pada tahun 2013, yang dikenal 
sebagai Rencana Renovasi pada Pengobatan Narkoba, 
menegaskan langkah transisi menuju pengobatan berbasis 
komunitas.115 80 dari 107 pusat penahanan akan diubah 
untuk menyediakan pengobatan berbasis komunitas 
sukarela, pelayanan sosial dan pekerjaan, termasuk 
dukungan psikologis dan pasca-perawatan bersama dengan 
layanan terapi narkotika seperti detoksifikasi, OST dan 
pencegahan kekambuhan.116 Rencana Renovasi bertujuan 
untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba yang ditahan 
di CCDU dari angka 63% pada tahun 2013 menjadi 6% pada 
tahun 2020.117 Namun terdapat kekhawatiran bahwa model 
pengobatan berbasis komunitas akan mempertahankan 
aspek-aspek koersif, seperti pengawasan kepolisian dan 
respon punitif pada kekambuhan.
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Di banyak negara Asia, model yang dominan untuk 
merespon kasus penggunaan narkoba selama 20 tahun 
terakhir adalah detoksifikasi wajib di klinik pemerintah 
dan/atau penahanan di CCDU dalam jangka waktu lama 
(misalnya Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam). Kebijakan 
penahanan kasus narkoba didasarkan pada asumsi cacat 
bahwa hukuman akan berfungsi sebagai pencetus efek 
jera yang efektif dalam kasus penggunaan narkoba di masa 
depan, dan bahwa disiplin fisik merupakan faktor penting 
untuk menyembuhkan ketergantungan. Jumlah pasti 
orang yang ditahan di CCDU di negara-negara ini tidak 
diketahui, tetapi data tersembunyi yang dikumpulkan oleh 
UNODC menunjukkan bahwa hampir setengah juta orang 
ditahan di tujuh negara.118 Perkiraan lain telah melaporkan 
antara 300.000 dan 500.000 orang ditahan di hanya wilayah 
Tiongkok.119

Penahanan penggunanarkotikadapat terjadi dalam 
berbagai bentuk di banyak wilayah, dan dalam hal 
manajemen, kondisi, dan perawatan yang ditawarkan, 
CCDU bisa bervariasi. Ciri khas dari pusat-pusat ini 
meliputi:120

•	 Orang menjadi subjek penahanan wajib dengan pe-
riode yang panjang, ditambah dengan periode pen-
gawasan saat di komunitas

•	 Banyak orang yang dikirim ke pusat-pusat tanpa peme-
riksaan medis atau psikologis yang tepat atau penilaian 
yang memadai dan diagnosis dari penggunaan narkoba 
mereka termasuk penyaringan untuk membedakan an-
tara penggunaan untuk rekreasional dan ketergantun-
gan. Ini menjelaskan besarnya jumlah orang yang diki-
rim ke pusat-pusat walaupun merekatidak mengalami 
ketergantungan narkotika

•	 Orang dengan ketergantungan jarang mendapat pen-
gawasan medis, dan jika pun tersedia perawatan medis, 
umumnya terbatas pada fase akut kondisi sakau

•	 Perawatan umumnya terbatas pada pendekatan detok-
sifikasi dan berbasis abstinen yang sering kali tidak ber-
sifat sukarela atau berdasarkan bukti ilmiah. Terapi subs-
titusi atau bentuk lain dari pilihan pengobatan berbasis 
bukti ilmiah jarang tersedia

•	 Banyak tempat perawatan dikelola bukan oleh tenaga 
kesehatan melainkan petugas keamanan, dan sering 
terjadi proses hukum yang tidak adil, misal kurangnya 
perwakilan hukum, di pengadilan atau persidangan, 
pengawasan peradilan atau hak banding. Orang dapat 
diserahkan di bawah perintah kepolisian atau pihak kea-
manan, atau atas permintaan dari anggota keluarga

•	 Pelayanan kesehatan dasar jarang tersedia, jika tidak 
sama sekali. Sebagian besar pusat rehabilitasi kurang 
dilengkapi dengan pencegahan HIV termasuk kondom 
dan jarum suntik steril. Di sebagian besartempat pe-
rawatan, satu-satunya langkah pencegahan HIV yang 
tersedia adalah informasi-informasi dasar. Pengujian 
HIV dilakukan di beberapa negara (misalnya Tiongkok 
dan Vietnam), namun hal itu bersifat wajib, dan tahanan 

jarang diberikan informasi hasil uji terkait dengan pe-
rawatan HIV dan perawatan setelah diagnosis

•	 Kerja paksa, latihan fisik, doa dan/atau pelatihan gaya 
militer ‘boot camp’ menjadi bagian dari program ‘rehabi-
litasi’ yang diperlukan

•	 Pelanggar dipantau setelah dilepaskan tetapi hanya se-
dikit atau bahkan tidak ada layanan pasca-perawatan 
yang tersedia

•	 Ada sejumlah laporan kekerasan fisik dan seksual dan 
pelanggaran HAM lainnya di beberapa pusat rehabilita-
si, misalnya di Kamboja, Laos dan Vietnam.121

CCDU telah menjadi subjek kritik secara luas karena 
kurangnya bukti hasil efektivitas mereka dalam menangani 
kasus ketergantungan narkoba, perhatian mengenai 
kurangnya hak proses hukum, memperparah kerusakan 
di aspek kesehatan, dan laporan-laporan pelanggaran hak 
asasi manusia. Laporan menyebutkan angka kekambuhan 
yang tinggi (seringkali lebih dari 90%) setelah dilepaskan 
dari CCDU di Tiongkok, Malaysia, Vietnam dan Kamboja, 
disertai juga tingginya angka overdosis.122

Pada tahun 2012, sebuah pernyataan lintas-instansi dari 12 
badan PBB menyerukan penutupan CCDU.123 Pada tahun 
2014, Global Fund (Dana Global untuk Memerangi AIDS, 
Tuberkulosis dan Malaria) juga menyerukan penutupan 
pusat-pusat tersebut dan berkomitmen untuk tidak 
mendanai program-program di fasilitas ini.124 Demikian 
pula, UNODC telah kritis terhadap kurangnya bukti pada 
justifikasi penahanan di tempat perawatan wajib: 

Banyak negara menyediakan layanan hunian jangka pan-
jang untuk kasus ketergantungan narkotika tanpa persetu-
juan dari pasien yang dalam kenyataannya sejenis pemen-
jaraan dengan keamanan rendah. Bukti efek terapi dari 
pendekatan ini kurang memadai, baik dibandingkan den-
gan pemenjaraan tradisional maupun terapi pengobatan 
sukarela berbasis komunitas. Hal tersebut mahal, tidak efek-
tif, dan tidak memberi manfaat baik di skala individu mau-
pun masyarakat.125

Dekriminalisasi tidak akan efektif dalam mencapai hasil 
kesehatan yang positif kecuali jika disertai dengan komit-
men untuk menghentikan program CCDU dan transisi 
menuju ke pengobatan berbasis komunitas secara suka-
rela, pengurangan dampak buruk dan pelayanan sosial. 
Selain itu, dominasi model pemaksaan wajib di Asia mem-
beri arti bahwa pengobatan berbasis komunitas sukarela 
sebagai alternatif yang lebih efektif tidak dipahami dengan 
baik di wilayah ini, meskipun telah diteliti berdampak jauh 
lebih efektif daripada pengobatan paksa dalam banyak  
konteks global.126

Dalam sebuah langkah positif terhadap tahap 
pemberhentian program CCDU, Tiongkok dan delapan 
negara ASEAN sepakat untuk mengalokasikan sumber 
daya dari CCDU ke layanan pengobatan sukarela pada 
tahun 2012.127 Komitmen ini dikonfirmasikan kembali 
pada pertemuan regional di Manila pada 2015 yang 
menyetujui roadmap untuk layanan berbasis komunitas 

2.6 Transisi dari CCDUs menuju pengobatan dan 
layanan sukarela
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secara sukarela untuk pengguna narkoba di Asia.128 Pada 
tingkat nasional, Vietnam adalah contoh di mana negara 
tersebut mendorong pergerakan ke arah pemberhentian 
banyak pusat wajib dan peningkatan jumlah sumber daya 
yang tersedia untuk perawatan berbasis komunitas secara 
sukarela (lihat bab 2.5). Malaysia juga telah membuat 
kemajuan pada dekade terakhir ini dalam mengurangi 
ketergantungan pada CCDU.

Transisi ke layanan berbasis komunitas secara sukarela 
akan membutuhkan komitmen berkelanjutan oleh berb-

agai pejabat kepentingan pemerintah termasuk kesehatan, 
pengawasan narkotika dan lembaga penegak hukum. Hal 
tersebut akan membutuhkan investasi dalam membangun 
layanan berbasis masyarakat di aspek kebutuhan, pelati-
han dan pengembangan kapasitas kesehatan masyarakat, 
keamanan publik, peradilan pidana dan kelompok masyar-
akat perdata, serta komunitas penggunanarkotika untuk 
memastikan keterlibatan mereka dalam pengembangan, 
penatalaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan.129
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Seperti yang digarisbawahi dalam laporan ini, standar 
penting dekriminalisasi adalah untuk menghapus semua 
akibat hukuman bagi penggunaan narkoba, sehingga 
memberikan lingkungan yang memungkinkan bagi 
penggunanarkotika untuk mengakses layanan kesehatan 
dan sosial tanpa takut sanksi, stigma atau diskriminasi. 
Dalam lingkungan seperti itu, akses ke prinsip pengurangan 
dampak buruk dan pengobatan ketergantungan harus 
bersifat sukarela, dan kekambuhan dalam penggunaan 
narkoba tidak seharusnya berujung pada hukuman. 
Program kesehatan dan pekerja sosial berperan penting 
dalam menilai kebutuhan spesifik dari penggunanarkotika 
dan merujuk mereka ke layanan kesehatan termasuk 
layanan ‘ambang batas rendah’ ​​yang mudah untuk 
diakses bagi klien termarjinalisasi, serta rumah sakit, 
klinik khusus, dukungan kesejahteraan, perumahan dan  
pelayanan sosial.

Pengobatan atau penahanan secara paksa 
seharusnya hanya diperbolehkan dalam 
situasi krisis
Menurut prinsip-prinsip etika medis dan hak asasi manusia, 
segala bentuk pengobatan secara paksa atau penahanan 
untuk tujuan pengobatan hanya dapat digunakan dalam 
indikasi yang sangat terbatas dan pengecualian dalam 
situasi krisis yang luar biasa, dan untuk jangka pendek saja 
(yaitu maksimum dalam beberapa hari): 

•	 di mana orang tersebut beresiko tinggi melukai dirinya 
sendiri atau orang lain, yaitu perilaku yang menimbulk-
an suatu ancaman cepat bagi diri sendiri atau orang 
lain

•	 periode penahanan dibatasi secara ketat terikat hanya 
dalam beberapa jam atau hari, yang tidak lebih dari as-
pek klinis perlukan

•	 perawatan yang diberikan adalah berdasarkan bukti il-
miah dan

•	 tidak ada cara lain cukup tersedia, tepat dan tidak res-
triktif.130

Dalam keadaan tertentu, perawatansecara koersif juga 
mungkin tepat jika orang tersebut tidak memiliki kapasitas 
mental untuk menyetujui pengobatan dan membutuhkan 
intervensi pengobatan yang mendesak. Namun, 
penggunaan dan ketergantungan narkoba tidak dapat 
menjadi kondisi yang layak untuk bisa mengidentifikasi 
seseorang sebagai ‘tidak kompeten secara mental’. Jika 
seseorang menjadi subjek tindakan koersif, pengobatan 
wajib, perlindungan proses hukum harus diberikan kepada 
orang tersebut termasuk hak untuk perwakilan hukum, hak 
untuk menanggapi tuduhan, untuk diberikan pernyataan 
alasan dari keputusan hukum dan hak untuk mengajukan 
banding atas keputusan pada sebuah badan independen 
yang akan mempertimbangkan banding dalam jangka 
waktu yang wajar.

2.7 Promosi rujukan ke layanan kesehatan dan 
layanan social secara sukarela

Praktik yang baik dalam penyediaan 
penanganan ketergantungan narkoba 

Berikut ini adalah karakteristik dari praktik yang baik dalam 
penyediaan pengobatan ketergantungan narkotika: 

•	 orang diperlakukan dengan hormat, bermartabat dan 
tanpa penghakiman

•	 orang diberikan pilihan pengobatan dan opsi pengu-
rangan dampak buruk

•	 orang dapat menetapkan tujuan mereka sendiri dan 
rancangan hasil untuk keberhasilan pengobatan – 
meskipun lepas dari narkoba bisa jadi tujuan yang layak, 
namun hal tersebut mungkin tidak dapat dicapai atau 
sesuai untuk semua pengguna

•	 program bersifat mendukung tujuan seseorang mening-
katkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, 
dan menghindari bergantung pada prinsip hukuman

•	 pemulihan dinilai atas dasar langkah positif atau peru-
bahan apa saja yang mengarah pada peningkatan kese-
hatan seseorang, kesejahteraan dan kualitas hidup seca-
ra umum131

•	 pengobatan ketergantungan narkotika bersifat holistik 
dengan memperhatikan masalah kesehatan dan sosial 
lainnya (misalnya kebutuhan atas perumahan, lapangan 
kerja dan bantuan hukum).

Fitur utama dan prinsip-prinsip pengobatan 
berbasis komunitas
Pendekatan perawatan berbasis komunitas 
memungkinkan program kesehatan dan pekerja sosial 
untuk mengembangkan rencana perawatan pribadi 
untuk memberi respon terhadap kebutuhan khusus 
pasien.132 UNODC telah mengeluarkan Dokumen Pedoman 
bagi negara-negara Asia Tenggara yang menguraikan 
fitur utama dan prinsip-prinsip pengobatan berbasis 
komunitas,133 yang meliputi: 

•	 Partisipasi dari orang-orang yang terkena dampak pen-
ggunaan narkoba dan ketergantungan, keluarga dan 
masyarakat luas dalam perencanaan dan pemberian 
layanan perawatan

•	 pendekatan yang komprehensif, memperhatikan kebu-
tuhan-kebutuhan yang beragam termasuk kesehatan, 
keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan

•	 partisipasi dengan kesadaran penuh untuk menghor-
mati hak asasi manusia dan martabat manusia, terma-
suk kerahasiaan klien

•	 Penerimaan bahwa kekambuhan merupakan bagian 
dari proses pengobatan dan tidak akan menghentikan 
seorang individu dari akses pengobatan berulang
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•	 Penatalaksanaan layanan di masyarakat, yaitu, sedekat 
mungkin dari tempat tinggal klien

•	 Kolaborasi erat antara masyarakat perdata, aparat pene-
gak hukum dan sektor kesehatan. 

Melibatkan petugas kesehatan dan petugas 
sosial dalam mempromosikan akses sukarela 
menuju pelayananan
Portugal (lihat Kotak 5 di bab 2.3.1) dan Swiss (lihat di 
bawah) memberikan contoh praktik yang baik dalam 
kaitannya dengan melibatkan petugas kesehatan dan 
masyarakat dalam kondisi dekriminalisasi narkoba. 
Para pembuat kebijakan harus melihat hasil positif 
dari model Portugis dan Swiss dalam dekriminalisasi 
tentang berhasilnya investasi yang signifikan dalam 
inisiatif kesehatan publik yang dibuat dalam kaitannya 
dengan dekriminalisasi, termasuk pendanaan 
program penjangkauan, pelayanan pengobatan dan 
pengurangan dampak buruk dan membangun kapasitas  
petugas kesehatan. 

Swiss134

Respon kebijakan narkotika Swiss menggabungkan 
dekriminalisasi parsial dengan investasi dalam pelayanan 
kesehatan dan pengurangan dampak buruk. Kepemilikan 
sejumlah kecil ganja telah dilegalkan. Kepemilikan dan 
penggunaan narkotika lain mungkin masih bisa berakibat 
hukuman pidana; Namun, jika jumlah hanya kecil 
narkotika yang terlibat, seseorang biasanya dilepaskan 
dari penuntutan, pembebasan dari hukuman atau 
peringatan.135

Petugas kesehatan dan sosial didanai untuk melakukan 
intervensi dalam insiden publik sebelum pihak kepolisian 
terlibat. Misalnya di kota Zurich, pemerintah membentuk 
pendekatan kemitraan antara petugas keamanan publik 
dengan mitra kesehatan masyarakat yang disebut 

‘Keamanan, Intervensi, Pencegahan’.136 Hal tersebut 
melibatkan peran penjangkauan oleh pelayanan sosial 
bekerja sama dengan kepolisian dengan sistem informasi 
bersama. Rapat harian diadakan antara kepolisian, layanan 
sosial dan petugas kesehatan. Pekerja penjangkau 
mampu menengahi masalah publik dengan mendekati 
penggunanarkotika dengan hormat dan tanpa stigma, 
dengan maksud memberikan bantuan sebelum intervensi 
pihak kepolisian. Dengan cara ini, petugas kesehatan dan 
pekerja sosial dapat berperan dalam mengurangi kontak 
antara penggunanarkotika dengan sistem pidana. Jika 
penggunanarkotika sedang dalam masa tahanan, mereka 
dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif 
di dalam tempat tahanan. Ada perawatan sukarela untuk 
kasus narkotika dan alkohol dan layanan kesejahteraan 
di komunitas. Pengobatan kasus ketergantungan sudah 
tercakup dalam skema asuransi kesehatan.

Swiss telah banyak berinvestasi dalam layanan 
pengurangan dampak buruk termasuk OST, NSP dan ruang 
mengonsumsi narkotika. Negara ini memelopori model 
baru terapi bantuan pengguna heroin di mana pengguna 
jangka panjang opioid yang telah gagal dalam program 
OST tradisional menggunakan metadon atau buprenorfin 
diresepkan heroin untuk pengobatannya, yang kemudian 
disuntikkan di bawah pengawasan medis. Program ini 
telah mengurangi risiko overdosis, serta keterlibatan 
pengguna narkoba dalam transaksi peredaran narkoba. 
Keberhasilan pendekatan ini telah mencetuskan program 
serupa yang diluncurkan di negara lain termasuk Kanada, 
Jerman, Belanda, Spanyol dan Inggris.137

Sistem Swiss telah menghasilkan pengurangan 
penggunaan narkoba suntik di tempat-tempat umum, 
peningkatan keselamatan publik, dan peningkatan 
hasil kesehatan bagi penggunanarkotika termasuk 
pengurangan penggunaan heroin, penularan penyakit 
melalui darah dan kematian akibat overdosis.138
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Bab 3  
Mekanisme 

diversi dari sistem 
peradilan pidana



  33Sebuah pendekatan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba di Asia

Program diversi menyediakan mekanisme untuk 
mengalihkan penggunanarkotika dari sistem peradilan 
pidana (yakni pada penangkapan, penuntutan, pemberian 
keputusan atau penahanan) dan, bila sesuai, menuju 
pengobatan, pengurangan dampak buruk, konseling 
dan layanan lainnya. Program diversi atau pengalihan 
dapat dilakukan dalam berbagai pelanggaran termasuk 
penggunaan narkoba dan kepemilikan, kepemilikan alat 
untuk penggunaan narkoba dan pelanggaran yang bukan 
dalam bentuk kekerasan yang terkait dengan penggunaan 
narkoba, seperti pencurian dan penyelundupan dan 
transaksi narkobatingkat rendah.

Program diversi memiliki manfaat langsung dalam 
aspek kesehatan dan kesejahteraan bagi pengguna 
narkoba yang berpartisipasi dalam program, di samping 
juga membantu untuk mengurangi tekanan dalam 
sistem penjara dan pengadilan. Program diversi dapat 
meningkatkan keamanan sosial dengan memungkinkan 
sumber daya peradilan pidana dan penegak hukum untuk 
fokus pada kejahatan serius yang mengancam keamanan 
publik, bukan pelanggaran yang berhubungan dengan 
kasus ringan terkait penggunaan narkotika.

Program diversi seharusnya diimplementasikan dalam 
gerakan menuju respon berbasis kesehatan bagi pengguna 

narkoba. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam 
konteks di mana penggunaan narkoba tetap sebagai 
kejahatan untuk mengurangi bahaya kesehatan dan sosial, 
serta aspek biaya ekonomi, terkait dengan kriminalisasi. 
Hal tersebut juga dapat diimplementasikan dalam konteks 
di mana penggunaan narkoba telah dekriminalisasi. 
Bahkan, program diversi secara komprehensif, non-
punitif memainkan peran kunci dalam banyak model 
dekriminalisasi yang dijalankan di daerah lain di dunia. 

Banyak negara yang telah menerapkan dekriminalisasi 
de facto mengandalkan program diversi oleh kepolisian 
sebagai model komponennya, terutama mengingat bahwa 
kepolisian memiliki peran penting di dalam memastikan 
pelaksanaan undang-undang yang secara teknis tetap 
berlaku. Program diversi juga dapat memainkan peran 
penting di negara-negara yang telah mengambil langkah 
lebih lanjut menghapus hukuman bagi pelanggaran ini dari 
hukum pidana (dekriminalisasi de jure). Di negara-negara 
ini, program diversi dapat dilaksanakan untuk kejahatan 
seperti pencurian, penyelundupan tingkat rendah dan 
transaksi yang didorong oleh karena penggunaan narkoba 
individu atau karena ketergantungan.

3.1 Garis besar diversi
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narkoba, dan pelanggaran terkait kepemilikan dan budi 
daya, seperti rujukan ke pengobatan dan pendidikan.140 

Pada tingkat sub-regional, Asosiasi Asia Selatan untuk 
Kerjasama Regional (SAARC) telah mengadopsi fleksibilitas 
yang sama dalam perjanjian regional terkait narkotika.141 
Untuk memberi efek dari ketentuan-ketentuan ini, UNODC 
mempromosikan diversi dari sistem peradilan pidana 
dengan mengaplikasikan penggunaan alternatif-alternatif 
pada proses yuridis formal, penahanan dan hukuman untuk 
kasus-kasus yang bersifat minor, sesuai dengan Peraturan 
Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan PBB 
(lihat Kotak 7).142 

Bukti menunjukkan bahwa dalam kasus seseorang memiliki 
ketergantungan pada narkotika, rujukan ke layanan 
kesehatan dan sosial adalah jalan yang dapat membantu 
mematahkan siklus ketergantungan, pelanggaran berulang 
dan pemenjaraan (termasuk penahanan pra-sidang).143 
Sistem untuk mengalihkan pelaku narkoba minor dengan 
ketergantungan kepada pengobatan ketergantungan 
narkotika berbasis bukti ilmiah dan layanan reintegrasi 
juga dapat mengurangi tekanan pada sistem penjara, 
insiden kejahatan, dan tingkat kekambuhan. Di mana 
rujukan kepada pengurangan dampak buruk dan layanan 
kesehatan tersedia, program diversi dapat menghasilkan 
angka penurunan penularan virus melalui darah seperti 
HIV dan hepatitis.

Program diversi menjadi paling efektif bila:

•	 Disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari sub-
populasi yang berbeda, termasuk program untuk 
perempuan (lihat Kotak 8) dan kalangan remaja144

•	 Menggunakan program kriteria dan syarat yang 
layak untuk menargetkan tingkat dan jenis intervensi 
sesuai dengan sifat dari penggunaan narkoba atau 
ketergantungan individu, dan tingkat keparahan 
pelanggaran terkait narkoba, dan

•	 Mengacu pada pengobatan, pendidikan dan konseling 
yang berbasis bukti, manusiawi dan fleksibel, sehingga 
memberikan pilihan yang lebih tidak punitif dan lebih 
efektif untuk hasil kesehatan dan reintegrasi sosial dari 
penjara yang lebih baik.

Untuk meningkatkan efektivitas, negara harus menetapkan 
berbagai program diversi pada berbagai tahap proses 
peradilan pidana, seperti diuraikan di bagian berikut, 
termasuk:

•	 diversi oleh kepolisian

•	 diversi oleh kejaksaan, dan

•	 diversi oleh hakim pada pra dan pasca pemutusan  
hukuman. 

Konvensi pengendalian narkotika PBB mencakup 
ketentuan-ketentuan yang memungkinkan negara-negara 
anggota untuk menerapkan alternatif dari penegakan 
tuntutan hukum atau hukuman untuk penggunaan 

Kotak 7 Peraturan Standar 
Minimum Tindakan Non-
Penahanan PBB (Aturan Tokyo)139

Aturan Tokyo memberi jalan pada kepolisian, ke-
jaksaan dan pengadilan dengan kerangka yang 
disepakati secara internasional untuk menerapkan 
alternatif non-penahanan, sesuai dengan konven-
si narkotika PBB. Ketentuan-ketentuan utama me-
liputi:

•	 Sistem peradilan pidana harus menyediakan ber-
bagai tindakan-tindakan non-penahanan, den-
gan mempertimbangkan pelaksanaan prinsip 
hak asasi manusia, persyaratan keadilan sosial 
dan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku.

•	 Pertimbangan harus diberikan untuk menanga-
ni para pelaku di komuinitas, menghindari sejauh 
mungkin penggunaan proses formal atau sidang 
oleh pengadilan.

•	 Tindakan-tindakan non-penahanan digunakan 
sesuai dengan prinsip intervensi minimum. 
Tindakan-tindakan non-penahanan tidak boleh 
melibatkan risiko berlebihan seperti luka fisik 
maupun mental bagi pelaku dan martabat pe-
laku harus dilindungi setiap saat.

•	 Kepolisian dan kejaksaan harus diberdaya-
kan untuk dapat melepaskan pelaku dalam 
masa pra-sidang atau menjalankan tindakan 
non-penahanan dalam kasus ringan.

•	 Penahanan pra-sidang harus digunakan sebagai 
sarana terakhir dan harus dikelola secara manu-
siawi dan dengan menghormati martabat yang 
melekat pada manusia.

•	 Peraturan mendorong penggunaan opsi huku-
man non-penahanan termasuk sanksi verbal, 
seperti nasihat, teguran dan peringatan; pembe-
basan bersyarat; keputusan untuk ditangguhkan 
atau ditunda; perintah dalam pelayanan masya-
rakat atau rujukan kepada pengobatan non-ins-
titusional.

•	 Terapi narkotika hanya boleh dilakukan oleh para 
pekerja profesional dengan pelatihan yang se-
suai dan pengalaman praktis. Kegagalan jalur 
non-penahanan, seperti program terapi narkoti-
ka, seharusnya tidak otomatis menyebabkan pe-
nahanan setelahnya. Sebaliknya, alternatif lain 
yang cocok dengan pidana penjara harus dicari.

3.2 Standar dan norma-norma PBB tentang diversi



  35Sebuah pendekatan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba di Asia

Kotak 8 Aturan Bangkok: mem-
promosikan tindakan-tindakan 
non-penahanan dan diversi untuk 
perempuan145

Aturan PBB dalam Perlakuan terhadap Tahanan Perem-
puan dan Tindakan Non-Penahananbagi Pelanggar 
Perempuan (‘Aturan Bangkok’) melengkapi Peraturan 
Tokyo dan menyerukan negara-negara anggota PBB 
untuk membangun alternatif spesifik gender untuk 
pra-sidang penahanan dan pemenjaraan, termasuk 
ketentuan berikut:

•	 pilihan untuk langkah-langkah diversi dan alter-
natif pra-sidang penahanan, dengan memper-
timbangkan sejarah viktimisasi para pelaku pe-
rempuan, serta latar belakang mereka, beban 
tanggung jawab, dan ikatan keluarga.

•	 alternatif yang menggabungkan tindakan-tinda-
kan non-penahanan dengan intervensi bagi pe-
rempuan untuk mengatasi masalah yang paling 
umum yang menyebabkan hubungan perem-
puan dengan sistem peradilan pidana, termasuk 
program terapi narkotika khusus bagi perempuan 
yang menawarkan jasa penitipan anak.

•	 layanan terapi narkotika yang dapat diakses oleh 
perempuan yang bersifat eksklusif hanya perem-
puan, peka gender dan tercerahkan di aspek trau-
ma, dan tidak melibatkan penahanan, melalui pro-
gram diversi atau hukuman alternatif. Penyediaan 
layanan tersebut juga dapat berfungsi sebagai 
ukuran pencegahan kejahatan.



36  Sebuah pendekatan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba di Asia

Diversi oleh kepolisian dapat terjadi baik dalam pra-
penangkapan maupun pada tahap pasca-penangkapan/
pra-pengadilan.Diversi oleh kepolisian sering diutamakan 
pada diversi pada tahap akhir karena menghindari 
pengenaan tuntutan pidana formal dan penahanan pra-
sidang. Peran kepolisian secara tradisional adalah untuk 
memastikan bahwa pelaku yang ditangkap akandibawa 
ke pengadilan untuk menerima keputusan hukum. Dalam 
skema diversi tersebut, kepolisian diberi peran merujuk 
orang-orang tersebut menjauh dari sistem peradilan 
pidana dan/atau ke pelayanan kesehatan dan sosial.Dalam 
beberapa skema, kepolisian memiliki kebijaksanaan untuk 
mengeluarkan peringatan di mana pelaku diberikan 
peringatan lisan dengan tidak ada hukuman lebih lanjut, 
dan di beberapa negara kepolisian bisa mengeluarkan 
denda di tempat, mirip dengan mengeluarkan denda 
pelanggaran lalu lintas (misalnya Republik Ceko, Swiss dan 
beberapa negara bagian Australia).

Diversi oleh kepolisian dapat menghadapi beberapa 
tantangan. Misalnya, sebagaimana kepolisian menganggap 
penegakan hukum pidana sebagai peran utama mereka, 
program diversi dapat dianggap bertentangan dengan 
budaya organisasi yang dominan. Kepolisian juga 
mungkin resistensi terhadap pelaksanaan program diversi 
berorientasi kesehatan jika mereka melihat penggunaan 
narkoba sebagai hasil dari ‘kelemahan individu’ atau 
‘kegagalan moral’, bukan sebagai masalah kesehatan yang 
kompleks dan masalah sosial. Ada juga ketidakpercayaan 
yang tinggi pada kepolisian oleh penggunanarkotika 
karena pengalaman sebelumnya yang mendapat 
kekerasan oleh kepolisian dan korupsi.146

Risiko laindalam memberikan peran pokok diversi di 
kepolisian adalah ‘pelebaran jaring’, dimana peningkatan 
kekuasaan kepolisian dan jumlah ambang batas 
rendah justru mengakibatkan lebih banyak orang yang 
menggunakan narkoba berkontak dengan sistem 
peradilan pidana (misalnya, ini telah diamati di beberapa 
bagian Australia).147

Akibatnya, dalam merancang dan menerapkan skema 
diversi oleh kepolisian, pembuat kebijakan harus 
mempertimbangkan juga pelatihan bagi kepolisian 
dan upaya peningkatan kapasitas lainnya pada kasus 
penggunaan narkoba, pengurangan dampak buruk dan 
perawatan ketergantungan narkotika, serta promosi 
program bagi penggunanarkotika dan komunitas terkait. 
Melibatkan perwakilan dari pengguna (atau mantan 
pengguna) narkotika dalam proses merancang, mengelola 
dan mengevaluasi program diversi oleh kepolisian dapat 
membantu membangun kepercayaan antara masyarakat 
dan kepolisian. Melibatkan petugas kepolisian dalam 
yurisdiksi dengan melaksanakan program diversi 
juga dapat membantu. Atas dasar ini, negara harus 
mempertimbangkan untuk memperkenalkan skema 
diversi oleh kepolisian dengan fitur sebagai berikut:

•	 Jika penggunaan narkoba tetap menjadi tindak pidana, 
fokus ditujukan pada kepemilikan sejumlah kecil 
narkotika atau alat untuk penggunaanpenggunaan 
narkoba

•	 Jika penggunaan narkotika psikotropika 
didekriminalisasi, maka skema diversi kepolisian harus 
fokus pada ketergantungan narkotika yang minor, 
pelanggaran non-kekerasan – skema tersebut juga bisa 
beroperasi di wilayah hukum yang belum mengambil 
langkah dekriminalisasi penggunaan narkoba

•	 Melibatkan pilihan bagi kepolisian untuk mengambil 
tindakan lebih lanjut, atau untuk sekadar 
mengeluarkan peringatan untuk seseorang untuk 
kasus penggunaan narkoba, kepemilikan alat untuk 
penggunaanpenggunaan narkoba, atau budi daya 
untuk penggunaan pribadi

•	 Program diversi melibatkan rujukan ke penilaian medis 
oleh petugas medis yang terlatih dan, dalam kasus 
ketergantungan narkotika, terapi narkotika berbasis 
bukti dilakukan oleh lembaga pengobatan terakreditasi. 
Kegagalan untuk menyelesaikan program pengobatan, 
atau kekambuhan dalam penggunaan narkoba, tidak 
seharusnya berujung pada sanksi pidana

•	 Mekanisme diversi harus mengadopsi kriteria kelayakan 
yang jelas. Skema diversi oleh kepolisian dapat 
membedakan kelompok orang-orang yang telah 
didakwa dengan kejahatan dengan kekerasan atau 
pelanggaran narkoba yang lebih serius

•	 Pengakuan kesalahan untuk suatu pelanggaran 
seharusnya tidak menjadi persyaratan untuk masuk 
dalam skema diversi oleh kepolisian.148 Persyaratan ini 
dapat memberi efek jera untuk seseorang mengakui 
mengalami ketergantungan narkotika, dan lebih jauh 
akan mencegah akses rujukan ke pelayanan kesehatan 
dan pendidikan.

Contoh praktik yang baik dalam diversi oleh 
kepolisian 
•	 Australia
Masing-masing negara bagian dan teritori Australia telah 
mengembangkan skema diversi kepolisian yang berbeda-
beda. Beberapa menjalankan pendekatan dekriminalisasi 
de facto, sementara yang lainmenjalankan dalam konteks di 
mana sanksi pidana telah dihapuskan dan diganti dengan 
sanksi administratif. Kepolisian menerapkan kebijaksanaan 
untuk mengalihkan penggunanarkotika kepada layanan 
konseling, pendidikan dan kesehatan. Di beberapa negara, 
skema denda administratif memungkinkan kepolisian 
untuk mengeluarkan denda di tempat untuk pelanggaran 
narkoba ringan (misalnya untuk kepemilikan ganja di 
Australia Selatan).

Program Diversi oleh Kepolisian pada Obat di negara 
bagian Tasmania berlaku untuk warga dengan kepemilikan 
narkotika terlarang.149 Prosedur yang berbeda berlaku 
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untuk mengalihkan pelanggar menjauh dari sistem 
peradilan pidana tergantung pada jenis narkotika yang 
terlibat. Dalam kasus ganja, pelaku yang ditemukan 
dengan sampai 50 gram ganja diberikan peringatan, bukan 
diberi hukuman pidana. Mereka bisa diperingatkan hingga 
tiga kali dalam sepuluh tahun. Informasi dan rujukan untuk 
konseling disediakan pada peringatan pertama dan kedua.
Di peringatan ketiga, pelaku dirujuk kepada Layanan Obat 
dan Alkohol untuk mendapat penilaian kesehatan dan 
intervensi atau pengobatan singkat. Pelanggaran lebih 
lanjut dapat mengakibatkan hukuman pidana.

•	 Amerika Serikat
Beberapa kota telah memperkenalkan diversi oleh 
kepolisian untuk pelanggar narkotika non-kekerasan 
tingkat rendah. Misalnya, di kota Seattle, model inovatif 
diversi oleh kepolisian diimplementasikan melalui 
program yang disebut Diversi dengan bantuan Penegak 
Hukum (LEAD),150 menargetkan orang-orang yang terlibat 
dalam pelanggaran narkoba ringan (seperti transaksi 
tingkat rendah dan kepemilikan) atau pekerjaan seks. 
Kepolisian mengalihkan mereka kepada layanan berbasis 
komunitas, dengan proses diversi dilakukan pada titik 
penangkapan. Manajer kasus melakukan penilaian 
yang mempertimbangkan faktor frekuensi penggunaan 
narkoba dan kebutuhan pelaku dalam kaitannya dengan 
layanan pengobatan dan pengurangan dampak buruk, 
masalah kesehatan mental, dan hubungan pribadi. Peserta 
juga menerima dukungan sosial untuk menghubungkan 
mereka dengan layanan seperti bantuan hukum, pelatihan 
kerja dan/atau penempatan, bantuan perumahan, dan 
konseling. Kesuksesan dalam program LEAD tidak dinilai 
dengan tes urine negatif atau bahkan lepas dari narkotika, 
tetapi dengan kemajuan yang dibuat dalam meningkatkan 
kualitas peserta secara keseluruhan dalam aspek-aspek 
kehidupan, yang dinilai oleh pekerja sosial dan kesehatan. 
Penting untuk dicatat bahwa seseorang dapat kembali 
masuk ke dalam program jika mereka tertangkap lagi 
untuk pelanggaran yang sama oleh kepolisian. Evaluasi 
terhadap program ini menunjukkan bahwa orang yang 
dialihkan ke layanan ini 58% lebih kecil kemungkinannya 
untuk ditangkap kembali karena pelanggaran berulang 
daripada mereka yang tidak dialihkan.151

Kolaborasi kepolisian dalam pendukungan 
pengurangan dampak buruk: contoh praktik 
yang baik di Asia 
Di beberapa bagian Asia, meskipun penggunaan narkoba 
tetap ilegal, kepolisian didorong oleh otoritas kesehatan 
untuk mengadopsi pendekatan toleran dan pragmatis agar 
memungkinkan layanan NSP dan OST dapat dioperasikan 
dan untuk berperan aktif dalam mengurangi bahaya 
kesehatan yang mempengaruhi penggunanarkotika. 
Sebagaimana kepolisian berhubungan langsung secara 
rutin dengan pengguna narkoba, mereka dapat berperan 
penting dalam memberikan saran dan informasi, 
memfasilitasi akses pada layanan pengurangan dampak 
buruk, dan memastikan respon yang cepat untuk kasus 
overdosis (lihat Kotak 9 pada Penegakan Hukum dan 
Jaringan HIV).152 Bahkan di lingkungan yang belum ada 

dekriminalisasi, peran kepolisian dalam pengurangan 
dampak buruk dapat meliputi:

•	 Rujukan kepada program pengobatan ketergantungan 
narkotika, program pengurangan dampak buruk 
dan jenis-jenis pelayanan kesehatan, kesejahteraan, 
perumahan dan bantuan kerja

•	 Penyediaan lingkungan yang mendukung untuk 
layanan pengurangan dampak buruk dengan tidak 
menangkap penggunanarkotika di sekitar pusat 
pelayanan sosial, tempat layanan NSP atau OST, atau 
layanan kesehatan lainnya yang sering dikunjungi oleh 
penggunanarkotika, seperti klinik spesialis. Penting 
bagi kepolisian untuk memiliki hubungan yang suportif 
dan konstruktif dengan inisiatif yang dirancang untuk 
mengurangi dampak buruk narkoba seperti pusat 
pelayanan sosial, NSP, OST, pendidik dan petugas 
penjangkau di lapangan

•	 Menghindari penangkapan di tempat kejadian perkara 
overdosis guna mendorong orang untuk meminta 
bantuan medis tanpa penundaan atau ketakutan akan 
penuntutan.

Praktik yang baik dari program diversi oleh kepolisian telah 
dikembangkan di beberapa negara Asia. Sebagai contoh:

•	 Diversi oleh kepolisian informal kepada layanan 
pengurangan dampak buruk didorong di bawah Kerja 
sama Inisiatif Komunitas Kepolisian (PCPI) Kamboja. 
Sebuah LSM lokal (KHANA) dan Kementerian Dalam 
Negeri mengimplementasikan PCPI di ‘hotspot’ HIV di 
Phnom Penh. Kepolisian didorong untuk menerapkan 
kebijaksanaan dengan mengajak penggunanarkotika 
suntik kepada layanan pengurangan dampak buruk, 
bukan menangkap mereka, dengan syarat tidak 
ditemukan bukti perdagangan narkoba. 200 kepolisian 
telah dilatih dalam aspek pengurangan dampak buruk, 
bersama dengan anggota 150 dewan masyarakat, 
perwakilan dari penggunanarkotika dan pejabat lokal 
lainnya.153

•	 Di kota Yuxi, Tiongkok, kepolisian merujuk 
penggunanarkotika kepada pusat perawatan berbasis 
komunitas dikenal sebagai Peace No. 1’. Kepolisian 
menghindari tindakan penangkapan dalam kasus 
kepemilikan narkoba jumlah sedikit atau penggunaan 
di sekitar lokasi. Tujuan dari program ini adalah 
untuk meningkatkan kesehatan penggunanarkotika; 
menurunkan angka penahanan kembali di pusat-pusat 
detoksifikasi wajib; meningkatkan angka penghapusan 
mantan pengguna narkoba dari sistem pengawasan 
pemerintah; memperkuat dukungan sosial dan keluarga 
bagi penggunanarkotika; dan meningkatkan reintegrasi 
pengguna narkoba di masyarakat. Klien program 
perdamaian No 1 memiliki akses ke layanan psikososial 
dan kesehatan yang komprehensif, termasuk metadon. 
Pelatihan pengurangan dampak buruk diberikan 
kepada kepolisian di seluruh wilayah kabupaten.154

•	 Di Vietnam, Inisiatif Pengembangan Dukungan 
Masyarakat bekerja sama dengan kepolisian untuk 
menjalankan peran mereka dalam pengurangan dampak 



38  Sebuah pendekatan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba di Asia

buruk dan pelayanan rehabilitasi berbasis komunitas di 
provinsi Bac Giang. Model perawatan sukarela di Bac 
Giang terdiri atas pusat perawatan narkotika sukarela 
dan lima komunitas konseling narkotika dan wilayah 
pengobatan.155

•	 Di Thailand, persetujuan informal dinegosiasikan 
antara penyedia layanan kesehatan masyarakat per-
data dan perwakilan penegak hukum lokal di Provinsi 
Narathiwat. Persetujuan informal tersebut adalah hasil 
dari serangkaian peningkatan kapasitas dan lokakarya 
sensitisasi yang difasilitasi oleh pejabat penegak hu-
kum senior Thailand. Aparat penegak hukum setempat 
sepakat untuk menerapkan kebijaksanaan yang lebih 
besar, dan seringkali mengarahkan penggunanarkotika 
menuju pelayanan kesehatan.156

Kotak 9 Penegakan Hukum dan 
Jaringan HIV (LEAHN)
LEAHN mempromosikan keterlibatan efektif apa-
rat penegak hukum – terutama kepolisian – dalam 
respon HIV nasional, melalui dukungan-dukungan, 
pengembangan profesional, advokasi dan pengem-
bangan jaringan.

LEAHN mengelola jaringan Poin Focal Negara (CFPs) 
– kepolisian aktif atau pun pensiunan yang mengam-
bil tugas mendidik rekan sejawat penegak hukum 
mengenai HIV dan pendekatan pengurangan dam-
pak buruk sebagai kunci kebijakan pada populasi 
yang terkena dampak. CFPs juga mempromosikan 
kegiatan bersama antara kepolisian dan komunitas 
yang rentan. Lebih dari 20 CFPs aktif terlibat di Ban-
gladesh, India, Indonesia, Nepal, Thailand dan Viet-
nam. Daftar lengkap CFPs tersedia di  www.leahn.org. 

LEAHN juga memberi fasilitas hubungan kerja anta-
ra penegak hukum dan organisasi masyarakat per-
data dalam implementasi kegiatan terkait kasus HIV. 
LEAHN dan CFPs dapat bertindak sebagai jembatan 
antara perwakilan masyarakat dan penegak hukum 
dan bersifat mendukung kemitraan formal dan infor-
mal terhadap kesehatan masyarakat yang efektif dan 
respon keamanan publik.

http://www.leahn.org/
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Kejaksaan seharusnya didorong untuk tidak menuntut ka-
sus pelanggaran narkoba ringan dengan mempertimbang-
kan ketersediaan alternatif untuk penuntutan, seperti pe-
ringatan atau rujukan ke layanan sosial atau kesehatan. 
Pedoman dapat dikembangkan untuk menyarankan kejak-
saan tidak melanjutkan penuntutan kasus pelanggaran nar-
koba ringan, atau untuk menerapkan kondisi pada pelaku 
jika mereka tidak dituntut, seperti misalnya mengharuskan 
pelaku untuk menjalani sesi konseling dan/atau penilaian 
atas ketergantungan narkotika oleh profesional kesehatan, 
guna mengidentifikasi kebutuhan pengobatan dan rujukan 
kesehatan lainnya, pengurangan dampak buruk atau pe-
layanan sosial.159 Pedoman dapat dibuat untuk memastikan 
bahwa kejaksaan bergantung pada penilaian kesehatan 
profesional yang terlatih dalam diagnosis ketergantungan 
narkotika dan kebutuhan perawatan sebelum keputusan 
dibuat untuk merujuk seseorang pada perawatan.

Contoh diversi oleh kejaksaan: Kasus Kamboja
Berdasarkan UU Kamboja mengenai Pengawasan Obat 
tahun 2011, sebelum membuat keputusan untuk 
mengadili seseorang dalam kasus narkoba, kejaksaan 
dapat memberikan arahan kepada orang tersebut untuk 
menerima pengobatan jika orang tersebut disertifikasi oleh 
seorang petugas medis profesional sebagai orang dengan 
ketergantungan pada narkotika. Jika orang tersebut setuju 
untuk menerima pengobatan dan rehabilitasi, putusan 
kejaksaan dapat ditunda.160

3.4 Diversi oleh kejaksaan

Jaksa umumnya memiliki kewenangan diskresi untuk ti-
dak melanjutkan tuntutan pidana dalam keadaan tertentu. 
Keadaan ini biasanya ditentukan oleh hukum pidana dan 
pedoman kejaksaan. Aturan Tokyo mendorong kejaksaan 
untuk mempertimbangkan alternatif untuk penuntutan:157

Di mana pun jika sesuai dan kompatibel dengan sistem 
hukum, kepolisian, kejaksaan atau lembaga lain yang 
berurusan dengan kasus pidana harus diberdayakan un-
tuk melepaskan pelaku jika mereka menilai bahwa tidak 
perlu untuk melanjutkan kasus demi kepentingan perlin-
dungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau pen-
gutamaan penghormatan hukum dan hak-hak korban. 
Untuk tujuan pemutusan atas pelepasan atau penentuan 
proses, satu set kriteria yang ditetapkan harus dikembang-
kan dalam setiap sistem hukum. Untuk kasus-kasus minor 
kejaksaan dapat mengambil tindakan non-penahanan 
yang sesuai.

Peran kejaksaan berbeda di antara sistem-sistem hukum.
Sistem Hukum Sipil (Civil Law) dan sistem hukum sosialis di-
temukan di banyak negara Asia Timur mengambil pende-
katan yang berbeda dalam peran kejaksaan dibanding-
kan dengan negara-negara dengan sistem hukum “Comon 
Law” atau Anglo Saxon (bekas koloni Inggris di Asia Selatan 
dan Asia Tenggara). Kejaksaan memiliki lebih sedikit dikre-
si mengenai pelaksanaan keputusan untuk melanjutkan 
kasus dalam system hukum sipil dan sistem hukum sosialis 
dibandingkan dengan system Common Law. Namun, me-
nurut Aturan Tokyo,158 (lihat Kotak 7 di Bab 3.2) ketentuan 
khusus dapat dibuat untuk menerapkan kebijaksanaan da-
lam kasus narkoba. 
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3.5.1	 Garis besar model diversi oleh 
pengadilan 
Berbagai model diversi oleh pengadilan dari sistem 
peradilan pidana telah dikembangkan di seluruh penjuru 
dunia. Beberapa di antaranya dijalankan oleh pengadilan 
pidana umum, sementara yang lain dijalankan oleh 
pengadilan khusus (disebut di beberapa negara sebagai 
‘pengadilan khusus narkoba’). 

Pengadilan pidana di banyak negara Asia telah memiliki 
peran kuat dalam menghubungkan pelaku narkoba 
dengan layanan perawatan dan dapat memerintah 
pelanggar narkoba menghadiri pengobatan wajib 
termasuk detoksifikasi dalam program klinis atau 
‘pengobatan’ dan ‘rehabilitasi’ di CCDU. Dalam beberapa 
kasus, hal ini dianggap bagian dari pemutusan hukuman 
atas pelanggaran, dan/atau perawatan dapat diberikan 
dalam penjara atau program klinis sejenis (misalnya 
Hong Kong, Indonesia, Taiwan, Republik Korea). Namun, 
hal ini biasanya terjadi melalui proses punitif pemaksaan 
pengobatan oleh perintah pengadilan di bawah 
pengawasan kepolisian atau pemerintah, bukan sebagai 
bagian dari proses yang suportif dan sukarela yang 
dirancang untuk mempromosikan akses bagi pelaku 
menuju pendidikan berbasis komunitas, pengurangan 
dampak buruk, pengobatan dan pilihan perawatan.

Di bagian lain dunia, sistem yang lebih tidak punitif 
beroperasi di mana pengadilan dapat mengarahkan 
masyarakat ke program pengobatan berbasis komunitas 
di luar penjara atau tempat penahanan. Praktik yang baik 
dalam memberikan perawatan ketergantungan narkotika 
membutuhkan layanan yang didasarkan pada bukti ilmiah 
dalam hal efektivitas, disesuaikan dengan kebutuhan dan 
preferensi individu, dan yang sesuai dengan norma-norma 
hak asasi manusia dan menghormati martabat pasien 
(untuk informasi lebih lanjut tentang praktik yang baik 
dalam penyediaan pengobatan ketergantungan narkotika, 
lihat bab 2.7 mengenai promosi arahan sukarela menuju 
kesehatan dan pelayanan sosial).161

3.5.2	 Contoh diversi oleh pengadilan di Asia
Banyak negara (termasuk Afghanistan, India, Bhutan, 
Indonesia, Malaysia, Maladewa, Thailand dan Filipina) 
telah memperkenalkan sistem di mana pengadilan dapat 
memerintahkan orang yang ditangkap karena penggunaan 
narkoba atau kepemilikan untuk penggunaan pribadi 
untuk menghadiri ‘pengobatan’ sebagai alternatif dari 
pemenjaraan. Di beberapa negara, orang yang ditangkap 
karena penggunaan narkoba atau kepemilikan ditahan di 
CCDU, bertamengkan prinsip ‘pengobatan’ dan ‘rehabilitasi’ 
(seperti yang diuraikan dalam bab 2.6), meskipun pilihan 
perawatan berbasis komunitas juga tersedia. 

Skema diversi oleh pengadilan di Asia menghadapi 
tantangan implementasi yang signifikan, dan, karena 
keterbatasan sumber daya dan kapasitas, tetap bersifat 
punitif. Sebagian besar model diversi oleh pengadilan 

di wilayah ini tidak membedakan antara orang dengan 
ketergantungan narkotika dengan mereka yang tidak 
mengalami masalah dengan penggunaan narkoba, 
sehingga banyak orang yang tidak memerlukan perawatan 
juga diperintahkan untuk menuju ke CCDU atau jenis lain 
dari program ‘pengobatan’.

Contoh-contoh berikut menggambarkan berbagai 
pendekatan yang bersifat punitif dan non-punitif pada 
peran pengadilan dalam menghubungkan orang-orang 
pada layanan pengobatan yang sudah tersedia di Asia. 
Model diversi oleh pengadilan yang efektif harus bersifat 
non-punitif, berdasarkan bukti dan sepenuhnya kompatibel 
dengan aspek kesehatan masyarakat, pengurangan 
dampak buruk dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Indonesia: Diversi oleh pengadilan menuju pengobatan 
berbasis komunitas162 

Mulai tahun 2009, pengadilan di Indonesia telah 
mampu untuk memerintahkan orang yang ditangkap 
karena penggunaan narkoba untuk menghadiri fasilitas 
pengobatan di rumah sakit, CCDU atau program berbasis 
komunitas sebagai alternatif dari pemenjaraan. Sejak 
saat itu, pengadilan telah memiliki pilihan untuk mencari 
masukan dari para ahli medis tentang pilihan pengobatan 
bagi penggunanarkotika termasuk layanan berbasis 
komunitas. Namun demikian contoh nyata diversi oleh 
pengadilan ke layanan berbasis komunitas tetap langka 
untuk ditemukan karena berbagai faktor termasuk 
terbatasnya ketersediaan layanan tersebut dan kurangnya 
kesadaran dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam 
praktiknya, pengadilan selalu lambat untuk menerapkan 
skema program pengarahan ini, dan angka penahanan 
warga untuk kasus penggunaan narkoba terus meningkat 
walau kebijakan diversi sudah diperkenalkan. Kualitas 
pelayanan berbasis komunitas juga sangat bervariasi. 
Misalnya, banyak layanan berbasis agama hanya 
menawarkan program lepas narkotika secara ketat dan 
tidak menerapkan intervensi berbasis bukti ilmiah (untuk 
rincian lebih lanjut tentang kebijakan diversi di Indonesia, 
lihat bab 3.6.2 pada keterlibatan aspek kesehatan, 
komunitas dan pekerja bantuan hukum).

Malaysia: Pengobatan Sukarela dan Pusat Perawatan 
dan pengawasan komunitas dan program pengobatan163

Penggunaan narkoba di Malaysia diancam hukuman 
hingga dua tahun penjara dan denda.164 Pemerintah telah 
membuat kemajuan dalam mengalihkan ketergantungan 
pada pusat-pusat penahanan dan mendekat pada 
berbagai pilihan, termasuk pusat pengobatan berbasis 
komunitas. Pada tahun 2010, Malaysia mendirikan pusat 
‘Penanggulangan dan Perawatan’ dan menyediakan 
layanan pengobatan kasus ketergantungan narkotika dan 
pengurangan dampak buruk. Ada tiga jenis pusat: Pusat 
Rehabilitasi Penyembuhan dan Perawatan (penahanan 
wajib, setara dengan CCDU); Pusat Penyembuhan dan 
Perawatan (layanan rawat inap sukarela); dan Pusat 
Layanan Penyembuhan dan Perawatan (layanan rawat jalan 
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sukarela). Pusat Layanan Penyembuhan dan Perawatan 
menyediakan layanan perawatan dan dukungan yang 
berpusat pada klien termasuk OST. Kepatuhan terhadap 
pengobatan di Pengobatan sukarela dan Pusat Layanan 
Perawatan difasilitasi oleh dukungan sosial.

Sejak 2010, pengadilan telah memiliki pilihan untuk 
memerintah warga dewasa dengan ketergantungan 
pada narkotika untuk menghadiri Pusat Penyembuhan 
dan Perawatan atau Pusat Layanan sebagai alternatif 
untuk penahanan di penjara atau Pusat Rehabilitasi 
Penyembuhan dan Perawatan. Sebagai alternatif untuk 
penuntutan dan penahanan, orang yang ditangkap karena 
penggunaan narkoba untuk pertama kalinya ditempatkan 
di bawah pengawasan lembaga anti-narkoba pemerintah 
selama dua tahun. Pada 2015, lebih dari 50.000 orang 
berada di bawah pengawasan komunitas. Orang di bawah 
pengawasan komunitas menjalani tes urin secara rutin 
selama beberapa bulan. Setelah hasil satu atau dua tes 
urin positif, pengadilan menjalankan intervensi yang lebih 
intensif, termasuk konseling dan dukungan komunitas. 
Setelah hasil tes urin positif ketiga, orang tersebut dapat 
dikirimkan ke tahanan wajib dalam Pusat Rehabilitasi 
Penyembuhan dan Perawatan atau layanan OST.165

Sebuah studi pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa risiko 
kekambuhan bagi orang-orang yang dikirim ke penahanan 
wajib adalah 7,6 kali lebih besar dari orang-orang yang 
menerima pengobatan sukarela.166 Namun, pemerintah 
terus menunjukkan keengganan dalam meninggalkan 
model penahanan wajib sepenuhnya sebagai bentuk 
pengobatan atau rehabilitasi.

India: Imunitas untuk pengguna narkoba yang 
menghadiri program pengobatan167

Berdasarkan hukum India, orang dengan ketergantungan 
pada narkotika yang mengutarakan keinginan untuk 
menjalani pengobatan dapat mengklaim imunitas dari 
penuntutan, namun hanya jika pelanggaran mereka adalah 
penggunaan narkoba dengan melibatkan sejumlah kecil 
narkotika (misalnya tidak lebih dari 5 gram heroin, 25 gram 
opium, 2 gram kokain atau amfetamin).168 Pengobatan 
dapat dilakukan di rumah sakit atau lembaga yang dikelola 
atau diakui oleh pemerintah atau pemerintah daerah.169 
Setelah penyelesaian program pengobatan, pengadilan 
dapat menunda putusan hukuman dan membebaskan 
pelaku dengan syarat (persyaratan bahwa pelaku tidak 
melakukan pelanggaran narkotika lain dalam jangka 
waktu hingga tiga tahun).

Proses pidana dapat dimunculkan kembali jika program 
pengobatan tidak diselesaikan. Pendekatan ini berpotensi 
baik sebagai mekanisme yang berguna untuk diversi. 
Namun, jarang diterapkan dalam praktik dan terdapat 
permasalahan dalam implementasinya, khususnya 
mengenai kurangnya kejelasan tentang prosedur dan 
ketidakkonsistenan penerapan yang dijalankan oleh 
pengadilan.170 Selain itu, sebagian pelanggar ditahan di 
dalam penjara selama menunggu keputusan dan sidang 
pengadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, angka 
pemenjaraan tetap tinggi dalam kasus penggunaan 
narkoba.171 Akhirnya, fakta bahwa seseorang yang 

ditangkap dalam penggunaan narkoba dan kepemilikan 
untuk penggunaan pribadi – baik dengan ketergantungan 
maupun tidak – dapat diperintahkan untuk menyelesaikan 
pengobatan menjadi pilihan program pengobatan yang 
tidak tepat.

Bhutan: Penarikan penuntutan bagi pelanggar 
yang menyelesaikan perawatan
Bhutan memiliki ketentuan di mana tersangka kepemilikan 
narkotika untuk penggunaan pribadi dapat diperintah 
oleh pengadilan untuk melapor ke pusat perawatan yang 
disetujui. Jika orang tersebut menjalankan dan berhasil 
menyelesaikan pengobatan tanpa melakukan pelanggaran 
lebih lanjut, pengadilan dapat memungkinkan penuntutan 
untuk ditarik.172

Filipina: Perintah untuk menghadiri ‘pengobatan’ 
dan ‘rehabilitasi’ wajib
Di Filipina, wajib bagi pengadilan untuk merujuk 
orang dengan ketergantungan pada narkotika menuju 
pengobatan dan rehabilitasi di pusat pemerintahan 
selama enam bulan untuk pelanggaran pertama mereka. 
Sebuah pusat Perawatan Penyalahgunaan Narkoba dan 
Pusat Rehabilitasi, yang dioperasikan oleh Departemen 
Kesehatan, telah didirikan di setiap daerah. Pada 
kenyataannya, kemampuan pusat-pusat rehabilitasi ini 
dalam memberikan pengobatan berbasis bukti ilmiah 
masih sangat lemah. Pada 2015, pemerintah sepakat untuk 
membuat percontohan layanan pengobatan terhadap 
ketergantungan narkotika berbasis komunitas, yang bisa 
memberikan alternatif dari penahanan di pusat-pusat 
wajib.173

3.5.3	 Pengadilan khusus narkoba174

Pengadilan khusus narkoba pertama kali didirikan di 
Amerika Serikat pada tahun 1989. Sejak itu, kemudian 
telah diperkenalkan di Australia, Eropa, Amerika Utara dan 
Amerika Latin, dan sedang dipertimbangkan oleh beberapa 
negara Asia.175 Misalnya, dalam menanggapi peningkatan 
angka penggunaan heroin, pengadilan khusus narkoba 
didirikan di Maldives pada 2011 untuk mengalihkan 
pelanggar narkotika menuju detoksifikasi wajib, 
pengobatan dan rehabilitasi.176 Pada tahun 2014, Wakil 
Perdana Menteri Vietnam menginstruksikan Mahkamah 
Agung untuk mengembangkan percontohan atau pilot 
pengadilan khusus narkoba setelah mengunjungi 
pengadilan khusus narkoba di Amerika Serikat.177

Meskipun model-model dari pengadilan khusus ini sangat 
bervariasi, secara umum beroperasi melalui proses berikut:

•	 Pengadilan menyetujui rencana perawatan, yang 
dikembangkan oleh tim multi-disiplin

•	 Pengadilan memonitor erat kemajuan orang yang 
mengikuti rencana pengobatan

•	 Mengoperasikan sistem penegakan hukum dan 
penghargaan, misalnya pengurangan lamanya masa 
dalam program kepatuhan pengobatan, memberikan 
sanksi pemenjaraan bagi yang tidak selesai menjalani

•	 Pelanggar harus melakukan pengakuan bersalah 
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sebagai syarat partisipasi pengadilan khusus narkoba, 
dan jika mereka menyelesaikan rencana perawatan 
yang dirancang pengadilan, hukuman pemenjaraan 
dapat ditangguhkan atau ditunda.

Kelompok sasaran untuk pengadilan narkoba bervariasi 
dari satu negara ke negara lain, dan bahkan di dalam satu 
negara. Di Amerika Serikat, pengadilan narkoba cenderung 
menargetkan penggunanarkotika dan dalam kepemilikan 
sejumlah kecil narkotika, termasuk pengguna dengan 
ketergantungan pada narkotika – meskipun ada masalah 
dengan hal keputusan pengadilan yang dibuat dengan 
tidak adanya penilaian medis.178 Di Amerika Latin, sebagian 
pengadilan narkoba menargetkan penggunanarkotika 
dan warga dengan kepemilikan sejumlah kecil narkotika. 
Di Australia, beberapa pengadilan narkotika berfokus pada 
pelanggar berulang yang tindak kriminalnya termasuk 
non-kekerasan, pelanggaran yang berhubungan dengan 
narkoba seperti pencurian yang merupakan akibat 
langsung dari ketergantungan narkotika jangka panjang.179

Pengadilan khusus narkoba telah menghadapi sejumlah 
kritik.180 Pertama, model ini menargetkan orang yang 
dikenakan sebagai pengguna narkoba atau kepemilikan 
untuk penggunaan pribadi tetap ditangani sebagai 
tindak kriminal, bukan masalah kesehatan dan sosial.181 
Kedua, keputusan dalam menentukan apakah pelaku 
memiliki ketergantungan atau tidak – dan apakah pelaku 
kemudian membutuhkan pengobatan – akhirnya dibuat 
oleh hakim, bukan tenaga profesional medis yang terlatih. 
Ketiga, dalam banyak konteks pembangunan pengadilan 
narkoba belum disertai dengan pengembangan program 
pengobatan berbasis bukti ilmiah. Kurangnya efektivitas 
pengobatan dalam program yang dijalani pengguna 
oleh karena keputusan pengadilan narkoba justru teryata 
sering menyebabkan tingginya angka kekambuhan (lihat 
juga bab 2.7 pada kasus pengecualian, pada situasi krisis 
dapat memperbolehkan pengobatan paksa).182 Dan yang 
terakhir, pemberlakuan hukuman pidana bagi orang-
orang yang gagal dalam pengobatan atau mengalami 
kekambuhan bertentangan dengan pemahaman ilmiah 
tentang ketergantungan narkotika di mana kekambuhan 
adalah kejadian yang sangat mungkin terjadi.Di negara-
negara seperti Amerika Serikat, sanksi pidana dikenakan 
pada orang yang telah gagal dalam program pengobatan 
sering bersifat lebih punitif daripada jika orang tersebut 
dituntut di bawah proses pengadilan normal.183

Tantangan-tantangan lain dalam menerapkan 
model pengadilan khusus narkoba di negara-negara 
berpenghasilan rendah dan menengah umumnya meliputi:

•	 Kurangnya sumber daya untuk memungkinkan 
pengadilan narkoba dan hakim untuk mengelola tiap-
tiap kasus

•	 Kurangnya sumber daya untuk mendukung tim multi-
disiplin yang terlibat dalam pengembangan rencana 
pengobatan dan secara detail memberi respon 
kesehatan dan sosial terhadap kebutuhan masing-
masing pengguna

•	 Kurangnya layanan perawatan ketergantungan 
narkotika dan rehabilitasi berbasis bukti. Misalnya, 

pada 2013 pengguna narkoba yang memenuhi syarat 
untuk pengobatan dinilai oleh Pengadilan Narkoba 
Maldives untuk ditahan di dalam penjara karena pusat 
detoksifikasi pemerintah dalam keadaan penuh dan 
tidak mampu menampung pasien baru.184

Dengan ditunjukkannya bahwa kualitas pengobatan 
berdampak pada hasil keputusan pengadilan narkoba, 
negara-negara didorong untuk pertama berinvestasi 
dalam menjamin ketersediaan prinsip pengobatan 
berbasis bukti sebelum mengalokasikan sumber daya 
yang signifikan diperlukan untuk membangun pengadilan 
khusus narkoba. Para pembuat kebijakan harus mengingat 
bahwa tujuan keseluruhan skema tersebut adalah untuk 
mengurangi jumlah penggunanarkotika dikirim ke 
penjara, dan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Negara 
yang mempertimbangkan pembangunan pengadilan 
narkoba di Asia harus memperhatikan juga masalah yang 
telah diangkat di atas, dan memastikan bahwa mekanisme 
di dalamnya tidak menerapkan langkah-langkah yang 
lebih punitif terhadap penggunanarkotika.

3.5.4 Praktik yang baik dalam diversi oleh 
pengadilan 
Berikut adalah beberapa prinsip yang mendukung praktik 
yang baik untuk program diversi pengadilan. Prinsip-
prinsip ini berlaku baik bagi pengadilan pidana umum 
maupun pengadilan khusus narkoba:185

•	 Diversi oleh pengadilan seharusnya tidak berlaku 
bagi pelanggaran yang hanya berupa penggunaan 
narkoba, kepemilikan atau budi daya dalam jumlah 
kecil untuk penggunaan pribadi, atau kepemilikan alat 
untuk penggunaanpenggunaan narkoba – mereka 
seharusnya dapat mengakses program diversi di tahap 
awal, yaitu sebelum atau segera di saat penangkapan 
oleh kepolisian. Oleh karena itu investasi yang lebih 
besar harus dilakukan pada aspek diversi oleh kepolisian 
dan kejaksaan, bukan diversi oleh pengadilan

•	 Keputusan diversi harus didasarkan pada penilaian 
profesional kesehatan, kesejahteraan dan aspek 
dukungan terhadap kebutuhan penggunanarkotika

•	 Program harus menjamin akses berkelanjutan pada 
perawatan ketergantungan narkotika berbasis bukti 
dan pelayanan kesehatan dan sosial lainnya – hal ini 
harus menggabungkan langkah-langkah pengurangan 
dampak buruk seperti OST, dan tidak hanya berdasarkan 
prinsip abstinen

•	 Program pengobatan harus disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus perempuan, kalangan remaja dan 
kelompok etnis minoritas untuk memastikan hasil 
kesehatan yang positif

•	 Kemitraan antara pengadilan dan organisasi berbasis 
komunitas harus dibentuk untuk menghasilkan 
dukungan lokal dan meningkatkan efektivitas program

•	 Manajemen kasus yang sedang berlangsung harus mencakup 
dukungan sosial yang diperlukan untuk mencapai reintegrasi 
sosial, dan pendekatan non-punitif kepada pengguna narkoba
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•	 Jika pengujian narkoba dilaksanakan, hal tersebut harus 
dijadikan sebagai alat untuk meneruskan informasi 
respon pengobatan, bukan sebagai alat pencetus 
hukuman

•	 Kekambuhan harus dipandang sebagai hal yang wajar 
dari pemulihan. Kegagalan untuk menyelesaikan 
program pengobatan atau pengulangan penggunaan 
narkotika tidak harus mengarah pada pengenaan sanksi 
pidana atau hukuman

•	 Pasca-pengobatan dan pasca-perawatan harus 
meningkatkan efek jangka panjang dari program 
pengobatan, dan mengandalkan jaringan layanan 
kesehatan dan layanan dukungan sosial.

Kosta Rika: pengelolaan risiko pengadilan khusus 
narkoba
Kosta Rika telah menyesuaikan model pengadilan khusus 
narkoba untuk memastikan pengadilan tidak menerapkan 

langkah-langkah punitif bagi orang-orang dengan 
ketergantungan narkotika. Pengadilan khusus narkoba 
Kosta Rika tidak menargetkan penangkapan pengguna 
dengan sejumlah kecil narkotika untuk penggunaan 
pribadi, karena kasus penggunaan narkoba dan 
kepemilikan untuk penggunaan pribadi telah mendapat 
kebijakan dekriminalisasi. Pada tahun 2013, negara 
menerapkan Proyek Keadilan Restoratif yang bertujuan 
untuk mengurangi populasi dalam penjara secara 
keseluruhan. Sebuah sistem pengadilan khusus narkoba 
didirikan untuk menargetkan pelanggaran tingkat rendah, 
pelanggaran perdana yang terkait dengan ketergantungan 
narkotika. Pelanggar dirujuk kepada tim multi-disiplin dan 
tim spesialis yang terdiri dari dokter, psikolog dan pekerja 
sosial yang dapat menyesuaikan respon mereka terhadap 
kebutuhan individual klien. Pilihan perawatan termasuk di 
dalamnya rujukan ke perawatan dalam rumah atau pun 
rawat jalan.186
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3.6 Peran petugas layanan kesehatan, hukum dan 
masyarakat dalam skema diversi
3.6.1	 Prinsip keterlibatan petugas layanan 
kesehatan, hukum dan masyarakat
Petugas kesehatan, hukum dan masyarakat dapat 
memainkan peran penting dalam mempromosikan 
pendekatan kesehatan masyarakat bagi penggunaan 
narkoba. Mereka dapat melakukan intervensi di tingkat 
sosial untuk merujuk penggunanarkotika kepada 
pelayanan kesehatan, dukungan hukum dan dukungan 
sosial sebelum mereka berhubungan langsung dengan 
pihak kepolisian (lihat contoh dari Swiss di bagian 2.7). 
Mereka dapat menyediakan penilaian kesehatan secara 
holistik untuk menginformasikan keputusan kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan dalam kaitannya dengan yang 
respon diversi yang paling tepat untuk setiap pengguna, 
dan bagaimana menuntut dan membela hak-hak mereka 
(lihat contoh Aksi Jawa Timur dan LBH Masyarakat di 
Indonesia dalam bab 3.6.2, Kotak 10).187

Praktik yang baik bagi program diversi adalah dengan 
menyertakan mekanisme yang memenuhi syarat 
profesional kesehatan dan melibatkan penilaian 
kebutuhan individu (lihat contoh Portugal pada bab 
2.3.1, Kotak 5, dan program LEAD di Amerika Serikat 
pada bab 3.3).

Petugas kesehatan dapat menilai apakah salah satu opsi 
berikut sesuai: detoksifikasi, OST, rehabilitasi rawat inap, 
intervensi kejiwaan dan psikologis, konseling, program 
kelompok untuk pencegahan kekambuhan, dan akses ke 
pengujian, konseling dan pengobatan untuk HIV, hepatitis, 
TBC dan penyakit lainnya. Hal yang penting adalah tenaga 
kesehatan profesional dapat menilai ketergantungan 
narkotika dan kebutuhan untuk perawatan, menyadari 
bahwa hanya sekitar 10% dari pengguna narkoba yang 
mengalami ketergantungan narkotika.188 Di mana terapi 
narkotika dibutuhkan bagi seorang individu, tenaga 
kesehatan profesional juga dapat memberikan nasihat 
tentang rujukan ke layanan pengobatan yang paling 
cocok (lihat bab 2.7 untuk praktik yang baik dalam 
memberikan perawatan ketergantungan narkotika dan 
pengobatan berbasis komunitas).

Diversi juga memberikan kesempatan untuk menilai 
kebutuhan dalam kaitannya dengan tempat tinggal dan 
kebutuhan perumahan, hak kesejahteraan, pekerjaan 
umum dan layanan pekerjaan khusus, pendidikan dan 
pelatihan, serta konseling keluarga – yang semuanya 
dapat diperoleh manfaatnya dari aspek profesionalisme 
bidang kesehatan, hukum dan sosial.Selain itu, kesehatan, 
bantuan hukum dan masyarakat dapat terlibat langsung 
dalam kemitraan jangka panjang dengan kepolisian 
dan orang-orang yang bekerja di sektor peradilan untuk 
memastikan bahwa respon terhadap penggunaan 
narkoba adalah koheren dan didasarkan pada jaminan 
aspek kesehatan dan hak asasi manusia.Petugas 
kesehatan juga memiliki peran dalam koordinasi pasca-
perawatan komprehensif dan sebagai jembatan dalam 
layanan pengobatan sukarela jangka panjang.

Dengan peran penting dari aspek kesehatan, bantuan 
hukum dan masyarakat di atas dalam memastikan 
efektivitas dekriminalisasi dan respon diversi pada kasus 
penyalahgunaan narkoba, seluruh badan tersebut harus 
terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kualitas dan 
hasil langkah-langkah yang telah ditempuh.

3.6.2	 Keterlibatan petugas layanan kesehatan, 
hukum dan masyarakat: Pengalaman di Asia
Kamboja
Sejak tahun 2011, Kamboja telah memberikan kerangka 
hukum dan kebijakan yang mendukung keterlibatan 
petugas medis dalam memberikan layanan pengurangan 
dampak buruk (termasuk NSP dan OST) dan layanan 
pengobatan berbasis komunitas.189 Layanan pengobatan 
berbasis komunitas dan sukarela telah dibentuk 
dan menjalankan promosi berkelanjutan mengenai 
perawatan dan memperkuat mekanisme masyarakat 
dalam menyediakan layanan dan rujukan termasuk untuk 
menjalani layanan pengurangan dampak buruk. Pada 
akhir 2013, lebih dari 1.200 pengguna narkoba menerima 
layanan pengobatan berbasis komunitas di Kamboja.190 
Meskipun ada perkembangan positif ini, bagaimanapun, 
penahanan terhadap pengguna narkoba masih kerap 
terjadi di Kamboja (termasuk di bawah undang-undang 
tentang tunawisma dan ketertiban umum).191 Terdapat 
juga ketegangan yang sedang berlangsung antara pihak 
penegak hukum setempat dan organisasi kesehatan 
yang memberikan pelayanan kepada pengguna narkoba 
di Kamboja, khususnya NSP.192 Hal ini mengindikasikan 
kebutuhan akan kepastian bahwa aparat penegak hukum 
yang beroperasi di tingkat lokal sepenuhnya menyadari 
sifat dan tujuan dari program pengurangan dampak 
buruk, dan kebutuhan akan pelatihan mengenai cara 
untuk mendukung langkah-langkah tersebut. 

Indonesia193

Pada tahun 2014, tujuh lembaga negara Indonesia 
menandatangani memorandum kesepakatan yang 
menyatakan bahwa ‘pengguna rutin narkoba’ akan dirujuk 
ke pusat rehabilitasi dan bukan ke penjara. Pejabat dari 
Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, 
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri dan Kementerian 
Sosial menandatangani dokumen momerandum tersebut. 
Perjanjian tersebut menyediakan tim kerja sama guna 
melakukan penilaian bersama yang terdiri atas ahli medis 
dan ahli hukum di tingkat nasional, provinsi dan kota untuk 
menentukan apakah tersangka adalah pengedar narkoba 
atau pengguna dan mengutarakan pilihan pengobatan 
untuk didengar hakim dalam persidangan kasus narkoba. 
Namun, bukti menunjukkan bahwa sistem ini tidak 
beroperasi dengan baik dalam praktiknya, dan terkendala 
oleh korupsi. Akibatnya, orang-orang yang tidak bisa 
membayar suap terus berakhir di penjara bahkan walau 
jika mereka memenuhi syarat untuk mendapat program 
diversi menuju pengobatan.194
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Namun demikian, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
Indonesia membuat kemajuan dalam melaksanakan 
program nasional Pengobatan Ketergantungan Narkoba 
Berbasis Komunitas (CBDDT). Pada 2015, program ini 
dijalankan di 20 fasilitas yang dioperasikan oleh organisasi 
berbasis komunitas di 15 kota dan mencapai lebih dari 
2.100 klien.195 Program ini menggunakan indikator 
keberhasilan yang berfokus pada peningkatan kualitas 
hidup dan pengurangan risiko melalui pendekatan 
pengurangan dampak buruk. Program CBBDT terdiri 
dari program rawat inap individual selama dua bulan, 
dilanjutkan dengan program rawat jalan selama empat 
bulan. Organisasi pelaksana diwajibkan untuk mematuhi 
pedoman nasional yang menentukan standar minimum 
perawatan ketergantungan narkotika. Berbagai layanan 
melengkapi pendekatan CBDDT melalui mekanisme 
rujukan, termasuk layanan pengurangan dampak buruk, 
dukungan komunitas dan pelayanan kesehatan mental. 
PKNI, jaringan penggunanarkotika nasional Indonesia, 
menyediakan program pengawasan berbasis komunitas. 

Beberapa organisasi masyarakat perdata, termasuk Aksi 
Jawa Timur (EJA) dan LBH Masyarakat (lihat Kotak 10), 
menawarkan bantuan hukum kepada penggunanarkotika 
untuk menjamin akses penggunanarkotika dalam 
mendapat program diversi tersebut. 

Kotak 10 Memberikan bantuan 
hukum bagi pengguna narkoba: 
Contoh LBH Masyarakat
LBH Masyarakat memberikan pelayanan bantuan 
hukum gratis bagi penggunanarkotika, dan member-
dayakan penggunanarkotika untuk memberikan 
bantuan pelayanan hukum ke masyarakat, termasuk 
sebagai paralegal yang terlatih.196 LBH Masyarakat 
bekerja sama dengan pekerja paralegal dan masya-
rakat atau anggota keluarga dari penggunanarkoti-
ka mengumpulkan saksi-saksi, menyiapkan argumen 
pembelaan hukum, dan mengumpulkan bukti-bukti 
pendukung termasuk tes kejiwaan atau medis yang 
menunjukkan riwayat ketergantungan dan kebutu-
han pengobatan. Bantuan hukum mereka termasuk 
di dalamnya merupakan representasi dalam men-
dukung program pengarahan klien di setiap tahap 
dari penyelidikan kepolisian hingga sidang di pen-
gadilan. Meskipun kepolisian diizinkan untuk men-
galihkan kasus dari penuntutan di bawah peraturan 
yang ada, mereka sering tidak bersedia untuk men-
galihkan penggunanarkotika menuju pilihan pengo-
batan (yang termasuk kewenangan mereka karena 
penggunaan narkoba tetap dikriminalisasi di bawah 
undang-undang narkotika). Kehakiman juga dapat 
menerapkan kebijaksanaan mereka dalam men-
dukung program diversi, termasuk saat menerima 
kesaksian saksi ahli dan bukti pendukung lainnya.

Thailand
Di bawah hukum narkoba Thailand, sebuah komite yang 
terdiri dari psikolog, psikiater, pekerja kesehatan masyarakat 
dan tokoh masyarakat mempelajari setiap kasus untuk 
memberi informasi di pengadilan tentang apakah tersangka 
yang mengonsumsi dan memiliki narkoba harus dialihkan 
dari pemenjaraan menuju program pengobatan.197 Pilihan 
yang tersedia untuk komite termasuk di dalamnya rujukan 
menuju program penahanan wajib selama empat bulan di 
CCDU; melepaskan pelaku untuk melakukan rawat jalan 
dengan terapi perilaku kognitif; melepaskan pelaku tanpa 
tindakan lebih lanjut; atau rujukan ke pengadilan pidana 
untuk menerima hukuman, yang berpotensi berupa 
pemenjaraan. Komite menilai apakah terdakwa termasuk 
penggunanarkotika dengan ketergantungan narkotika 
atau tidak: mereka yang dinilai mengalami ketergantungan 
narkotikaakan ditahan di CCDU. Kegagalan untuk lepas zat 
selama atau setelah pengobatan dapat mengakibatkan 
penuntutan dan pemenjaraan.

Sementara hukum seolah-olah menyediakan kerangka 
kerja untuk menangani kebutuhan kesehatan, sistem 
telah dikritik karena kegagalannya dalam menyediakan 
akses ke prinsip pengobatan berbasis bukti ilmiah. Di 
Thailand, penentuan apakah seorang individu mengalami 
ketergantungan pada narkotika biasanya diputuskan atas 
dasar hasil tes urin saja, tanpa menilai tingkat penggunaan 
narkoba, ketergantungan atau risiko perilaku terkait 
lainnya, misalnya dengan menggunakan Index Keparahan 
Ketergantungan.198 Tidak ada kewajiban bagi komite untuk 
memenuhi kebutuhan orang yang dinilai, yang biasanya 
memungkinkan kebutuhan dan pandangan seseorang 
untuk diperhitungkan dalam mengembangkan rencana 
perawatan.199

Hal lain yang diperhatikan dalam prosedur adalah bahwa 
pelaku mungkin akan menajalani penahanan pra-sidang 
tanpa akses terhadap pengobatan selama enam minggu 
atau lebih karena harus menunggu keputusan dari 
komite.200 Banyak tahanan, yang digolongkan sebagai 
‘pasien’ oleh hukum, dan terus diperlakukan sebagai 
penjahat selama mereka dapat dikenakan penahanan baik 
di dalam penjara atau CCDU. Dan oleh karena OST tidak 
tersedia di CCDU, ‘pengobatan’ yang tersedia terbatas 
hanya dalam lingkup kerja kelompok, terapi kerja, pelatihan 
kerja khusus dan pendidikan jasmani, tanpa menerima 
masukan dari pasien tentang program pengobatan yang 
dijalani. Semua pasien berpartisipasi dalam program yang 
sama.201 Bukti bahwa pendekatan ini telah efektif dalam 
meningkatkan kesehatan masih tergolong sedikit.
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dan prioritas
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Prinsip-prinsip pengarah
Pemerintah perlu berkomitmen pada tanggapan-
tanggapan hukum dan kebijakan pada narkoba yang 
berbasis pada bukti dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
pengurangan dampak buruk, hak-hak asasi manusia serta 
inklusi sosial.

Kerangka kebijakan nasional dan 
perencanaan 
Pemerintah sebaiknya meninggalkan langkah-langkah 
untuk mencapai ‘masyarakat bebas narkoba’ sebagai 
prioritas kebijakan.Kebijakan-kebijakan narkotika nasional 
sebaiknya berfokus pada peningkatan kesehatan publik, 
pengurangan dampak buruk ekonomi dan sosial yang 
dikaitkan dengan pasar dan penggunaan narkoba, 
peningkatan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan 
mendukung inklusi sosial dari komunitas-komunitas 
penggunanarkotika yang rapuh dan terpinggirkan.
Perencanaan untuk pembuatan dan implementasi program-
program dekriminalisasi dan diversi perlu didasarkan 
pada data dan bukti (contohnya efek dari kriminalisasi 
dan hukuman pada kesehatan dan kualitas hidup 
penggunanarkotika), dan secara langsung melibatkan 
komunitas-komunitas, khususnya penggunanarkotika, 
untuk memastikan efektifitas langkah-langkah tersebut.

Prioritas-prioritas nasional sebaiknya meliputi:

•	 Dekriminalisasi: Lakukan kajian hukum dan kebijakan 
secara komprehensif, berbasis data, bukti dan konsultasi-
konsultasi yang melibatkan komunitas lokal, para ahli 
dan kelompok penggunanarkotika, untuk membekali 
perencanaan-perencanaan nasional yang memetakan 
setiap jalur yang menuju pada penghapusan 
hukuman-hukuman pidana dan hukuman lain untuk 
penggunaan narkotika, kepemilikan peralatan untuk 
penggunaan narkotika, serta kepemilikan dan budidaya 
narkotika untuk penggunaan pribadi. Setiap negara 
perlu mempertimbangkan serangkaian faktor-faktor 
yang meliputi peran dan kapasitas polisi, kejaksaan, 
pengadilan, dan pegawai kesehatan untuk terlibat 
secara efektif di model atau contoh dekriminalisasi. 

•	 Diversi: Kembangkan dan kenalkan program-program 
di mana polisi, kejaksaan dan/atau pengadilan 
mengalihkan penggunanarkotika dari sistem 
pengadilan pidana, dan bila diperlukan, menuju ke 
pilihan-pilihan pengurangan dampak buruk, pelayanan 
kesehatan dan sosial. Di dalam sebuah lingkungan 
dekriminalisasi, skema-skema diversi ini perlu berfokus 
pada orang-orang yang pelanggarannya berkaitan 
dengan ketergantungan mereka terhadap narkotika. 

•	 Layanan-layanan kesehatan dan pengurangan 
dampak buruk: Bentuk, perluas dan perkuat layanan-
layanan pengurangan dampak buruk dan layanan-
layanan perawatan sukarela berbasis masyarakat untuk 
memastikan peningkatan hasil di bidang kesehatan, 
hak-hak asasi manusia serta inklusi sosial.

Wajib lapor dan lembaga pemasyarakatan 
Sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi PBB, pemerintah 
sebaiknya segera menutup CCDU, mempromosikan 
akses ke perawatan sukarela berbasis komunitas, 
pengurangan dampak buruk dan layanan-layanan sosial, 
serta menghapus syarat-syarat wajib lapor atau registrasi 
bagi penggunanarkotika ke lembaga-lembaga penegak 
hukum.202

Jumlah ambang batas 
Jumlah ambang batas dapat bermanfaat di mana mereka 
menjadi bagian dari paket reformasi berorientasi kesehatan 
yang lebih luas, dan dijadikan untuk dekriminalisasi 
kepemilikian narkotika dalam jumlah yang kecil untuk 
penggunaan pribadi dan/atau untuk mengarahkan 
kepolisian, kejaksaan dan/atau kehakiman dalam diversi 
penggunanarkotika menjauh dari sistem pengadilan 
pidana. Apabila sebuah negara memutuskan untuk 
memakai jumlah ambang batas, faktor-faktor berikut ini 
perlu dipertimbangkan:

•	 Kuantitas yang dimaksud sebaiknya realistis dan 
berdasarkan bukti mengenai model penggunaan 
(contohnya, jumlah narkotika yang kemungkinan 
besar dimiliki oleh seseorang untuk tujuan konsumsi) 
dan model pembelian (jumlah narkotika yang dibeli 
oleh seorang pengguna untuk penggunaan pribadi, 
misalnya, pasokan untuk beberapa hari).

•	 Di mana jumlah ambang batas diresepkan, hal ini 
sebaiknya hanya dianggap sebagai indikator. Polisi, 
jaksa dan hakim sebaiknya bijaksana dalam menentukan 
diskresi kasus per kasus sesuai dengan bukti yang 
tersedia apakah sebuah kasus berdasarkan kepemilikan 
narkotika perlu diteruskan atau dibatalkan.  

•	 Penentuan kepemilikan untuk tujuan pasokan perlu 
dibuat dengan banyak faktor sebagai dasar, termasuk 
peran dan motifasi yang dituduhkan di transaksi 
pemasokan, dan tergantung pada pengawasan judisial. 
Langkah-langkah tersebut membantu memastikan 
bahwa penggunanarkotika tidak divonis bersalah untuk 
sebuah pelanggaran pemasokan narkotika.  

Promosi perawatan berbasis bukti dan 
layanan pengurangan dampak buruk 
Layanan-layanan perawatan untuk ketergantungan 
narkoba sebaiknya sukarela, berbasis bukti dan harus 
sesuai dengan standar-standar internasional perawatan 
ketergantungan.   Secara khusus, layanan-layanan 
sebaiknya mengakui bahwa tidak ada satu metode 
perawatan yang sesuai untuk semua individu yang 
memiliki ketergantungan pada narkotika. Akan tetapi, 
layanan-layanan yang tersusun secara komprehensif perlu 
ditawarkan untuk menanggapi isu-isu kesehatan dan sosial 
yang kompleks yang diasosiasikan dengan ketergantungan 
narkoba. Pengaturan perawatan yang sesuai, intervensi-
intervensi dan layanan-layanan untuk kebutuhan masing-
masing individu sangatlah penting dalam keberhasilan 
perawatan, yaitu peningkatan kualitas hidup.
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Hasil tes urin yang positif sebaiknya tidak digunakan atau 
diterima sebagai bukti ketergantungan narkoba. Pada 
mekanisme-mekanisme diversi, kepolisian, kejaksaan dan/
atau kehakiman diminta untuk mengambil keputusan-
keputusan berdasarkan evaluasi medis yang menentukan 
ketergantungan narkoba berdasarkan kritera-kriteria 
internasional yang sudah disepakati.

Pemerintah sebaiknya mengadopsi dan meningkatkan 
intervensi-intervensi pengurangan dampak buruk serta 
memastikan bahwa akses mereka tidak bersyarat pada 
pendataan pengguna narkoba yang dapat diakses oleh 
institusi-institusi penegak hukum. Intervensi-intervensi 
pengurangan dampak buruk seperti OST dan NSP perlu 
disediakan baik di masyarakat maupun di lembaga 
pemasyarakatan serta di tempat-tempat tertutup, dan 
tidak terhambat oleh praktik-praktik kepolisian seperti 
penangkapan.

Diversi oleh kepolisian 
Diversi kepolisian akan menjadi efektif dalam konteks 
di mana kepolisian dapat membangun kepercayaan 
dengan komunitas-komunitas penggunanarkotika. Bila 
korupsi kepolisian mengakar, mungkin tidak cukup layak 
memberikan peran kepada kepolisian untuk mengambil 
keputusan utama dalam proses diversi. Program-program 
diversi Kepolisian sebaiknya mengikuti ciri-ciri utama di 
bawah ini: 

•	 Diversi kepolisian dapat meliputi sebuah keputusan 
untuk tidak melakukan aksi lanjut, mengeluarkan 
peringatan dan/atau memberi rujukan ke layanan-
layanan kesehatan dan pengurangan dampak buruk

•	 Di mana orang-orang didapati memiliki narkoba dalam 
jumlah kecil, atau peralatan untuk memakai narkoba, 
diversi seharusnya dilaksanakan sebelum pendakwaan

•	 Program tersebut sebaiknya melibatkan sebuah 
komponen pendidikan. Ini dapat meliputi ketetapan 
informasi oleh petugas kepolisian tentang pengurangan 
dampak buruk atau rujukan ke layanan-layanan 
kesehatan, perawatan narkoba, pengurangan dampak 
buruk atau layanan dukungan komunitas

•	 Kuota penangkapan untuk penggunaan narkoba, 
kepemilikan peralatan untuk penggunaan narkoba, dan 
kepemilikan serta budidaya untuk penggunaan pribadi 
sebaiknya dihilangkan.

Diversi oleh kejaksaan
Petunjuk penuntutan sebaiknya mewajibkan kejaksaan 
mempertimbangkan untuk tidak meneruskan dengan tuntutan 
bagi penggunaan narkoba, kepemilikan atau budidaya 
untuk penggunaan pribadi dan kepemilikan peralatan untuk 
penggunaan narkoba, dan untuk pelanggaran-pelanggaran 
kecil tanpa kekerasan yang berkaitan dengan penggunaan 
atau ketergantungan seseorang terhadap narkoba. Untuk 
pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kejaksaan harus dapat 
menentukan apakah: 

•	 Penuntutan tidak diteruskan dan tidak ada aksi lanjutan 
yang akan ditempuh, atau 

•	 Penuntutan tidak akan dilanjutkan terhadap pelanggar 
yang mendatangi layanan pengurangan dampak buruk, 
sebuah program perawatan (bila diperlukan) atau 
layanan-layanan sosial lainnya. 

Petunjuk penuntutan sebaiknya memastikan bahwa 
kejaksaan membuat keputusan berdasarkan sebuah 
pemahanan terhadap perbedaan antara penggunaan 
narkotika yang sekali-kali dan ketergantungan – hanya 
mereka yang memiliki ketergantungan pada narkotika 
yang bisa mendapatkan manfaat dari rujukan ke sebuah 
perawatan.

Diversi oleh pengadilan 

Pengadilan sebaiknya memiliki pilihan untuk tidak memberi 
hukuman dan tidak memberi vonis untuk penggunaan 
narkoba, kepemilikan atau budidaya untuk penggunaan 
pribadi dan kepemilikan peralatan untuk penggunaan 
narkoba, dan untuk pelanggaran-pelanggaran kecil tanpa 
kekerasan yang berkaitan dengan penggunaan atau 
ketergantungan seseorang terhadap narkoba (misalnya 
pencurian, penyelundupan atau penjualan tingkat kecil). 
Ketika program diversi pengadilan beroperasi, pengadilan 
sebaiknya melengkapi skema-skema diversi kepolisian 
dan kejaksaan.Pengadilan sebaiknya dapat menawarkan 
pilihan-pilihan diversi untuk pengguna narkoba yang 
tertangkap untuk pelanggaran-pelanggaran yang lebih 
serius yang berkaitan dengan narkoba, dibandingkan 
dengan pengguna narkotika saja.Lebih baik orang-
orang yang berpotensi dituntut untuk penggunaan atau 
kepemilikan narkoba dalam jumlah sedikit dan untuk 
penggunaan pribadi dialihkan di kepolisian atau kejaksaan, 
bukan di pengadilan.

Petunjuk pemberian vonis sebaiknya mendukung 
pemberian hukuman tanpa pemenjaraan bagi orang-
orang yang bersalah atas pelanggaran-pelanggaran 
yang berkaitan dengan narkoba. Ini meliputi pelayanan 
di komunitas untuk mereka yang didapati memiliki 
ketergantungan terhadap narkotika melalui penilaian 
medis.

Pengadilan sebaiknya memiliki akses ke saran-saran 
multidisipliner untuk pilihan-pilihan penilaian. Sangatlah 
penting bahwa prosesnya memungkinkan pengadilan 
untuk membedakan antara (i) orang-orang pengguna 
narkoba sesekali, untuk tujuan rekreasi dan/atau tanpa 
mengalami masalah, dan (ii) orang-orang yang tergantung 
pada narkotika dan dapat mengambil manfaat dari akses 
ke perawatan. Pengadilan dapat menawarkan:

•	 Rejukan sebelum atau sesudah pemberian vonis ke 
perawatan sukarela berbasis masyarakat, pengurangan 
dampak buruk dan pilihan-pilihan pelayanan sosial

•	 Perawatan yang disesuaikan untuk individu, 
pengurangan dampak buruk dan pilihan-pilihan 
dukungan sosial. 

Bantuan hukum dan akses untuk keadilan
Orang-orang yang memakai obat-obatan seharusnya 
memiliki akses ke bantuan hukum independen dan 
pengacara sebagai aspek integral dari program diversi 
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untuk memastikan mereka tahu akan hak-hak hukum 
mereka, dan dapat membela kasus mereka dalam seluruh 
tahapan hukum. 

Peran petugas kesehatan 

Petugas kesehatan dan komunitas dapat mendukung 
implementasi program dekriminalisasi dan diversi dengan 
cara: 

•	 Melakukan intervensi di tingkat masyarakat untuk 
merujuk pengguna narkoba sebagai dukungan sebelum 
terjadinya kontak dengan kepolisian 

•	 Memberikan penilaian-penilaian kesehatan untuk 
memberikan informasi sebagai dasar keputusan yang 
diambil oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 
berkaitan dengan diversi 

•	 Memberikan penilaian yang menyeluruh dan tanggapan 
untuk kebutuhan-kebutuhan dari pengguna narkoba 
agar dialihkan dari sistem pengadilan pidana 

•	 Melibatkan komunitas, kepolisian dan pihak-pihak lain 
yang bekerja di sektor peradilan untuk mempromosikan 
pendekatan-pendektan pengurangan dampak buruk 
dan kesehatan masyarakat 

•	 Mengadopsi standar-standar kualitas minimal untuk 
memastikan bahwa program-program perawatan 
ketergantungan narkoba berbasis pada bukti dan 
menghormati hak hak asasi pengguna narkoba 

•	 Mengawasi dan menilai kualitas dan efektifitas model-
model dekriminalisasi dan diversi.

Proses dekriminalisasi penggunaan narkoba dan/atau 
implementasi langkah-langkah diversi melibatkan 
pertimbangan beberapa faktor, termasuk kebutuhan 
untuk mendapatkan dukungan publik. Untuk saran-
saran di langkah-langkah praktis yang diambil dalam 
mempersiapkan implementasi tersebut, silahkan merujuk 
ke Lampiran 2.
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Lampiran
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Tiga konvensi PBB pada kontrol narkoba antara lain:

•	 Konvensi Tunggal pada Narkoba/The Single Convention 
on Narcotic Drugs (1961) yang diamandemen oleh 
Protokol 1972; 

•	 Konvensi Bahan-bahan Psikotropika/Convention on 
Psychotropic Substances (1971); dan 

•	 Konvensi PBB melawan Perdagangan Gelap Narkoba dan 
Bahan-bahan Psikotropika/United Nations Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances (1988).

Tujuan dari konvensi-konvensi ini adalah untuk 
menetapkan langkah-langkah kontrol internasional untuk 
memastikan bahwa narkotika tersedia untuk tujuan-tujuan 
medis dan ilmu pengetahuan, sementara mencegahnya 
agar tidak dialihkan ke jalur-jalur ilegal. Perjanjian-
perjanjian tersebut juga meliputi ketentuan-ketentuan 
umum pada perdagangan dan penggunaan narkoba.

Konteks sejarah203

Sebelum adanya konvensi-konvensi narkoba, beberapa 
negara di Asia berpartisipasi di industri-industri kokain 
dan opium global, memasok perusahaan-perusahaan 
narkotika di Barat dan Jepang.Dalam negosiasi untuk 
Konvensi 1961, beberapa negara memegang peran utama 
sebagai yang dikenal dengan kelompok ‘negara-negara 
organik’. Sebagai produsen dari bahan-bahan mentah 
organik untuk sebagian besar pasokan narkotika global, 
negara-negara Asia telah menjadi fokus dari usaha-usaha 
pengaturan narkoba internasional. Mereka juga memiliki 
sejarah panjang penggunaan narkoba di dalam budaya-
budaya lokalnya, dengan narkotika seperti ganja yang 
memiliki fungsi penting keagamaan serta ganja dan opium 
yang dipakai di lintas Asia untuk pengobatan tradisional.

India, Turki, Pakistan dan Burma memimpin peran di 
kelompok ‘negara-negara organik’, yang juga termasuk 
Indonesia sebagai negara produsen kokain dan negara-
negara lain produsen opium dan ganja di Asia Selatan dan 
Asia Tenggara. Mereka mendukung usaha-usaha kontrol 
nasional yang berdasar pada kondisi-kondisi lokal dan 
waspada akan badan-badan kontrol internasional yang 
kuat. Mereka menolak penguatan kontrol internasional 
karena batasan-batasan yang sudah ada pada produksi 
dan ekspor telah berpengaruh secara langsung pada 
populasi dan industri domestik. Meskipun mereka relatif 
tidak berdaya melawan negara-negara yang melarang, 
seperti AS, mereka mencari bantuan pengembangan 
untuk mengompensasi kerugian yang diakibatkan oleh 
pemberlakuan kontrol-kontrol ketat tersebut.

Penggunaan narkoba dan kepemilikan untuk 
penggunaan pribadi di bawah konvensi 
narkoba PBB204

Tujuan dasar dari konvensi-konvensi, sebagaimana 
disampaikan di pembukaan mereka, adalah untuk 

Lampiran 1 Program-program dekriminalisasi dan 
diversi di bawah konvensi narkoba PBB

melindungi ‘kesehatan dan kesejahteraan’ kemanusiaan.

Penggunaan narkoba dihilangkan dari pasal-pasal konvensi 
narkoba PBB yang menetapkan bahwatindakanyang 
berkaitan dengan narkoba adalah tindakan kriminal. 
Konvensi PBB tidak mewajibkan negara-negara untuk 
memberikan hukuman apapun (pidana maupun perdata) 
untuk penggunaan narkoba. Hal ini secara jelas disebutkan 
di Komentar dari Konvensi 1988 mengenai pasal 3 dari 
Konvensi di “Pelanggaran dan Sanksi”: “Perlu dicatat bahwa, 
sebagaimana dengan Konvensi 1961 dan 1971, paragraf 
2 tidak mewajibkan konsumsi narkoba untuk ditetapkan 
sebagai pelanggaran yang dapat dihukum’.205

Konvensi-konvensi tersebut juga memberi keleluasaan 
bagi negara-negara berkaitan dengan kriminalisasi 
dari kepemilikan untuk penggunaan pribadi, meskipun 
ketetapan-ketetapan tersebut lebih mengikat daripada 
yang berkaitan dengan konsumsi atau penggunaan 
narkoba.206 Kriminalisasi kepemilikan narkoba merujuk 
pada Konvensi PBB 1988, yang menyatakan: 207

Tergantung padaprinsip-prinsip konstitusional dan 
konsep-konsep dasar dari sistem hukumnya, setiap Pihak 
akan mengadopsi langkah-langkah tersebut apabila 
diperlukan untuk menetapkan sebagai pelanggaran 
pidana di bawah hukum domestiknya, bila dilakukan 
secara sengaja, kepemilikan, pembelian atau budidaya 
narkoba atau bahan-bahan psikotropika untuk konsumsi 
pribadi yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan 
dari Konvensi 1961, amandemen Konvensi 1961 atau 
Konvensi 1971. 

Pasal ini memberikan beberapa keleluasaan bagi 
pemerintah untuk mengkriminalisasi atau tidaknya 
kepemilikan narkoba untuk penggunaan pribadi.

Pertama, Pasal tersebut menyatakan bahwa langkah-
langkah yang diperlukan untuk diadopsi oleh sebuah 
negara tergantung pada ‘prinrip-prinsip konstitusi dan 
konsep-konsep dasar dari sistem hukumnya’.208 Ini berarti 
bahwa negara-negara anggota dapat memilih untuk 
tidak mengkriminalisasikan kepemilikan narkoba untuk 
konsumsi pribadi bila tidak sesuai dengan konstitusi 
(misalnya, berdasarkan hak privasi atau kebebasan di 
bawah konstitusi nasional) atau bila bertentangan dengan 
sistim-sistim hukum mereka.209

Kedua, di bawah pasal ini, negara-negara anggota 
hanya diminta untuk mengadopsi undang-undang 
untuk mengkriminalisasi kepemilikan narkoba untuk 
penggunaan pribadi di mana kepemilikan adalah 
bertentangan dengan Konvensi 1961 atau 1971. Di artikel 
36(1)(a) dan 2(5)(b), Konvensi 1961 dapat dipahami 
mewajibkan kriminalisasi penggunaan narkoba, seperti 
ganja dan heroin, hanya bisa dianggap sesuai oleh negara 
berdasarkan alasan kesehatan masyarakat. 

Pasal 33 dari Konvensi 1961 menyatakan bahwa ‘Para pihak 
tidak akan mengijinkan kepemilikan narkoba kecuali atas 
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otoritas hukum’ dan hanya untuk tujuan-tujuan medis dan 
ilmu pengetahuan. Pasal selanjutnya 36(1) mewajibkan 
negara-negara untuk mendeklarasikan kepemilikan 
narkoba sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. 
Akan tetapi, penekanan Konvensi pada penanganan 
perdagangan menyarankan bahwa negara-negara tidak 
diwajibkan berdasarkan pasal 36 untuk menyatakan 
bahwa kepemilikan untuk penggunaan pribadi sebagai 
pelanggaran pidana, khususnya bila ada dasar-dasar 
kesehatan masyarakat yang kuat yang menentangnya. 
Pendapat ini didukung oleh sejarah penulisan pasal 36, 
yang pada awalnya berjudul ‘Hukum-hukum melawan 
perdagangan ilegal’. Situasi yang sama diterapkan pada 
Konvensi 1971.210

Selanjutnya, dan secara mendasar, konvensi pengontrolan 
narkoba harus diintepretasikan sesuai dengan tantangan-
tantangan khusus dan hukum-hukum yang terdapat di 
masing-masing negara, juga di dalam konteks kewajiban-
kewajiban hak-hak asasi manusia masing-masing negara 
di bawah hukum internasional.211 Tujuan dari PBB, sebagai 
awal di dalam penjanjian PBB, meliputi promosi solusi-
solusi terhadap malasah-masalah kesehatan dan sosial 
internasional, juga penghormatan universal untuk hak-hak 
asasi manusia. Pemerintan memiliki kewajiban di bawah 
hak atas kesehatan untuk melakukan semua langkah 
penting sebagai pencegahan, perawatan dan kontrol 
penyakit untuk memastikan akses ke pengobatan utama, 
untuk mengabil langkah-langkah tegas untuk mendorong 
kesehatan masyarakat dan untuk menahan perbuatan 
yang membatasi kemampuan rakyat untuk menjaga 
kesehatan mereka.212

Di bawah hukum internasional, batasan-batasan hak-hak 
asasi manusia dapat diterapkan bila ditentukan oleh hukum, 
tidak membedakan dan menentukan batasan-batasan 
yang tidak lebih penting untuk mencapai sebuah tujuan 
yang logis.Oleh karena itu, negara memiliki beban untuk 
membenarkan bahwa kriminalisasi penggunaan narkoba 
atau kepemilikan dan budidaya narkoba untuk penggunaan 
pribadi memenuhi tantangan ini.213 Melindungi kesehatan 
masyarakat adalah sebuah tujuan yang logis, akan tetapi 
menetapkan sanksi-sanksi pidana untuk penggunaan 
narkoba dan kepemilikan untuk penggunaan pribadi telah 
memperburuk dampak-dampak negatif di area kesehatan 
dan sosial yang diasosiasikan dengan penggunaan 
narkoba, dan yang tidak juga penting ataupun sebanding 
– penangkapan dan penahanan adalah langkah-langkah 
yang tidak sebanding dan dapat berdampak di akses pada 
hak-hak mendasar ke kesehatan, pekerjaan, pendidikan, 
perumahan, kemampuan memilih, dan memisahkan 
orang tua dari anak-anaknya. Negara dapat menggunakan 

langkah-langkah non pidana kesehatan masyarakat untuk 
mengatasi ketergantungan narkoba dan penggunaan 
narkoba, termasuk memberikan akses sukarla ke perawatan 
narkoba berbasis bukti, layanan-layanan pengurangan 
dampak buruk, serta dukungan sosial.214

Alternatif dari pemutusan dan pemberian 
hukuman 
Pasal 3(4)(d) dari Konvensi 1988 menyatakan:

Negara dapat memberikan, baik sebagai alternatif 
dari pemutusan atau pemberian hukuman, atau selain 
pemutusan atau pemberian hukuman dari pelanggaran 
yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 2 dari pasal ini, 
langkah-langkah perawatan, pendidikan, layanan setelah 
perawatan dan rehabilitasi atau integrasi kembali ke 
masyarakat untuk pelanggar. 

Negara-negara anggota PBB mengadopsi Deklarasi 
Pengurangan Permintaan Narkoba (Declaration on Drug 
Demand Reduction) di tahun 1999 setelah diskusi-diskusi di 
Sesi Khusus Majelis Umum PBB yang membahas tentang 
narkoba di tahun 1998, yang mencakup ketetapan berikut:  

Untuk mendorong integrasi sosial dari pelanggar 
penyalahguna narkoba, apabila sesuai dan konsisten 
dengan hukum-hukum nasional dan kebijakan-
kebijakan Negara-negara Anggota, pemerintah 
sebaiknya mempertimbangkan, baik sebagai alternatif 
dari pemutusan atau hukuman atau penambahan dari 
hukuman, bahwa penyalahguna narkoba perlu menjalani 
perawatan, pendidikan, pelayanan setelah perawatan, 
rehabilitasi dan integrasi kembali ke masyarakat.215

Sebuah resolusi 2012 yang diadopsi oleh Komisi PBB 
tentang Narkotika dan Obat-obatan mencatat bahasa 
pada alternatif sanksi-sanksi pidana di konvensi-
konvensi narkoba PBB, dan mendorong negara-negara 
anggota ‘...untuk mempertimbangkan implementasi 
penuh dari perawatan ketergantungan narkoba dan 
pilihan-pilihan layanan untuk pelanggar, khususnya, bila 
sesuai, memberikan perawatan sebagai alternatif dari 
penahanan…’. Komisi tersebut selanjutnya mengadopsi 
sebuah resolusi di tahun 2015 mengajak semua negara-
negara anggota:   

melaui kolaborasi antara otoritas kesehatan dan peradilan, 
untuk menggunakan serangkaian langkah-langkah 
alternatif terhadap pemutusan atau pemberian hukuman 
untuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan 
narkotika di skala kecil guna meningkatkan kesehatan 
publik dan keamanan bagi individu, keluarga dan 
masyarakat.216 
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1.	 Perkuat dukungan dari berbagai lembaga pemerintahan 
untuk proposal dekriminalisasi dan diversi termasuk 
lembaga-lembaga dengan tanggung jawab pada 
kontrol narkoba, kesehatan, hukum dan peradilan, 
lembaga pemasyarakatan dan keamanan publik, dan 
dari lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional. 

2.	 Libatkan komunitas-komunitas lokal dan masyarakat 
perdata:

•	 Libatkan komunitas-komunitas pengguna narkoba 
dan kelompok-kelompok masyarakat perdata di 
dalam reformasi hukum dan proses pengembangan 
kebijakan. Pastikan bahwa pengguna narkoba 
memiliki kesempatan untuk memberikan 
pandangan-pandangan mereka tentang hukum 
dan pilihan-pilihan kebijakan, dan memiliki akses 
pada informasi serta pendidikan tentang bagaimana 
perubahan-perubahan yang diajukan di bidang 
hukum, kebijakan dan praktik-praktiknya akan 
berpengaruh pada kehidupan mereka. 

•	 Carilah dukungan untuk reformasi hukum dan 
kebijakan-kebijakan untuk menghapus sanksi-sanksi 
pidana dari asosiasi-asosiasi profesional di bidang 
kedokteran, kesehatan masyarakat, hukum dan 
lembaga pemasyarakatan/corrections.

•	 Perkuat dukungan untuk reformasi hukum dan 
kebijakan dari pemimpin-pemimpin agama, adat, 
dan masyakarat pada dasar bahwa perubahan ke 
pendekatan masyarakat terhadap penggunaan 
narkoba merupakan sebuah isu yang membutuhkan 
keberanian dan kepemimpinan.

•	 Libatkan publik umum pada diskusi terbuka yang 
terinformasi. Kampanye-kampanye pendidikan 
masyarakat mungkin perlu dilaksanakan untuk 
membahas ketakutan-ketakutan yang tidak rasional 
dan untuk meyakinkan publik bahwa dekriminalisasi 
bukanlah sebuah ancaman untuk generasi muda, 
keselamatan masyarakat atau keamanan publik. 
Pendidikan masyarakat dapat mengurangi 
demonisasi pengguna narkoba dan stigma yang 
dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Melibatkan 
media untuk menguatkan dukungan publik penting 
untuk memastikan bahwa proposal-proposal legislatif 
tidak akan mengarah pada sebuah reaksi balik yang 
menghasilkan proposal-proposal berlawanan yang 
meningkatkan hukuman pidana dan melemahkan 
tujuan-tujuan kesehatan masyarakat.   

3.	 Pertimbangkan apakah dekriminalisasi de facto dapat 
diperkenalkan melalui perubahan-perubahan kebijakan 
dan praktik-praktik pengaturan sebelum dibentuknya 
undang-undang penghapusan sanksi-sanksi pidana. 
Lakukan eksplorasi untuk mengetahui apakah sebuah 
pendekatan berfase terhadap dekriminalisasi memiliki 
peluang keberhasilan yang lebih besar daripada 
proposal untuk segera menghapus semua sanksi-sanksi 

Lampiran 2  Langkah-langkah praktis untuk penerapan 
dekriminalisasi dan diversi 

pidana. Sebagai contoh, dekriminalisasi ganja atau 
kratom dapat dijadikan awal percontohan dari sebuah 
pendekatan de facto sebelum mengenalkan perundang-
undangan untuk menghapus sanksi-sanksi pidana pada 
penggunaan atau kepemilikan ganja dan narkotika lain 
untuk penggunaan pribadi.

4.	 Buatlah konsensus pada tujuan dan lingkup skema-
skemadekriminalisasi dan diversi: 

•	 Pastikan bahwa tujuan-tujuan dari skema-skema 
dekriminalisasi dan diversi terfokus dengan jelas 
pada hasil pengurangan dampak buruk dan pada 
peningkatan kesehatan masyarakat, inklusi sosial 
dan hak-hak asasi manusia, bersamaan dengan 
pengurangan hukuman dan pemenjaraan pengguna 
narkoba. 

•	 Buatlah forum-forum konsultasi dan dialog yang 
melibatkan pemerintah, masyarakat perdata dan 
para pemegang kepentingan di masyarakat agar 
mendapatkan dukungan untuk sebuah pendekatan 
komprehensif yang meliputi penghapusan 
hukuman-hukuman pidana dan sanksi-sanksi lain 
untuk: penggunaan narkoba, kepemilikan narkoba 
untuk konsumsi pribadi, kepemilikan peralatan 
untuk penggunaan narkoba, dan budidaya narkoba 
untuk tujuan konsumsi pribadi. Sebagai bagian dari 
forum-forum tersebut, fasilitasilah dialog tentang 
implementasi model dekriminalisasi ‘standar 
emas’ di mana hukum dirubah sehingga tidak ada 
sanksi-sanksi pidana, perdata atau administratif 
diterapkan, tapi investasi-investasi dibuat untuk 
memastikan ketersediaan dan akses ke perawatan 
narkoba sukarela, pengurangan dampak buruk dan 
pelayanan-pelayanan sosial. 

•	 Apabila sanksi-sanksi administratif diterapkan 
sebagai alternatif dari sanksi-sanksi pidana, pastikan 
bahwa sanksi-sanksi tersebut sifatnya kecil dan 
tidak melibatkan penahanan di penjara, wajib lapor 
dan monitor, tes air seni, atau langkah-langkah 
lain bertentangan dengan prinsip-prinsip hak-hak 
asasi manusia, pengurangan dampak buruk serta 
kesehatan masyarakat. 

•	 Berkaitan dengan kepemilikan narkoba untuk 
penggunaan pribadi, pertimbangkan apakah jumlah 
ambang batas digunakan, dan bila iya, bagaimana 
menentukannya. Ambang batas sebaiknya realistis 
dan berbasis pada riset yang dilakukan secara 
lokal yang memberi bukti jumlah rata-rata yang 
dikonsumsi dan dibeli oleh para pengguna narkoba. 

•	 Perjelas bahwa proposal ini berfokus pada penghapusan 
sanksi-sanksi pidana yang diterapkan pada pengguna 
narkoba, dan tidak berfokus pada hukum produksi dan 
distribusi untuk kepentingan komersial.
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5.	 Pertimbangkan implikasi-implikasi penganggaran, 
khususnya untuk memastikan ketersediaan pendanaan 
yang cukup untuk program-program diversi, 
penanganan berbasis komunitas, pelayanan-pelayanan 
kesehatan dan pengurangan dampak buruk, konseling 
serta pelayanan-pelayanan sosial bagi pengguna 
narkoba. 

6.	 Identifikasi kesempatan-kesempatan mendatang di 
parlemen untuk mengubah atau menghapus sanksi-
sanksi pidana dan/atau administratif. Perwakilan 

pendukung di parlemen perlu diidentifikasi untuk 
mendidik legislator lain tentang proposal-proposal 
reformasi hukum dan untuk mendorong undang-
undang untuk segera dipertimbangkan tanpa 
penundaan.

7.	 Lakukan investasi pada pelatihan dan pengembangan 
kapasitas untuk personel penegak hukum dan petugas 
kesehatan agar peran-peran dan tanggungjawab 
mereka pada skema-skema dekriminalisasi dan diversi 
dipahami dan direpresentasikan dengan baik. 
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